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. KEBIJAKAN PENANGGULANGAN
TINDAK PIDANA TERORISME DI INDONESIA

Abstrak

Penelitian ini berangkat dari pemikiran bahwa kebijakan penal bukanlah satu-
satunya jalan untuk menanggulangi kejahatan / tindak pidana, diperlukan kebijakan
integral. Kebijakan integral sangat diperlukan dalam penanggulangan tindak pidana
terorisme di Indonesia. -

Penanggulangan tindak pidana terorisme melalui hukum pidana periu
dilakukan secara hati-hati. Kriminalisasi yang tanpa memilah-milah, justru akan
mendatangkan keresahan sosial. Oleh karena itulah, maka pembuat Undang-undang
terorisme harus senantiasa menjaga keseimbangan antara kebebasan (liberty) dan
keamanan rakyat (security).

Penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian deskriptif. Di samping itu
dapat dikategorikan juga ke dalam penelitian preskriptif karena berusaha memperoleh
saran-saran miengenai apa yang harus dilakukan untuk mengatasi suatu masalal,
Metode kualitatif dipakai sebagai metode pendekatan, meskipun tanpa meninggalkan
yuridis normatif dengan diperkaya metode yuridis komparatil.

Penelitian ini mencoba mencari format penanggulangan tindak pidana
terorisme yang efektif dan efesien baik dari kebijakan penal maupun nonpenal.
Kebijakan penal ditinjau dari kebijakan kriminalisasi, kebijakan pertanggungjawaban
pidana, dan kebijakan pengaturan sanksi dalam undang-undang terorisme. Sementara
kebijakan nonpenal diarahkan untuk mencari solusi yang bersifat preventif dalam
menanggulangi tindak pidana terorisme.

Masih perlu banyak pembenahan dalam upaya penal, kaitannya dengan
penanggulangan tindak pidana terorisme di Indonesia. Berbagai kelemahan baik
dalam perumusan kriminalisasi, pertanggungjawaban pidana maupun pengaturan
sanksi, masih mewarnai undang-undang terorisme. Sebagai undang-undang yang
merumuskan aturan-aturan baru —yang berbeda dengan induk hukum pidana, KUHP-
sudah seharusnya mengatur pula rincian pengaturan agar tidak mengalami kendala
operasional.

Terdapat banyak cara non hukum (nonpenal) yang perlu dicoba untuk
menanggulangi tindak pidana terorisme di Indonesia. Upaya nonpenal, karena
sifatnya yang preventif, justru dapat diupayakan lebih dahuly, mendahului upaya
penal. .

Lewat kebijakan integral inilah nampaknya upaya penanggulangan tindak
pidana terorisme di Indonesia dapat terwujud. Kebijakan yang bersifat parsial dan
sepotong-potong justru tidak akan memperoleh hasil optimal. ‘

Kata kunci : Kebijakan, Penal, Non penal, Terorisme




THE PREVENTION OF TERRORISM POLICY IN INDONESIA

Abstract

This research starting from idea that penal policy is not the only way to
prevent crime, it requires integral policy. Inlegral policy is required in prevention of
terrorism in [ndoncsta.

The prevention of terrorism through penal policy needs to conduct
carefully. Criminalization without classification, exactly will deliver social
unrest. Therefore, terrorism lawmakers, have always keep the balance between
liberty and security of society. '

This research is included in descriptive research category. Despitefully can be
categorized also into prescriptive research, because trying to obtain a suggestion what
must be done to overcome z problem. Qualitative method applied as approach
method, though without leaving yuridis-normative enriched by yuridis-comparative

method.
This research tries to find the prevention of terrorism form, which effectively

and efficiently, either penal or non-penal policy. Penal policy evaluated from
criminalization, criminal responsibility, and sanction arrangement policy in Terrorism
Act. Whereas non-penal policy instructed to look for preventively solution in

prevention of terrorism.
It still need many corrections in penal effort, related to the prevention of

terrorism in Indonesia. Various weakness either in crime formulation, criminal
responsibility and also sanction arrangement, still exist in the Terrorism Act. As an
Act that formulating new rules - which different from main of criminal act, KUHP —
have ought to arrange also the detail of arrangement in order not to obtain the
operational constraint.

There arc many non-penal ways that need to be tries to prevent the terrorism
in Indonesia. Non-penal policy exactly can be strived beforchand, preceding penal
policy. ‘

Though this integral policy seems the effort to prevent terrorism in Indonesia
is able to reach. Partially policy exactly will not obtain optimal result.

Keywords: policy, penal, non-penal, terrorism.
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BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Setiap manusia membutuhkan kedamaian, kecukupan dan kemakmuran.

Namun, seringkali yang diperoleh adalah suatu keadaan dan kondisi yang sebaliknya,

yaitu peperangan / kekerasan, kekurangan dan kemiskinan. Hal terakhir merupakan

permasalahan pokok yang dihadapi tiap-tiap negara, terutama negara-negara di
belahan bumi bagian selatan (negara-negara miskin dan berkembang).

Tidak imbangnya kemajuan dan kemakmuran di negara-negara belahan bumi
yang satu (utara) seringkali membuat titik kecemburuan dari negara di belahan bumi
yang lain (selatan). Negara-negara sclatan yang mayoritas adalah negara berkembang
dan terbelakang justru malah menghadapi tekanan yang bertubi-tubi dari negara-
negara maju dan kaya (Utara). Globalisasi dan pasar bebas adalah contoh dari tidak
imbangnya schuah kompetisi. Bagaimana kompetisi ini akan berjalan fair, apabila
Litik .vtar.fnyd saja sudah tlidak imbang. Titik-titik ketidakimbangan inilah yang
kemudian mélahirkau kekecewaan-kekeceWaa11, bahkan dalam tingkatannya yang
paling ekstrim dan radikal.

Secara akademis, radikalisme atau ekstrimisme yang biasanya dilakukan oleh
keléﬁipok-kelompok kelas menengah ke bawah, lebih banyak didorong oleh
ketidakadilan dan kekecewaan akibat tata sosio-ekonomi yang sifatnya
diskualifikatif, dislokatif dan deprivatif secara sosio-ckonomis dan politis.

Diskualifikasi dapat dicirikan dengan sulitnya mendapatkan akses ke dunia kerja

[UPT-PUSTAK-THDIP!




akibat ketidakmampuanj bersaing karena rendahnya keterampilan dan pendidikan.
Proses dislokasi sosio-§k0110m.is dapat ditemui dalam bentuk penyingkiran kaum
miskin dari sumber-smﬁber daya ekonomi, sosial dan kultural. Sementara, proses
deprivasi sosio-politis dapat berupa proses pemiskinan masyarakat kelas bawah
akibat dominasi kekuatah-kekuatan bisnis yang lebih besar melalui lembaga-lembaga

ckonomi yang sifatnya ‘monocpolistik, adanya konglomerasi dan masuknya kapital

asing berkolusi dengan: para elit penguasa lokal atas penguasaan sumber-sumber

ekonomi dan politis. Semua itu berujung pada radikalisasi individual maupun .

kelompok atas nama “idiologi perubahan atau keyakinan teokratis” dengan “tafsir
sempit,. miopik dan sepihak”, yang secara radikal dan brutal justru disalahgunakan
untuk melakukan perbuéatan—perbuatan radikal dan ekstrim'. Perbuatan radikal dan
ekstrim inilah yang akhirf-akhir ini dinamai dengan istilah teror / terorisme.

Aksi terorisme semakin berlanjut akibat tatanan dunia yang um}bo[ar pasca
perang dingin. Dunia hémya berpusat pada satu sumbu dominasi Amerika Serikat
(AS). Kebijakan-kebijakan ekonomi global yang diintroduksi oleh lembaga-lembaga

multilateral scperti W'I?O, IMF, Bank Dunia dan institusi-institusi lain dengan

sponsor negara-negara maju (AS) justru semakin memperburuk kondisi negara-

negara berkembang, dan semakin menjadikan miskin dan terbelakang.

Langkanya praktek-praktek ekonomi yang adil dan kian dominannya praktek-

-‘ ii'raktek ekonomi yang eksploitatif (képitalisme) dalam sebuah negara dan dalam

struktur ekonomi kawasan dan global, memiliki korelasi positif dengan semakin

rentannya sebuah negara, kawasan dan dunia dari munculnya gerakan dan aksi-aksi

' Herdi Sahrasad, Teror Bom, Ketic_z’akadilan dan Kekerasan, Republika, 15 Oktober 2002, hal. 5.




terorisme”. Kawasan Amerika Latin dan Asia yang diwarnai kesenjangan sosial yang
tinggi sebagai warisan ekonomi kolonial dan dampak perkembangan ekonomi
kapitalisme yang kuat, adalah contoh yang baik untuk kasus ini. Sementéra itu,
perasaan termarginalkan secara lebih hebat lagi akibat sistem ekonomi dunia yang
semakin timpang, telah menyediakan tempat yang subur bagi muncul dan
bertumbuhnya kelompok-kelompok radikal dan ekstrim di kawasan Asia. Sasaran
antara mereka adalah untuk mengacaukan keamanan internasional.

Mengapa keamanan internasional (yang dikomandoi AS) menjadi sasaran

dari gerakan dan aksi-aksi terorisme internasional ? Hal ini karena, tata dunia yang

ada, dinilai berada dalam pengaruh kekuasaan yang dominan dari satu negara saja
yaitu AS, yang muncul sebagai negara adidaya tunggal (the sole superpower) dalam
periode pasca perang dingin. Pemahaman yang ada pada kelompok radikal tersebut
adalah, jika sebuah kekuatan atau kelompok ingin menggugat dan menggantinya
dengan alternatif yang ideal -sesuai dengan pandangan kekuatan atau kelompok -yang
melakukan penolakan atau resistensi tersebut - maka aksi-aksi terorisme berskala
internasional harus dilakukan. Sementara, alternatif yang dilakukan selama ini
dengan jalan-jalan kompromis seperti negosiasi dan diplomasi ataupun kerjasama,
tidak memberikan hasil sebagaimana yang diharapkan. Lebih jauh lagi, oleh
kekuatan atau kelompok yang melakukan resistensi, mekanisme atau jalur-jalur

reguler yang sah, yang telah ditempuh selama ini, dinilai telah memberikan hasil

* Poltak Partogi Nainggolan {cd), Terorisme dan Tata Dunia Baru, Pusal Pengkajian dan Pclay'man
Informasi, Sekretariat Jenderal DPR RI, Jakarta, 2002, hal. 15




yang sangat tidak memwuaskan, karena terlalu banyak harus menerima toleransi dan
kompromistik, yang dinilai justru sangat merugikan 1n¢rek33 . _

Meski teror sudah ada dan terjadi sejak lama, ﬁamun peristiwa 1! Seplember
2001, menghentakkan dunia, tidak hanya Amerika. Peristiwa yang semﬁal disiarkan
langsung oleh stasiun Metro TV, merelay siéran langsung dart CNN ifu sangat
mencengangkan. Gambar-gambar yang muncul di televisi begitu dramatis, Gedung
WTC (World Trade Centre) yang tampak begitu perkasa, runtuh perlahan, hancur
lebur menjadi 'debu.. Kepanikan dan ketakutan mewarnai Amerika. Presidcﬁ Ceorge
W Bush segera mengumumkan kepada dunia, bahwa Amerika diserang teroris
biadab. Teroris tersebut adalah Osama bin Laden dan jaringannya, Al-Qaeda. Teroris
itu adalah Islam, Arab’. Sejak itu, kata “terorisme” menjadi kata yang paling populer
dan tidak ada habis-habisnya disebut masyarakat dalam obrolan sehari-hari.

Akhirnya Osama Bin Laden, dengan Al-Qaeda nya dikejar-kejar, karena
dianggap sebagai biang peledakan. Tidak hanya Osama tetapi Afghanistan —yang
saat itu diperintah Rezim Thaliban- pun harus dibombardir Amsrika beserta
sekutunya karena dianggap melindungi Osama Bin Laden. Thaliban pun hancur.

Rakyat Indonesia yang nota bene tidak ada sangkut pautnya dengan
Peledakqnﬂ‘WTC. mulai terhentak atas pernyataan Menteri Senior Singapura —yang
dikutip T/;e S’lrdf!s Times — yang lancang mengatakan bahwa Singapura fidak akan
pernah aman bertetangga dengan Indonesia yang Lﬁenjédi sarang Teroris. Hal ini

masih diperkuat dengan pernyataan Kedubes Amerika Serikat di Indonesia, bahwa di

Indonesia ada jaringan Teroris. Nampaknya pernyataan itu bergayung sambut dengan

3 Poltak Partogi Nainggolan (ed), Terorisne dan Tata Dunia Baru, 1bid, hal. 7
1 Adian Husaini, Jifiad Osama Versus Amerika, Jakarta, Gema Insani Pers, 2001, hal. ix




pernyataan Badan Intelijen Nasional (BIN) yang menyatakan bahwa Poso sebagai
tempat latihan orang-orang yang terkait dengan jaringan Al-Qaeda dari Afghanistan,
Kata “terorisme” pun semakin akrab di telinga masyarakat Indonesia, daﬁ seolah
menjadi bahan perbincangan yang “paling mengasyikkan”.

Tangga.pan elit-elit politik terhadap pernyataau-pémyataan di atas bermacam-
macam. Ada yang pro dan kontra. Bahkan Ketua MPR (waktu itu), Amin Rais dan
Wakil Presiden Hamzah Haz memberikan kecaman kerés terhadap pernyataan Lee
Kuan Yew tersebut.

Namun, kejadian pemboman Paddy’s Pub dan Sari Club di Legian, Kuta,

I_ Bali pada tanggal 12 Oktober 2002 - persis selang satu tahun setelah Tragedi WTC -

semakin menghentakkan bangsa Indonesia. Terhcnta!%nya masyarakat Indonesia
disebabkan jumlah korban yang begitu besar dan bersifat massal, bahkan mereka
(korban) adalah orang-orang yang tidak tahu menahu daﬁ iidak ambil peduli terhadap
kebijakan politik negara yang menjadi sasaran utama parﬁ teroris. Para korbén hanya
diposisikan sebagai sasaran antara dari tujuan utama S’Elllg hendak dicapai para
teroris. |

. Korbail yang bersifat massal dan acak inilah yang mengancam keamanan dan
perdamaian umat manusia (human securify). Keamanan seolah menjadi barang

mahal yang sangat sulit diperoleh. Akhir-akhir int ancaman terhadap Auman security

semakin meningkat. Senjata-senjata yang dipergunakan para teroris adalah senjata-

senjata pemusnah dan perusak massal (weapons of massive destruction), bahkan

teroris senantiasa melakukan gerakan terorisme internasional dengan modus operandi
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baru, seperti penggunaan bom surat, T??Iindg"SITOG bomb, dirty bomb, gas sianida dan
apa yang diidentifikasi sebagai bom beracun yang mengaﬁdung zat radioaktif.
Korban yany bersifat 111;18331 ditambal clrlshngjan modus operandi yang
melampaui  dari kejahatan-kejahatan konvcnsiona[: ini, kemudian orang
mengkategorikan kejahatan terorisme sebagai “extra ordinary crime”. Dan
Terorisme dianggap scbagai “hostes humanis generis” musuh umat manusia’,

schingga diperlukan tindakan / langkah yang bersifat luar biasa juga (extra ordinary

measures).

Aksi terorisme di Bali pada tanggal 12 Oktober 2002 juga telah mengejutkan
pemerintah -tidak hanya masyarakat Indonesia- lebih—-lebih kala itu Indonesia belum
mempunyai undang-undang yang mengatur pemberantasan tindak pidana terorisme.
Nanwn sejak peristiwa tersebut, pada taﬁggal 18 Oktober 2002, pemerintah serta

merta mengundangkan Peraturan Pemerintah Pengganti 'Undang-Undang {Perpou)

Nomor 1 ‘Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tirndak Pidare Terorisme (Perppu ini

sckarang tefah ditingkatkan menjadi Undang-m:dang‘ melali Undang-Undang
Nomor 15 Tahun 2003, dan untuk selanjutnya discbutl Undang-Undang Tercrisme).
Perppu Nomor 1 Tahun 2002 ini dilengkapi dengan Perppu Nomor 2 Tahun 2002
Tentang Pemberlakuan Perppu Nomor, 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak

Pidana Terorisme, pada Peristiwa Peledakan Bom di Bali Tanggal 12 Oktober 2002,

5 Muladi, Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Dalam Kerangka Hak Azasi
Manusia, Makalah disampaikan pada Kuliah Umum S | Fakultas Hukum Universitas Diponegoro,
Semarang, 21 April 2003.

® perppu Nomor 2 Tahun 2002 ditingkatkan menjadi Undang-undang dcngm Ul Nomor [6 Tahun 2003,
tetapi UU Nomor 16 Tahun 2003 ini akhirnya dicabut oleh Mahkamah KonsntuSI
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Di muka telah disinggung bahwa terorisme termasuk kategori extra ordinary
crimes, sehingga membutuhkair extra ordinary measures. Namun demikian,
kelahiran Undang-undang Terorisme ini tic{nk luPutHari pro dan kontra. Pro &an
kontra ini terjadi karena adanya perbedaan titik tolak dalam memandang Terorisme.
Di satu sisi titik tolak didasarkan pada perlindungan VHAM pelaku (offender oriented)
dan pandangan inilah yang melahirkan kelompok kontra. Sedangkan di sisi Jain titik
tolak pandangannya didasarkan pada pendekatan perlindungan HAM korban (victim
oriented), dan pandangan ini akan melahirkan kelompok yang pre terhadap

‘ dikeluarkanhya Undang-undang Terorisme.

Alasan yang dikemukakan oleh kelompok yang kontra dengan
dikeluarkannya Undang-undang Terorisme antara lain :

1. Undang-undang Terorisme melanggar Hak Azasi Manusia (HAM) karena dapat
berlaku surut (refro aktif), sedangkan pemberlakuan surutnya sampai kapan tidak
dirumuskgm secara tegas’.

2. Undang-undang Terorisme dibuat dalam suasana ketergesa-gesaan, sehingga
terkesan hanya sckedar menuruti kemauan pihak tertentu, bukan kehendak dan
kebutuhan murni masyarakat.

3. Undang-undang Terorisme merupakan “reinkarnasi” dari Undang-Undang
Nomor. 11/Pnps/1963 Tentang Pemberantasan Kegiatan Subversi. Kekhawatiran
ini didas,grkan pada adanya kewenangan yang luar biasa kepada intélijen untuk

memberikan laporan (sebagai bukti permulaan yang cukup). Meskipun ada

7 pasal 46 berbunyi “ Ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini dapat
diperlakukan surut untuk tindakan hukum bagi kasus tertentu sebelum ‘mulai berlakunya Peraturan
pemerintah pengganti Undang-undang ini, yang penerapannya ditetapkan dengan Undang-undang atau
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang.




. peledakan bom dan sebagainya.

perlu pengaturan khusus, termasuk hukum acaranya.

lembaga “hearing” uniuk. :dapat: atau tidaknya diproses lebih 1anjut yang

dilakukan oleh Ketua Pengadilan Negeri, namug hal ini masih meragukan,

karena laporan intelijen adalah sedemikian rumit yang -mungkin saja- tidak

mampu dipahami seorang Ketua Pengadilan Negeri.

Aksi terorisme sebenarnya masih bisa ditanggulangi dengan menggunakan

hukum pidana umum (KUHP), misalnya masalah pembunuhan, pembakaran,

Bagi kelompok yang pro, berdasarkan argumentasi bzha seratura:

perundang-undangan yang telah ada (terutamna KUHP!
kepada auctor intelectualis dari pelaku teror ini, dalam a
darl auctor physicus nya. Hal ini karena justru auctor

terorisme mempunyai peran sangat penting dibanding

tidak dapat diterapkan
rtian dipidars lebih berat
intelectualis dalam aksi

dengan aucfor physicus

nya. Di samping ilu, penanganan terorisme harus sesegera mungkin, dan hal ini

tidak bisa lerlaksana apabila discrahkan pada hukum aca

Kelompok 'ini —yang pro- memang didasarkan p

ra biasa. Oleh karena itu

ada perlindungan korban

(merhandang dari sisi korban terorisme). Teror merupakan ancaman  terhadap

hak-hak individu —seperti hak untuk hidup (right to life), bebas dari rasa takut

(freedom from fear)- maupun hak-hak kolektif seperti

rasa takut yang bersifat

luas, bahaya terhadap kebebasan demokrasi, integritas teritorial, keamanan

nasional, stabilitas pemerintahan yang sah, pembangunan sosial ekonomi,




ketentraman masyarakat madani yang pluralistic, harmoni dalam perdamaian
internasional dan sebagainya”.

Teror biasanya dilakukan secara acak (rc;r;:dorrz) dan tidak terseleksi
(fn_discriminate) sehingga sering mengorbankan orang-orang yang tidak bersalah
termasuk wanita dan anak-anak dan sering dilakukan secara terorganisir dan bersifat
transnasional (tra‘nsnalima'al organized crime). AIdsan-alasan tersebut seraakin
mendasari kebutuhan akan adanya pengaturan terorisme secara tersendiri dan khusus.

Apapun alasannya, tindakan teror, merusak dan membunuh / melukai adalah

~  perbuatan jahat yang patut dicela. Namun demikian, pengaturan / penanggulangan

suatu tindak pidana tidak seharusnya dilakukan dengan sembarangan dan tergesa-
gesa. Perlu adanya kajian mendalam lebih dahuiu. A;,Ja!agi motif yang melandasi
dilakukannya tindak pidana terorisme sangat berbeda dengan 1ofif Li:}da.k-pidana
konvensional lainnya. |

Di samping upaya yang bersifal hukum pidana (penal) tersebut, perlu
ditempuh pula Llpaya-upaya lain yang sifatnya non pidana (non-penal). Hal ini,
bcr;;nllgk_zu dari sifat hukum pidﬁna yang subsidier dan simptomatik. Maka, di
samping pemberantasan gejala yang sudah timbul, diperlukan juga penggalian
upaya-upaya pengobatan yang bersifat kausatif dan mendasar. Untuk itulah; kajian

tentang kebijakan penanggulangan kejahatan terorisme menarik perhatian penulis.

8 Muladi, Undahg-Undang PemberantasanTindal: Pidana Terorisme Dalan Kerangka Hak Azasi Manusia,
Opcit, hal. 1 -2, S




B. PERUMUSAN MASALAH

Sebagaimana telah disinggung di muka, bahwa léxhirnya Undang-undang

Terorisme, memunculkan pro dan kontra. Ada sekelompok kalangan yang

mempertanyakan perlunya penanggulangan tindak pidana terorisme dalam sebuah

pengaturan tersendiri. Apalagi kebijakan penal yang diamfbil, terkesan dilakukan
dengan tergesa-gesa. ' f
Terorisme sebagai suatu fenomena kehidupan, nampzixknya tidak dapat begitu

saja ditanggulangi dengan kebijakan penal. Hal ini karena, terorisme terkz!: dopgar
kepercayaan / ideologi, latar belakang pemahaman politil;d dan pemaknaan atas

ketidakadilan sosio-ekonomik baik lokal maupun iaternasional. Untuk itu, perlu
: P ‘

sebuah pendekatan kebijakan kriminal yang integral dalam aFt1 baik nenal maupun

nonpenal sekaligus.

Kebijakan kriminal dengan jalur penal merupakan kebijakan renressif setelah

terjadinya scbuah tindak pidana. Operasionalisasi dari jalur ini {penal / izbijakan

hukum pidana) melalui tiga tahap yaitu tahap kebijakan forniﬁlaiif / legislatif, tahap

kebijakan aplikatif, dan tahap kebijakan eksekutif. Adapfujn pembabhasan ulama

kebijakan penal (kebijakan hukum pidana) disini terbatasé %pada tahap formulasi

(legislasi)

Selain itu, mengingat faktor penyebab dart tumbuhnj# terorisme yang justru

tidak dapat dijangkau dengan hukum pidana, maka upaya fpjenanggulangan tindak

pidana terorisme dengan hanya menggunakan kebijakan penal {kebijakan hukum

pidana) dirasakan kurang memadai. Oleh karena itu, 15#11t111g kiranya untuk

mendayagunakan sarana non-penal dalam menanggulangi ti:ndak pidana terorisme.
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menanggulangi tindak pidana terorisme ini.

Dengan kata lain, perlu pendekatan kebijakan kriminal yang integral dalam

Untuk memudahkan pembahasan, maka perlu dirumuskan permasalahan
sebagal berikut :
I. Bagaimana kebijakan penal untuk menanggulangi ier01‘i5nie saat ini ?
2. Bagaimana strategi kebijakan kriminal dalam menzinggulangi tindak pidana

terorisme di masa yang akan datang ? |

Guna lebith menfokuskan arah penelitian, diperlukian adanya perincian yang
bersifat membatasi permasalaban tersebut, sebagai berikﬁt :
1. Untuk permasalahan pertama, penelitian difokuskan pada bagaimana kebijakan

hukum pidana {penal) yang ditempuh saat ini dalam menanggulangi tindak pidana

terorisme. Ini berarti, ingin diungkap pula seberapa jauh undang-undang yang ada .

dap;"lt‘ digulnakan untuk menanggulangi permasalahan terorisme. OI(_:I‘\ karena itu,
kritik terhadap undang—undang yang ada merupakan svatu keniccdyaan guna
mempertajam pembahasan.

2. Selanjutnya untuk permasalahan kedua, berdasarkan kélemahan-kelemahan yang
ada dalam kebijakan penal saat ini, dianalisis untuk menetapkan kebijakan penal
pada masg yang akan datang. Di samping itu, perlunya pengkajian dan
penggunaan upaya alternatif selain  hukum pidana (nonpenal) dalam

mengantisipasi dan menanggulangi tindak pidana terorisme di masa yang akan

datang. o R
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C. TUJUAN PENELITIAN

Untuk mengetahui dan meneliti kebijakan hukum pidan;a vang ditempuh dalam
menanggulangi tindak pidana terorisme saat“ilxi}- dan imeneliti kekurangan /
kelemahan yang dikandungnya. I

Untuk mengetahui kebijakan kriminal yang seyogyanya ditempuh pada masa

mendatang untuk menanggulangi tindak pidana tcrorisme.

D. KONTRIBUSI PENELITIAN

Dari hasil penelitian ini, diharapkan dapal memberikan kontribusi baik secara

teoritis bagi kalangan akademis maupun secara praktis untuk kalangan aparat dan

pembuat kebijakan.

1.

Kontribusi Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran untuk
pengembangan kebijakan penanggulangan tinda!% pidana terorisme, dalem hal
ini kebijakan formulalif (legislatif). PengembanQan kebijakan tersebut pada
akhirnya diharapkan dapat menjadi sumbangan dalam pengembangan ilmu
huku;n\,‘j(]msusnya di bidang hukum pidana.

Kontribusi Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemlkuan dan
manfaat vagi para pengambil / pembuat kebijakan yaitu lembaga pembuat
peruhdang-t.mdangan.

Dengan meneliti dan menelaah kekurangan dan kelemahan kebijakan penal

yang diambil saat ini dalam menangulangi tindak pidana terorisme, diharapkan

akan memberikan sumbangan pemikiran yang berharga bagi penyempurnaan
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pengambilan kebijakan peral di masa yang akan datang, sekaligus menetapkan
solusi alternatif lain. | |
E. KERANGKA TEORI

Sudarto mendefinisikan kebijakan kriminal dalam tiga arti. Dalam arti sen&pit
adalah keseluruhan asas dan metode yang menjadi dasar dari reaksi terhadap
pelanggaran hukum yang berupa pidana; Dalam arti luas adalah kescluruhan fungsi
dari aparatur penegak hukum, termasuk di dalaaﬁnya cara kerja dari pengadilan dan
polisi; Sedang dalam arti paling luas adalah keseluruhan kebijakan yang dilakukan

. melalui perundang-undangan dan badan-badan resmi, yang Dbertujuan untuk
menegakkan norma-nofma sentral dari masyarakat”.

Secara singkat beliau memberikan definisi kebijakan kriminal (politik
kriminil) adalah suatu usaha yang rasionil dari masyarakat dalam_ menanggulangi
-kejahatan'o. Definisi serupa juga dikemukakan oleh G.P. Hoefnagels bahwa criminal
policy is the rational organization qf the social reactions to crime"".

Selanjutnya Hoefnagels menyatakan bahwa criminal policy as science of
policy is part of a larger policy: the law enforcement policy. Jadi kebijakan lq'iminal
bukanlah sebuah kebijakan vang berdiri sendiri, térlepas dengan kebijakan-kebijakah
lain, tetapi ia harus dilihat pula dalam hubungannya dengan keselurubiii kebijakan

sosial. Sebagai suatu kebijakan penegakan hukum, upaya ini termasuk di dalam’

® Sudarto, Kapita Selekta Hukum Pidana, Alumni, Bandung, 1981, hal. 113-114.
10 sudarto, Hukum dan Hukum Pidana, Alumni, Bandung, 1981, hal. 38. Lihat pula Sudarto, Huwkum
Pidana dan Perkembangan Masyarakat : Kajian Terhadap Pembaharuan Hukum Pidana; Sinar Baru ,

Bandung, 1983, hal. 26
" G. Peter Hoefnagels, The Other Side Of Criminology, Kluwer-Deventer Holland, 1969, p. 57.




bidang kebija_kan_ sosial. Ol:eh'karen'a itu, kebijakan kriminal adalah bagian dari
kebijakan penegakan hukum ?dan kebijakan sosial.

Kebijakan-kebijakan gtcrsebut bermuara pada” fﬁjuan yang hendak dicapai.
Adapun tujuan yang hendak;dicapai oleh hukum pidanaj adalaly adanya kepentingan-
kepentingan sosial yang menégandung nilai-nilai yang pelrlu dilindungi. Kepentingan-
k.ti:bcntingan sosial tersebut mienurut Bassiouni, sebagaimzjma dikutip Barda qdal_ah :

a. pemeliharaan tertib masfyarakat; |

b. perlindungan warga .météyarakat dari kejahatan, kémgian atau bahaya-bahaya
yang tak dapat dibenarkéan, yang dilakukan oleh orang lain

¢. memasvarakatkan kembali (resosialisasi) para pelanggar hukum;

d. memelihara atau mempertahankan integritas p.andanganﬁpal-ldangan dasar

tertentu  mengenai  keadilan sosial, martabat kemanusizan dan keadilan

individu'2.

"

Kebijakan kriminal inii dapat diaplikasikan melalui dua jalur yaitu jalur penal
dan nonpena]”. Sementarﬁa kebijakan penal (kebijakan hl.].k.tlll"kul pidana)
dioperasionalisusikan melalui :tiga tahap yaitu :

1. Tahap kebijakan fornéulatif, yaitu penetapan atau perumusan hukum pidana
oleh pembuat undan_gi-undang, atau disebut jﬁga tahap penegakan hukum in

abstracto oleh badan pembuat undang-undang;

2 Rarda Nawawi Ariel, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, hal.

-

35 - 36. : .
* Dalam konteks membahas tentang kriminologi, G.P. Hoefhagels menegaskan criminal policy terdiri dari
s (1) influencing views of society on crime and punishment, (2) criminal law aplication dan (3} prevention

without punishment.
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2. Tahap kebijakan aplikatif, yaitu tahap penerai)an hukum pidana oleh aparat
penegak hukum mulai ciari kepolisian sampai ke penge;diiall; dan

3. Tahap kebijakan eksekutif, yaitu pelaksanaaﬁ pi-danajoleh aparat pelaksana /
eksekusi pidana.

Apabila dilihat déri keseluruhan proses tahap penegakan hukum pidana, tahap
kebijakan legislatif merupakan tahap yang paling penting atau tahap paling strategis
dari keseluruhan kebijakan untuk mengoperasionalisasirkan Sallksi pidana”. Hal ini
karena, pada tahap legislasi inilah dirumuskan konsepratau asas yang menjadi garis
besar dan dasar rencdna di dalam penegakan hukum'S,.s_ekaligus merupakan landasan
dan pondasi bagi dua tahap berikutnya. Suatu perumusan hukjum pidana yang kurang
baik, akan berdampak pada kurang baiknya dua tahap berikutnya.

Kebijakan kriminal dengan menggunakan sarana ﬁenal (hukun: pidéna),
berpusat pada dua masalah sentral yaitu masalah penentuaﬁ : perbuatan apa yang
scharusnya dijadikan tindak pidana; dan sanksi apa yang sebaiknya digunakan atau
dikenakan kepada si pelﬂnggar“’. | R

Jadi, dalam kebijakan kriminal dengan jalur penal (pehal policy), orang akan

" bersentuhan dengan kriminalisasi (criminalization), yang mengatur baik ruang

lingkup perbuatan yang bersifat melawan hukum (actus reus), pertanggungjawaban

pidana (mens rea), maupun sanksi yang dapat dijatuhkan baik berupa pidana

(punishment) maupun tindakan (treatment).

" Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, Opcit, hal. 75.

' penepakan hukum tidak hanya menyangkut pelaksanaan hukum (faw enforcement), tetapi juga meliputi
langkah preventif dalam arti pembuatan undang-undang, lihat Nyoman Serikat Putrajaya, Kapita Selekta
Hudum Pidana, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 2001, hal.49.

16 Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, Opcit, hal. 29.
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Kriminalisasi harus dilakukan secara hati-hati, jangan sampai justru

menimbulkan kesan represif yang melanggar prinsip ultimum remedium (ultima ratio
principle), dan menjadi boomerang dalam kehidupan sosial berupa kriminalisasi yang

berlebihan (overcriminalization) yang justru mengurangi wibawa hukum'”.

Ada beberapa hal yang dapat digunakan sebagai kriteria apakal suatu

parbuatan dapat diberi ancaman pidana atau tidak. Hal-hal tersebut adalah'® :

I. Penggunaan hukum pidana harus berusaba mewujudkan masyarakat adil

makmur yang merata materiil dan spirituil berdasarkan Pancasila dalam
wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hukum pidana bertujuan untuk
menanggulangi kejahatan dan sekaligus sebagai pengugeran terhadap tindakan
penanggulangan itu sendiri;

Perbuatan yang hendak ditanggulangi adalah perbuatan-perb@igg yvang tidak
dikcheadaki yaitu perbuatan-perbuatan yang mendatangkan kerugian baik
.bagi masyarakat maupun bagi diri sendiri pelakunya.

Usaha mencegah suatu perbuatan dengan mempergunakan sarana hukum
pidana, perlu disertai dengan perhitungan akan biaya yang harus dikeluarkan
dan hasil yaug diharapkan akan dicapai (cost and benefit principle).

Pembuatan peraturan hukum pidana perlu memperhatikan kemampuan daya

kerja dari badan-badan penegak hukum (dalam arti luas). Perlu dijaga, jangan

-7 Muladi, Kebijakan Kriminal Terhadap Cybercrime, Makalah pada Serninar Nasional : Strategi
Penanggulangan Kejahatan dalam Bidang Telematika, diselenggarakan oleh Universitas Semarang
bekerjasama dengan Direktorat Jenderal Pos dan Telekomunikasi Departemen Perhubungan RI, Semarang,

23 Juli 2002, hal. 1.
B gudarto, Hukum dan Hukum Pidana, Opeit, hal. 144 — 148.
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sampai ada kelampauan beban tugas (ovérbélaslfng), yang justru akan

mengakibatkan efek dari suatu peraturan itu menjadi ;berkurang.

Dalam kaitannya dengan penanggulangan lcqiz;ilatan'terorisme dengan hukum
pidana, pembuat undang-undang harus menjaga kesei;mbangan antara empat

kepentingan yaitu perlindungan korban, keamanan nasional, “due process of law”,

dan “international peace and secur f!y”w

Cotler sebagaimana dikutip Muladi, menyatakan bahwa dalam menyusun
perundang-undangan tentang terorisme, harus mempertimbangkan dua hal 20

1 asas penopang fundamental yang mencakup asas-asas (principles) : human
security legislation, zero tolerance, contextual, proportionality, international
criminal justice model, complementary, comparativist, prevention, criminal
due process safeguards, mmorrly rights, anti hate, chartering of rights, and
oversight principle.

2. Asas yang berorientasi pada I—[AM (rights-based concerns) yang mencakup :
definition of “terrorist activity”, mens rea treshold, acces to information and
the right to privacy, provision for a sunset clause; interception of foreign
communications, the rights of visible minorities. lo profection against
differential discriminatory ireatment, security of regisiered charities, civil
Jorfeiture process, legal representation, solicitor-client privilege and
solicitor-client confidentiality and oversight mechanism.

Terorisme — seperti ditegaskan dalam Convention of the Organisation of the
Islamic Conference on Combating International Terrom’.?m (1999) scbagaimana
dikutip Muladi - merupakan tindakan kekerasan atau mmaxﬁan tindakan kekerasan,
‘te.rlepas dari motif atau niat yang ada untuk menjalankan rencana tindak kejahatan

individual atau kolektif dengan tujuan menteror orang lain atan mengancam untuk

mencelakakan mereka, atau mengancam kehidupan, kehormatan;”“kebebasan,

© Muladi, Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme dalam Kerangka Hak Azasi

Manusia, Opcit, hal. 6. .
2 Muladi, Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme dalam Kef angka Hak Azasi Manusia

Ibid, hal. 6
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keamanan dan hak mereka atau mengeksploitasi lingkungan atau fasilitas atau harta
benda pribadi atau publik, atau menguasainya atau merampasnya, membahayakan
sumber nasional, atau fasilitas internasional, atau nleggancanl stabilitas, integritas
teritorial, kesatuan politis atau kedaulatan negara-negara merdeka?".

'l’eforisme merupakan kejahatan transnasional / interna:sional yang terorganisir
(transnational  organized crime), oleh karena itu dalam  penanggulangannya
membutuhkan kerjasama internasional. Menurut Konvensi Palermo, 2000, Suatu
kejahatan dapat dikategorikan sebagai transnational organized crime, apzibiia
memiliki karakteristik: T

a. dilakukan di lebih dari satu negara;

b. dilakukan di satu negara, tetapi persiapan, perencanaan daﬁ

peﬁgendalimmya mengambil tempat di negara lain;

¢. dilakukan di satu negara, tetapi melibatkan suatﬁ kelompok kejahatan

terorganisasi yang memiliki jaringan kegiatan di banyak negarai; atau

d. dilakukan di satu negara, tetapi secara substansial efeknya.mengimbas

sampai ke negara lain®.

Terorisme dewasa ini sudah dikategorikan sebagai t‘fans;zatiq,v?al organized
cfiﬁze dan sekaligus hostes humanis generis, oleh karena itu maka masyarakat
im:ernasional.pL_m telah mulai bereaksi dengan menyelenggarakan berbagai konferensi

dengan hasil berbagai konvensi. yang berkait dengan’ terorisme. Konvensi-konvensi

tersebut antara lain : States of the South Asian Association for Regional Cooperation

2 Muladi, Demokratisasi, Hak Asasi Manusia dan Reformasi Hukum di Indonesia, The Habibie Center,

Jakarta, 2002, hal. 173
22 Muladi, Demokratisasi, Hak Asasi Manusia dan Reformasi Hukum di Indonesia, 1bid, hal, 168 — 169.
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(SAARC) Regional Convention on Suppression of Teriorism, Tne Arab Conilentfon on
the Suppression of Terrorism (1998), Trealy on Qnger‘a_tiOII among the States
Members of the Commonwedalth of Independent Sta}es in Combating T errorism
(1999), Convention of the Organization of the fslamic Conference on Ci()rrrl)cr!ilfg
International Terrorism (1999), dan lain-lain. | l
Konvensi-konvensi Internasional di atas menegaskah bahwa tindz;k pidana
terorisme ini tidak dapé&t dikategorikan sebagai kejahatan politik. Satu hal glagi yang
patut dicatat, bahwa perjuangan bersenjata melawan pendudukan,; agresi,
kolonialisme dan hegemoni ésing dengan tujuan kemerdekaan dan menentéukan hak
sendiri sesuai dengan prinsip hukum internasional tidak dianggap sebagai i(ejahatan
terorisme. .
Mengenai kualifikasi tindak pidana terorisme, umumnya konvensi-fkonvensi
tersebut, di samping menegaskan secara tersendiri mengenai terorisfnc, juga
menunjuk tindak pidana — tindak pidana lain yang terdépat dalam konvensi-ikonvensi
internasional sebelumnya, sebagai tindak pidana terorisme. Konvensi-konvensi
internasional yang ditunjuk antara lain :
a. Konvensi tentang Kejahatan dan Tindakan Lain yang Dilakukan di Kabin
Pesawat Terbang (Tokyo, 1963); l
b. Konvensi tentang Pembasmian Perampasan Pesawat Terbang yang
Méllyﬁlalli Hukum (The Hague, 1970); :
¢. Konvensi tentang Pembasmian Tindakan Menyalahi Hukum Terhadap
Keselamatan Penerbangan Sipil (Montreal, 1971) beserla Prc;tokolnya

(Montreal, 1984);
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h.

Konvensi tentang Pen_cegahan dan I-Iukunllan Tindak Kejahatan Terhadap
Orang-Orang Yang Memiliki _Imunilas Internasionai Termasuk Agen-
Agen Diplomatik (New York, 1973);

Konvensi Internasional Terhadap Penyanderaan (New York, 1979);
Konvensi Hukum Laut PBB dan pasal-pasalnya yang berkaitan dengan
pembajakan di Laut; ‘ L

Konvensi tentang Perlindungan Fisik Bahan Nuklir (Vienna, 1979);
Protokol untuk Pembasmian Tindakan Menyalaili Hukum di Bandara
Yang Melayani Penerbangan Sipil Internasional suplemen bagi Konvensi
untuk Pembasmian Tindakan Menyalahi Hukum Terhadap Keselamatan
Penerbangan Sipil (Montreal, 1988);

Protokol untuk Pembasmian Tindakan Menyaiéhi Hukum Terhadap
Keselamatan Platform Tetap tentang Dasar Kontinental (Roma,. 1938);
Konvensi untuk Pembasmian Tindakan Menyalahi Hukum Terhadap
Kesclamatan Navigasi Maritim (Romﬁ, 1987);

Konvensi tentang Plastic Exsplosive untuk Tujuan Deteksi (Montreal,

1991).

Dengan melihat dan melakukan studi komparasi baik pada konvensi-konvensi

ot

internasional maupun aturan antiterorisme di negara lain, akan lebih memperkaya

studi tentang kebijakan penanggulangan tindak pidana terorisme di Indonesia, baik

dari sisi ius constitutum maupun ius constituendum nya.
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- F. METODE PENELITIAN

1. Spesifikasi Penelitian
Bertitik tolak dari judul dan permasaiahan yang mendasari penelitian ini, maka
penelitian ini termasuk jenis penelitian deskriptif. Ménurut Burhan Bungin,
penelitian sosial yang menggunakan format deskfiptif bertujuan untuk
menggambarkan, meringkaskan berbagai kondisi, berbagai situast atau berbagai
variabel yang timbul di masyaraka-t yang menjadi’ obyek penelitian itu.
Kemudia.m menarik ke permukaan sebagai suatﬁ ciri atau gambaran tentang
" kondisi, situasi ataupun variabel tertentu®. Di samping itu, penclitian ini juga
merupakan penelitian preskriptif yaitu suatu penelitian yang ditujukan untuk
mendapatkan saran-saran mengenai apa yang harus dilakukan untuk mengatasi
masalah-masalah tertentu.
2. Metode pend.ekatan

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekaﬁan yuridis
normatif, Metode pendekatan yuridis normatif digunakan untuk mengkaji /
menééinalisis data skunder yang berupa bahan-bahan hukum, terutama bahan-
bahan hukum primer dan bahan-bahan hukum sekunder™. Untuk lebih
mempertajam, penelitian tidak hanya bérheuti pada -hukum positif, tetapi

diperkaya dengan metode yuridis kompar.-at.if:

2 Burhan Bungin, Metodologi Penelitian Sosial @ Format-Iormat Kantitatif dan Kualitatif, Airlangga

Universily press, 2001, hal. 48. . '
2 | ihat Klasifikasi bahan hukum primer dan skunder pada : Ronny Hanitijo Soemitro, Metodologi

Penelitian Hukum dan Jurimeiri, Ghalia Indonesia, 1988, hal. 11 — 12.
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3. Teknik Pengumpulan Data
Berdasarkan pendekatan vang dipergunakan dalam pc;nelitian ini (deskriptif),
maka data yang dikumpulkan berupa kata»katﬁJ gambar, dan bukan angkg_
angka®. Oleh karena itu teknik pengumpulan data yang zdipergunakan adalah :
a. Studi Kepust'akaan dan Dokumen
[)zllla yang dikumpulkan adalah data skunder. Data sekunder di bidang
hukum (dipandang dari sudut kekuatan mengikatnya) dapat dibedakan
menjadi’®: |
. 1) Bahan Hukum Primer
a) Norma dasar Pancasila;
b) Peraturan dasar : batang tubuh UUD 1945, Tap MPR;
¢} Peraturan perundang-undangan; ‘
d) Bahan hukum yang tidak dikodifikasikan;
¢) Yurisprudensi; |
Py Traktat,
2) Bahan Hukum Skunder
a) Rancangan peraturan perundang-undangan;
b) Hasil karya iliniah para satjana;

¢) Hasil-hasil penelitian.

% Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif; Remaja Rosdakarya, Bandung, 1988, hal. 6.
% Ronny Hanitijo Soemitro, Ronny Hanitijo Soemitro, Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri, Ghalia

Indonesia, 1988, hal. 11-12.
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3) Bahan Hukum Tertier

a) Bibliografi,

b) Indeks kumulatif.
Dari. sekian banyak data skunder di bidang hukum, yang dipakai dalam
penelitian ini adalah norma dasar Pancasila, Peraturan Dasar, Peraturan.
Perundang-undangan  yang terkait, Traktat, Rancangan Peraturan
Perundang-undangan, Hasil Karya Ilmiah para sarjana, dan hasil-hasil
penelitian.
Di samping itu juga dipergunakan dokumen-dokumen dan artikel media
massa.

b. Wawancara

Wawancara dilakukan untuk melengkapi kajian yuridis-normatif, baik
terhadap para pakar hukum (pidana), maupun perorangan / lembaga
pemerhati / pakar / terlibat dalam terorisme, guna mengetahui, menggali
* dan mencari upaya-upaya yang telah, sedang dan akan dilakukan dalam

penanggulangan tindak pidana terorisme di Indonesia.

2. Penyajian dan Analisis Data

Anqlisis data dilakukan secara kualitatif. Analisis kualitatif yaitu metode analisis
yang padh‘ dasarnya mempergunakan pemikiran l;ogis, analisis dengan logika,
dengan induksi, analogi / interpretasi, komparasi dan sejenis itu. Metode berfikir
yang dipergunakan adalah metode induktif, yaitu dari data / fakta menuju ke

ingkat abstraksi yang lebih tinggi, termasuk juga melakukan sintesis dan

23




mengembangkan teori (bila diperlukan dan datanya menunjang)®’. Dari analisis
tersebut kemudian akan ditarik kesimpulan sebagai jawaban atas permasalahan
_yang ada. -
G. SISTEMATIKA PENULISAN

Penulisan ini diawali dengan Bab 1 yang meng'getenga.hkan lat;u' belakang,
permasalahan, kerangka teori dan metode penulisan.

Bab II berisi Tinjauan Pustaka. Tinjauan pustaka ini diarahkan pada hal-hal
yang relevan dengan judul “Kebijakan Penanggulangan Tindak Pidana Terorisme di
Indonesia”. Bab ini diawali dengan pembahasan mengenai Gambaran Umum
Kebijakan Hukum Pidana, yang akan menguraikan fentang Kebijakan
Penanggulangan Kejahatan; dan Taktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan
Hukum. Bab ini juga akan mengurai Gambaran Umum Tindak Pidana Terorisme
yang akan diurai dalam beberapa sub yaitu Pengertian dan Ruang Lingkup
Terorismé, Sejarah  Asal Usul Terorisme, Tipologi Terorisme dan Motif
Dilakukannya Terorisme.

Bab iII diurai panjang lebar Hastl dan Pembahgsan Peﬁelitian. Pada Bab ini
dibahas : Pertama : Kebijakan Penal saat ini dalam rnenghaiiapi Tindak Pidana
Terorisme. Sgc.zira berturut-turut akan dibahas mengenai Latar Belakang Pengaturan
Antiteror (diurai dalam sub Pengaturan Antiteror dari sisi Historis dan
Perlunya Pengaturan Khusus tentang Terorisme), Kebijakan Kriminalisasi
berdasarkan Undang-undang Terorisme (diurai dalam sub Ruang lingkup Tindak

Pidana Terorisme dan Dasar Pertimbangan suatu Perbuatan dikategorikan Sebagai

27 Sanapiah Faisal, Penelitian Kualitatif : Dasar-Dasar dan Aplikasi, YA 3, Malang, 1990, hal. 39
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Tindak Pidana Terorisme), Kebijakan Pertanggungjawaban Pi:dana dalam Undang-
undang Terorisme (akan diurai dalam sub Sistem Pertanggungjawaban Pidana dan
Sistim Pidana dan Pemidanaan), serta Kebijakan Peﬁéaturan Sianksi dalam Undang—
undang Terorisme (diurai menjadi sub Pengaturan Jénis-jenis P:idana dan Pen:gaturan
Jumlah / Lamanya Pidana). .

Guna memperoleh gambaran lebih lengkap, dalam sub bahasan ini akan
dikutip juga pengaturan tindak pidana terorisme di be_berapa; negara lain, - terkait
dengan sub bahasan yang bersangkutan,

Kedua, Kebijakan yang seharusnya diambil dalam 1ﬁenangg1ilangi tindak :pidana
terorisme, baik kebijakan penal maupun nonpenal. . | .

Pada sub bab ini akan dibahas dua hal yaitu :

1. Kebijakaﬁ penal yang éeharusnya diambil. Pembahasan ini mer:upakan
solusi atas kekurangan dan kelemahan yang terdai)at dalam keBijakan
penal yang ditempuh saat ini. Pémbahasan akan:berkisar di seputar
perumusan kebijakan penal yang berpijak pada perlindungan korban,
keamanan nasional, “due process of law”, dan “intérnational peace and
security.

é. Alaternatif Kebijakan lain (nonpenal) yang dapat aiperngnakall dalam
menanggulangi tindak pidana terorisme.

Bab IV. Penutup, berisi Kesimpulan dan Saran berdasarké.ll uraian dalam hasil

dan pembahasan penelitian yang ada.
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BABII

TINJAUAN PUSTAKA

A." GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN HUKUM PIDANA

1. Kebijakan Penanggulangan Kejahatan

Policy (kebijakan) oleh Carl J. Friedrick sebagaimana dikutip Islam
Irfany, didefinisikan sebagai “..... a proposed course of action of a person,
group, or govermment within a given environment providing obs!ac{es and
opportunities which the policy was proposed to utilize and overcome in a effort to
reach a goal or realize an objective or a propose™.

‘Black’s law Dictionary” memberikan batasan tentang policy adalfz';lh “the
general principles by which a government is guided in its management ofpublic
affuirs”.

Sedangkan Amara Raksasataya mengemukakan policy sebagai suatu

taktik dan strategi yang diarahkan untuk mencapai suatu tujuan. Oleh karena itu,

suatu policy memuat tiga (3) elemen yaitu :

"' M. Islam Irfany, Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijaksanaan Negare, Bina Aksara, Jakarta, 2002, hal.

17. *.... Serangkaian tindakan yang diusulkan seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu
Imgkungan tertentut dengan menunjukkan hambatan-hambatan dan kesempatan- kesempatan terhadap
?ehksqnafm usulan kebijaksanaan tersebut dalam rangka mencapai tujuan tertentu”

Bryan A. Garner (Editer In Chief), Black’s Law Dictionary, Deluxe, Seventh Edition, West Group,
St. Paul, Minn, 1999, p. 1178.
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a. identifikasi dari tujuan yang ingin dicapai;
b. taktik dan strategi dari berbagai langkah untuk mencapai tujuan yang
diinginkan;
c. penyediaan berbagai input untuk memungkinkan pelaksanaan secara. nyata
dari taktik atau strategi’. |
Sedang, Strategi diartikan scbagai suatu metode, rencana untuk mencapai
tujuan4. l

Dalam konteks penanggulangan kejahatan (tindak pidana), diperlukan
strategi dan kebijakan tertentu untuk dapat memberaﬁtasnya, minimal mengurangi
dan menghambat perkembangannya.

Kejahatan merupakan perilaku menyimpang yang akan senantiasa ada dan
melekat pada tiap bentuk masyarakat.” Kejahatan senantiasa membayangi
kehidupan manusia karena ia merupakan masalah sosial dan akan tetap menjadi
urusan manusia sepanjang masa. Sebagai masalah sosial, kejabatan merupakan
suatu fenomena kemasyarakatan yang dinamis, yang selalu tumbuh dan:tcrkait
dengan fenomena dan struktur kemasyarakatan lainnya yang sangat korppleks.

Kejahataﬁ’ harus ditanggulangi karena apabila tidak, kejahatan dapat membawa

- akibat-akibat®:

3 M. Istam Iefany, Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijaksanaan Negara, Opcit, hal. 17 - 18.
* Andi Hamzah, Kamus Hukwm, Ghalia In_donesia, Jakarta, 1986, hal. 550.
5 Muladi dan Barda Nawawi Arief, Teori-Teori dan Kebijakan Pidana, Alumni, Bandung, 1984, hal.

148.
S Fifih United Nations Congres on The Prevention of Crime and The Treatment Of Offenders, 1975,

dikutip dari Barda Nawawi Arief, Kebijakan Legislatif Dalam penanggulangan Kejahatan dengan
Pidana Penjara, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 2000, hal. 14.
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1. Mengganggu atau merusak dan merintangi tercapainya tlujuan nasional;
dan |
2. Mehcegah penggunaan optimal dari sumber-sumber nasional.

Berbagai upaya dan strategi dilakukan guna penanggulangan kejahatan ini,
dan salah satu upaya yang menjadi andalan adalah upaya hukum, Meskipun
hukum senantiasa digunakan sebagai sarana untuk mengatur kehidupan sosiai,
namun satu hal yang menarik adalah bahwa justru ia hampir selalu tertinggal di
belakang obyek yang diaturnya’. Hukum — dalam artian hukum positif — memang
selalu tertinggal di belakang masyarakat yang diaturnya. Ketertinggalan hukum
ini, membutuhkan adanya pengaturan-pengaturan baru / ulang dalam
;nenanggulangi kejahatan.

Penggunaan upaya hukum, termasuk hukum pidana, sebagai salah satu
upaya untuk mengatasi masalah sosial, termasuk dalam bidang kebijakan

penegakan hukum®

\

. Sebagai masalah kebijakan (politik), maka penggunaan
hukum pidana untuk mengatasi masalah sosial tidak dapat dilakukan éecara
absolut. Tidak ada absolutisme dalam bidang kebijakan, karena pada hakekatnya
dalam masalah kebijakan orang dihadapkz.m pada masalah penilaia.n dan
pemilihan dari berbagail macam alterpatif’. Karena memang, politik hukum dapat

dilihat dari dua sudut, yaitu politik hukum dan politik kriminal. Politik hukum

7 Satjipto Rahardjo, SH, Hukum Dan Masyarakat, Angkasa, Bandung, 1980, hal. 99.

* Muladi dan Barda Nawawi Arief, Teori-Teori dan Kebijakan Pidana, Opcit, hal. 149,
? Muladi dan Barda Nawawi Arief, Teori-Teori dan Kebijakan Pidana, 1bid, hal. 149
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ialah usaha untuk mewujudkan peraturan-peraturan yang baik sesuai dengan
keadaan dan situasi pada suatu waktu'?. Politik hukum merupakan kebijakan dari
negara melalui badan-badan yang berwenang uniuk menetapkan peraturan-
peratumn yang dikehendaki yang‘ “diperkirakan  bisa  digunakan untuk
mengekspresikan apa yang terkandung dalam masyarakat untuk mencapai yang
dicita-citakan''. Sedang melaksanakan politik kriminil berarti mengadakan
pemilihan dari sekian banyak alternatif, mana yang lebih efektif dalam usaha
penanggulangan kejahatan,12 tidak hanya yang sesuai dengan keadaan dan situasi
pada suatu waktu, namun juga untuk masa-masa yang akan datang'”.
Sudarto mendefinisikan kebijakan kriminal dalam tiga arti :
1. dalam arti sempit adalah kescluruhan asas dan metode yang menjad_i dasar
dari reaksi terhadap pelanggaran hukum yang berupa pidana;
2. dalam urli. luas adalah kescluruhan fungsi dari aparatur penegak hukum,
termasuk di dalamnya cara kerja dari pengadilan dan polist;
3. dalam arti paling luas adalah keseluruhan kebijakan yang dilakukan melalut
perundang-undangan  dan badan-badan resmi, yang bertujuan ﬁntu.k

menegakkan norma-norma sentral dari masyarakat'®.

0 qudarto, Hukum dan Hukum Pidana, Alunni, Bandung, 1981, hal. 159.

' sudarto, Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat : Kajian Terhadap Pembaharuan Hukum
Pidana. Sinar Bary, Bandung, 1983, hal. 93. :

12 sudarto, Kapita Selekta Hukum Pidana, Alumni, Bandung, 1981, hal. 114.

3 Qudarto, Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat © Kajian Terhadap Pembaharian Hukum
Pidana, Loceit, hal. 93. :

14 Sudarto, Kapita Selekta Hukum Pidana, Opeit, hal. 113-114. Sebagaimana: juga dikutip Barda
Nawawi Arief, Bunga Rampai Kebijakan Hikum Pidana, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, hal. 1
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Secara singkat beliau memberikan definist kebijakan kriminal (politik
kriminil) adalalll suatu usaha yang rasionil dari masyarakat dalam menanggulangi
kejahatan'®, G.P. Hoefnagels juga pernah mengemukakan definisi serupa bahwa
criminal policy is the rational organization of the social reactions to crime'®.
Kebijakén kriminal ini dapat diaplikasikan melalui dua jalur yaitu jalur penal dan
nonpenal'’. |

A. Mulder sebagaimana dikutip Bar(.ja'3 menyatakan bahwa politik. hukum
pidana atau “strafrechtspolitiek” ialah garis kebijakan untuk menentukaﬁ :

1. seberapa jauh ketentuan-ketentuan pidana yang berlaku perlu diubah atau
diperbaru_i;

2. apa yang dapat diperbuat untuk mencegah terjadinya tindak pidana;

3. cara bagaimana penyidikan, penuntutan, peradilan dan pelaksanaan pidana
harus dilaksanakan.

Delinisi Mulder di atas bertolak dart Marc Ancel mengenai sisfgm hukum

pidana, yang menyatakan bahwa tiap masyarakat yang terorganisir memiliki

sistem hukum pidana yang terdiri dari'® :

'S Sudarto, Hukum dan Hukum Pidana, Opcit, hal. 38, lihat pula Sudarto, Hukum Pidana dan
Perkembangan Masyarakat : Kajian Terhadap Pembaharuan Hukum Pidana, Opcit, hal. 26

16 3. Peter Hoefnagels, The Other Side Of Criminology, Kluwer-Deventer Holland, 1969, p. 57.

'” Bandingkan dengan Pembagian G.P. Hoefnagels bahwa criminal policy terdiri dari : (1) influencing
views of society on crime and punishment, (2) criminal law aplication dan (3) prevention without

punishment.
'® Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai Kebijakan Hukm Pidana, Opcit, hal. 25 — 26.
' Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai Kebijakan Hukm Pidana , 1bid, hal. 26.
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[—

peraturan-peraturan hukum pidana dan sanksinya;

2. suatu prosedur hukﬁm pidana; dan:

3. suatu mekanisme pelaksanaan (pidana).

Secara lebih tegas, Barda®™ menyafakan bahwa operasionalisasi atau
fungsionalisasi dari kebijakan hukum pidana (penal policy) dilaksanakan melalui
tiga tahap yaitu tahap kebijakan formulatif, yaitu penetapan atau perumusan
hukum pidané oleh badan pembuat undang-undang, atz:1u disebut juga tahap
penegakan hukum in abstracto; tahap kebijakén aplikatif; yaitu tahap penerapan
hukum pidana oleh aparat penegak hukum mulai dari:kepolisian sampai ke
pengadilan;rdan tahap kebijakan eksekutif, yaitu pelaksanaan pidana oleh aparat
pelaksana / eksekusi pidana.

Apabila dilihat dari keseluruhan proses tahap penegakan hukuﬁl pidana,
tahap kebijakan legislatif merupakan tahap yéng paling penting atau tahap paling
strategis dari keseluruhan kebijakan untuk mengoper:asionalisasikan sanksi
pidana"". Hal ini karena, pada tahap legislasi. inilah dirumﬁskan konsep atau asas
yang menjadi garis besar dan dasar rencana diA dalarﬁ penegakan hukum??,

sekaligus merupakan landasan legalitas bagi dua tahap berikutnya?’?'.

20 parda Nawawi Arief, Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan, Citra
Aditya Bakti, Bandung, 2001, hal. 75. :
21 Barda Nawawi Arief, Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penariggulangan Kejahatan Ibid,

hal. 75. :
2 penegakan hukum tidak hanya menyangkut pelaksanaan hukum (law enforcement), tetapi juga
meliputi langkah preventif dalam arti pembuatan undang-undang, lihat Nyoman Serikat Putrajaya,
Kapita Selekta Hukum Pidana, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 2001., hal.49.

2 Rarda Nawawi Avief, Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan, Kejahatan dengan Pidana

Penjara, Opcit, hal. 3
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Mengenai penﬁngnya landasan legislatif bagi suatu :kebijakan pemidanaan,
G.P. Hoéfnagels mengemukakan : .

“ ... Lagree with the view that c{ffectivenes.; is p}'e;‘equisit Jor lawfullness
and even an element to be laken into account in sentencing, effectiveness alone is
no guarantee of justice.” Punishment in criminal law zs limited not .only by
effectiveness and purposefulness, but above all by legality”zé.

Secargl garis besar, kebijakan legislatif (formulatiﬂ dalam penanggulangan
kejahatan meliputi :

1. Perencanaan atau kebijakan tentang perbuatan-perbuatan terlarang apa yang
akan ditanggulangi karena dipandang membahayakan at:au merugikan;

2. Perencanaan atau kebijakan tentang _sanksi épa yang daﬁat dikenakah terhadap
pelaku perbuatan terlarang itu (baik berupa pidana ataL; tindakan) dan sistem
penerapannya;

3. Perencanaan atau kebijakazl tentang prosedur atau mekanisme sistem
peradilan pidana dalam rangka proses penegakan hukumz pidana®,
Secara lebih singkat, Barda menyatakan bahwa kebijakan kriminal dengan

menggunakan sarana penal (hukum pidana), berpusat padd dvua masalah sentral

yaitu masalah penentuan :

 G.P. Hoefnagels, The Other Side Of Criminology, Opcit, p. 139
25 Muladi dan Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai Hukum Pidana, Alumni, Bandung, 1992, hal. 158.
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1. Perbuatan apa yang seharusnya dijadikan tindak pidana;
2. Sanksi apa yang sebaiknya digunakan atau dikenakan kepada si pelanggar%.

Berbicara mengenai kebijakan kriminal (criminal. policy) ~khususnya
melalui  upaya penal- dengan sendirinya orang akan bersentuhan dengan
kriminalisasi (criminalization), yang mengatur baik ruang lingkup perbuatan yang
bersifat melawan hukum (actus reus), pertanggungjawaban pidana (mens rea),
maupun sanksi yang dapat dijatuhkan baik berupa pidana (punishment) maupun
tindakan (freatment). Kriminalisasi harus dilakukan secara hati-hati, jangaﬁ
sampai justru menimbulkan kesan represif yang melaanar pfinsip ultimunt
remedium (ultima ratio principle), dan menjadi boomerang dallam kehidupan
sosial berupa kriminalisasi yang berkelebihan (overc}'iminalization) yé.ng justru
mengurangi wibawa hukum?’,

Sudarto menyebut ada empat hal yang harus diperhatikan sebelum
‘memberi ancaman pidana (kriminalisasi)23 :

1. Tujuan Hukum Pidana

Hukum pidana bertujuan untuk menanggulangi kejahatan dan juga

pengugeran terhadap penanggulangan itu sendiri. : S

2 3arda Nawawi Arief, Bunga Rampai Kebijakan Hukwm Pidana, Opcit, hal. 29.

2 Muladi, Kebijakan Kriminal Terhadap Cybercrime, Makalah pada Seminar Nasional : Strategi
Penanggulangan Kejahatan dalam Bidang Telematika, diselenggarakan oleh Universitas Semarang
bekerjasama dengan Direktorat Jenderal Pos dan Telekomunikasi Departemen Perhubungan RI,

Semarang, 23 Juli 2002. hal. I.
28 goedarto, Mukum dan Hukum Pidana, Opeit, hal 44 —48
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Penetapan perbuatan yang tidak dikehendaki .
Yaitu perbuatan yang mendatangkan kerugian (bajhkan yang berpotensi dapat
mendatangkan kerugian — penulis) atas warga? masyarakat. Kerugian itu
berarti ada korbannya bahkan si pembuat juga dapat berkedudukan menjadi
korban.
Perbandingan antara sarana dan hasil.
Harus diperhitungkan biaya yang harus dikeluafkan dan hasil yang akan
diharapkan.
Kemampuan Badan Penegak Hukum
Karena kapasitas dari_ alat-alat perlengkapan negara itu terbatas, maka dalam
pembuatan peraturan hukum pidana perlu diperhaﬁkan juga kemampuan daya
kerja badan-badan tersebut, jangan sampai ada kelampauan bebanl tugas
(overbelasting).

Di atas telah disinggung bahwa pcnanggu]angaﬁ tindak pidana merupakan

suatu kebijakan. Upaya penanggulangan kejahatan dengan menempuh pendekatan

kebijakan tersebut mengandung arti adanya keterpaduan antara politik kriminal

dan politik sosial dan antara upaya penanggulangan kejahatan. dengan sarana

penal dan non-penal. Sebagaimana ditegaskan Hoefnagels bahwa criminal policy

cﬁ"'science of policy is part of a larger policy: the law enforcement policy. Jadi
kebijakan kriminal bukanlah sebuah kebijakan yang berdiri sendiri, terlepas
dengan kebijakan-kebijakan lain, tetapi ia harus dilihat pula dalam hubungannya

dengan keseluruhan kebijakan sosial, sebab sebagai suatu kebijakan penegakan
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hukum, upaya ini termasuk di dalam bidang kebljakan sosial. Oleh karena itu,
kebi Jal\an krlmmal adalah bagian dari kebijakan penegakan hukum d'm kebijakan
sosial.

Schubungan dengan hal itu, Sudarto menyatakan bahwa jika hukum pidana
digunakan, hendaknya dilihat dalam hubungan keseluruhan dengan politik
kriminal atau social defence planning yang merupakan bagian integral dari

rencana pembangunan nasional®.

Penggunaan pendekatan kebijakan integral ini, tidak lain karena adanya
keterbatasan hukum pidana dalam menanggulangi kejahatan. Barda
mengidentifikasi keterbatasan hukum pidana sebagai berikut’® :

1. Penggunaan hukum pidana dalam menanggulangi kejahatém hanya
merupakan “kurieren am symptom” oleh karena itu hukum pidana hanya
merupakan pengobatan simptomatik dan bukan pengobatan kausatif.

2. Sanksi pidana merupakan remedium yang mengandung sifat kontradiktif /
paradoksal dan mengandung unsur-unsur serta efek sampingﬁﬁ negatif.

3. Sistem pemidanaan bersifat fragmentair dan individual/ personal, tidak
bersifat strﬁktu_ral/ fungsional. |

4. Keterbatasan jenis sanksi pidana dan sistem perumusan sanksi pidana

'yang:bersifat kaku dan imperatif.

» goedarto, Hikum dan Hiukum Pidana , 1bid, hal. 104
™ Barda Nawawi Aricf, Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana,

Citra Aditya Bakti, Bandung, 1998, hal. 46-47.
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5. Bekerjanya/ berfungsinya hukum pidana memerlukan sarana pendukung
yang bervariasi dan menuntut biaya tinggi.

Melihat keterbatasan-ketcrba’tgsan hukum pidana tersebut, maka dalam
rangka penanggulangan kejahatan secara terpadu, pendekatan penal bukanlah
satu-satunya pendekatan yang dapat dipakai untuk ' menanggulangi suatu
kejahatan. Menurut G.P. Hoefnagels upaya penangguljangan kejahatan dapat

ditempuh dengan®'

1. influencing view of society on crime and punishment [ mass media

(mempengaruhi pandangan masyarakat meﬁgenai kejahatan dan
pex.nidanaan lewat media massa);
2. criminal law aplication (penerapan hukum pidana);
3. prevention without punishment (pencegahan taﬁpa pidana).
Jadi; selain criminal law aplication (kebijakan Epenal) masih ada dan
dimungkinkan prevention without punishment (nonpehal). Untuk itu, perlu

memperhatikan alternatif-alternatif kebijakan lain yaitu, pendekatan nonpenal.

" Pendckatan nonpenal dimaksudkan sebagai upaya untuk menanggulangi kejahatan

dengan menggunakan sarana lain selain hukum pidana (nonpenal). Upaya
penanggulangan  kejahatan dengan menggunakan bendekatan nonpenal
diorientasikan pada upaya-upaya untuk menangani faktofr-faktor kondusif yang

menimbulkan kejahatan. Dapat dikategorikan dalam upaira nonpenal ini adalah

3! G.P. Hoefnagels, The Other Side Of Criminology, Opcit, p. 56 — 57.




pendidikan, pengajian dan kegiatan-kegiatan lain yang bertujuan untuk mencegah
terjadinya kejahatan.

Upaya penanggulangan kejahatan dengan penalj lebih menitikberatkan
pada sifat pemberantasan (repressive) sedangkan nonpen:ﬂ lebih r;lenitikberatkan
pada pencegahan atau penangkalan (preventive). D‘ilihat dengan kacamata
demikian, lmaka upaya penanggulangan / pencegahan .kejahatan dengan cara
nonpenal merupakan penanggulangan yang bersifat mendasar. Karena
pencegahan / penanggulangan terhadap kejahatan tidak ménjadi optimal dan tidak
menyelesaikan akar masalah, apabila tanpa diiringi den«igan menghapus hal-hal
yang menjadi penyebab dan kondisi yang menimbulkan kéjallatan. Namun hal ini
bukan berarti upaya penal tidak penting dan dapat dikesampingkan begitu saja.
Justru upaya penal merupakan sarana sangat vital dalam pfoses pencgakan hukum
(law enforcement) dalam menanggulangi  kejahatan. Salalh satu kesimpulan
Seminar Kriminologi ke-3 tahun 1976 juga masih memandang perlu
dipert@ankannya hukum pidana, sebagai berikut : |
“ hukum pidana hendaknya dipertahankan sebagai salah satu sarana untuk “secial
defence” .dal'am arti melindungi masyarakat terhad%dp kejahatan dengan
memperbaiki atau memulihkan kembali (rehabilitalié) si pembuat tanpa

mengurangi keseimbangan kepentingan perorangan (pembuat) dan masyarz11<at”32

32 Muladi danBarda Nawawi A, Teori-Teori dan Kebijakan Pidana, Opcif, hal. 92
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Namun demikian, penggunaan hukum -pidana (jalur penal) harus

senantiasa memperhatikan fungsi subsidier yang dikandungnya. Astinya,

penggunaan jalur penal hanyalah sebagai alternatif terakhir setelah alternatif-

alternatif lain telah ditempuh. Hal ini berarti, bahwa setelah upaya preventif /

pencegahan (nonpenal) tidak berhasil maka tumpuan terakhir “social defence”

adalah hukum pidana.

Dengan meminjam terminologi yang berlaku di dunia medis, Muladi*®

membedakan pelbagai tipologi tindakan pencegahan (prevention without

punishment). Tipologi-tipologi tersebut antara lain sebagai berikut :

a.

pencegahan primer (primary prevention) yang diarahkan baik pada
masyarakat sebagai korban potensial maupun para pelaku-pelaku kejahatan
yang masih belm‘n tertangkap atau pelaku potensial. Kegiatan dalam hal iﬂi
dapat bersilal penyehatan mental masyarakat yang biarsifat abstrak (social
hygiene / mental health) dan dapat pula bersifat fisik dan teknologis (fechno-
prevention).

Pencegahan sekunder (secondary prevention). Berbeda dengan yang pertama,
padg% bentuk pencegahan sekunder ini, tindakan diarahkan pada kelompok
pelaku atau pelaku potensial atau sekelompok korban potensial tertentu.
Sebagai contoh adalah dalam kaitannya dengan korban kejahatan

perampokan nasabah bank, kejahatan perbankan, = kejabatan pencurian

% Muladi, Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana, Badan Penerbit Undip,
Semarang, 2002, hal, 100. .
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kendaraan bermotor dan sebagainya. Dalam hql ini bentuk—bentuk prevensi
baik abstrak seperti penanaman etika profesi bagi tenaga-tenaga profesional
maupun fisik dan teknologis juga dapat 'dil'akukan.‘ |

c. Pencegahan tertier (fertiery preventz’én). Dalain hal ini pencegahan diarahkan
pada jenis pelaku tindak pidana tertentu dan juga korban tindak pidana
terteﬁtu, misalnya recidivist offender maupun recidivist victim.

Di samping itu, tipologi pencegahan lain juga dapat dirumuskan sebagai

berikut:

a. pencegahan individual (individual prevention). Bentuknya antara lain
sistem alarm kendaraan, sistem alarm rumah, pengawal pribadi dan 1ai1_1—lain.
B. pencegahan masyarakat (societal prevention) yang dapat berupa siskamling.
siskamtibmas swakarsa sebagaimana dikembangkan oleh Polri dan lain-latn,
Sebagaimana disinggung di atas, bahwa pendekatan kebijakan non —penal
mcrtlpnk;m pendekatan kebijakan yang wendasar, karena diorientasikan pada
upava penanggulangan faktor-faktor kondusit penyebab kejohatan,  Faktoe-faktor
kondusif itu antara lain berpusat  pada 1.11nsnluh-tmsalah atau kondisi-kondisi
sosial yang secara langsung atau tidak langsung dapat menimbulkan atau

menumbuhsuburkan kejahatan®,

3 Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidang, Opcit, hal. 42
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Sehubungan dengan faktor-faktor kondusif yang menimbulkan kejahatan

tersebut,

Kongres PBB  ke-8 dalam  dokumen A/CONF.144/L.3

mengidentifikasikannya sebagai berikut®

a.

d.

kemiskinan, pengangguran, kebutahurufan (kebodohan), ketiadaan /
kekurangan perumahan yang layak dan sistem pendidikan-serta latihan
yang tidak cocok / serasi;

meningkatnya jumlah penduduk yang t1dak mempunyai prospek
(harapan) karena proses integrasi sosial, Juga karena memburuknya
ketimpangan-ketimpangan sosial; :

mengendornya ikatan sosial dan keluarga;

keadaan-keadaan / kondisi yang menyulitkan bagi orang-orang yang
beremigrasi ke kota-kota atau ke negara-negara lain;

rusaknya atau hancurnya identitas budaya asli, yang bersamaan
denigan adanya rasisme dan diskriminasi menyebabkan kerugian /
kelemahan di bidang sosial, kesejahteraan dan lingkungan pekerjaan;
menurun atau mundurnya (kualitas) lingkungan perkotaan yang
mendorong peningkatan kejahatan dan berkurangnya (tidak cukupnya)
pelayanan bagi tempat-tempat fasilitas lingkungan / bertetangga;
kesulitan-kesulitan bagi orang-orang dalam masyarakat modern untuk
berintegrasi  sebagaimana mestinya di  dalam  lingkungan
masyarakatnya, di lingkungan keluarga /: famlhnya tempat
pekerjaannya atau di lingkungan sekolahnya;

* penyalahgunaan alkohol, obat bius dan lain-lain yang pemakaiannya

juga diperluas karena faktor-faktor yang disebut di atas;
meluasnya aktivitas kejahatan yang terorganisasi, khususnya

-perdagangan obat bius dan penadahan barang-barang curian,;

dorongan-dorongan (khususnya oleh media massa) mengenai ide-ide
dan sikap-sikap yang mengarah pada tindakan kekerasan,
ketidaksamaan (hak) atau sikap-sikap tidak toleran (intoleransi).

% Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana , 1bid, hal 45 — 46.
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Fakuor-faktor kondusif yang menimbulkan kejahatan sebagaimana tersebut

di atas, jelas tidak dapat semata-mata diatasi dengan kebijakan penal (kebijakan

kriminal dengan jalur penal), oleh karena itu harus ditunjang dengan kebijakan

non-penal.

Upaya nonpenal yang paling strategis adalah segala upaya untuk
menjadikan masyarakat sebagai lingkungan sosial dan lingkungan hidup yang
sehat (secara material dan immaterial) dari faktor-faktor kriminogen (faktor-faktor
yang mendorong timbulnya tindak pidana- pen). Ini berarti, masyarakat-dengan
seluruh potensinya harus dijadikan sebagai faktor penangkal kejahatan atau faktor
“anti-kriminogen” yang merupal_<an bagian integral dari keseluruhan :politik

e 13
kriminal®. R

Dalam kaitannya dengan penanggulangan tindak pidana terorisme,
nampaknya jalur penal menjadi pilihan utama dari pengambil kebijakan. Memang
harus diakui babwa jalur penal, merupakan langkah maju jika dibandingkan
dengan kebijakan sebelumnya, tetapi jalur penal mempunyai keterbatasan, lebih-
lebih “ menghadapi  tindak pidana terorisme yang notabene. merupakan
transnational organized crime. Oleh karena itu harus ditunjang dengan kebijakan

nonpenal misalnya pendidikan, economic prevention, pendekatan moral, social

welfare dan sebagainya.

3 Rarda Nawawi Aricf, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana , 1bid, hal 49,
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Apabila dilihat dari sisi sosial makro, terorisme muncul justru bersamaan
dengan gencarnya isu-isu pembangunan. Padahal jauh-jauh hari Kongres PBB
mengenai The prevention of crime and the treatment of oﬁnders dalam
laporannya Sixth UN Congress®’ 1981, mensinyalir bahwa pembangunan itu
sendiri dapat bersifat kriminogen apabila pembangunan itu
a. tidak direncanakan secara rasional (if was not rat-;'ona[ly planned), atau
direncanakan secara timpang, tidak memadai / tidak seimbang (unbalanced /
inadequately planned),; .

b. mengabaikan nil‘ai-nilai kultural dan moral (disregardéd cultural and moral
values); dan

c. tidak mencakr;lp strategi perlindungan masyarakat yangj menyeluruh / integral

(did not include integrated social defence strategies).

57 Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana , bid, hal. 47
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2. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pencgakﬁn Hukum

Wolf I\/Iidde:ndor‘f38 menyatakan bahwa peradilan pidana (penegakan
hukum) akan berjalan efektif apabila dipenuhi tiga faktor yang saling berkaitan
yaitu (1) adanya undang-undang yang baik (good legislation); (2) pelaksanaan
yang cepat dan pasti (quick and certain enforcement); dan (3) pemidanaan yang
layak atau sekedarnya dan seragam (moderate and uniform sentencing).

Hukum / Undang-undang dibuat untuk dilaksanakan. Undang-undang
tidak bisa lagi disebut hukum apabila ia tidak pernah dilaksanakan. Raidah-kaidah
atau aturan-aturan tersebut menuntut tindakan-tindakan yang harus dilakukan at;m
tidak dilakukan. I.{ukum yang secara cksplisit dapat dilihat dalam bentu.k
konkretnya melalui kaidah-kaidah yangﬁ dirumuskan, tidak akan mempﬁnyai arti
apa-apa tanpa ada pelaksanaan. K(;llsek“rensi selanjutnya, diperlukan adanya
sanksi dalam memmjang penegakannya. Sanksi ini bisa berupa positif (misalnya
hadiah) dan bisa berupa negatif (pidana). Sedangkan sanksi dalam bahasan hukum
pidana dipersepsikan sebagai pidana (sanksi negatif). Pidana adalah penderitaan
yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang
memenuhi syarat-syarat tertentu®. |

Per_legakan hukum dalam arti sempit adalah pemberian sanksi (pidana)

oleh aparat penegak hukum pada setiap pelaku tindak pidana.

% Barda Nawawi Arif, Kebijakan Legislatil dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana

Penjara, Opcit, hal. 50.
¥ Sudarto, Hukum Pidana I, Yayasan Sudarto, Semarang, 1990, hal. 9.




Sedang penegakan hukum dalam arti luas- sebagaimana dikemukakan
Soedarto dan Satjipto Rahardjo. Soedarto®® memberi definisi penegakan hukum
adalah perhatian ciau penggarapan perbuatan-perbuatah yang melawan hukum
yang sungguh-sungguh terjadi  (omrecht in actu) maupun perbuatan melawan
hukum yang mungkin akan terjadi (onrecht in potentie). Sedangkan menurut
Satjipto Rahardjo’', penegakan bukum adalah suatu proses untuk mewujudkan
keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan. Keinginan-keinginan hukum yang
dimaksud tidak lain adalah pikiran-pikiran badan pemb:uat undang-undang yang
dirumuskan dalam peraturan-peraturan hukum itu.

Secara lebih sistematis, Barda menyatakan bahwa kebijakan penegakan
hukum mgrupakan serangkaian proses yang terdiri dari tiga tahap kebijakan yaitu
(1) tahap kebijakan legislatif / formulatif; (2) tahap kebijakan yudikatif / aplikatif;
dan (3) tahap kebijakan eksekutif / administratif. Dari ketiga tahap kebijakan
penegakan hukum pidana itu terkandung di dalamnya tigé. kekuasaan/ kewenangan
vaitu kekuasaan legislatif / formulatif dalam menetapkan atau merumuskan
perbuatan apa yang dapat dipidana dan sanksi apa yang dapat dikenakan,
kekuasaan yudikatif / aplikatif dalam menerapkan hukum pidana; dan kekuasaan

eksekutif / administratif dalam melaksanakan hukum pidana®.

0 Soedarto, Kapita Selekta Hukum Pidana, Alumni, Bandung, 1986, hal. 111

1 Satjipto Rahardjo, Masalah Penegakan Hukum : Suatu Tinjauan Sosiologis, Badan Pembinaan

Hukum Nasional, Jakarta, tanpa tahun, hal. 24

*2 Barda Nawawi Arief, Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengambangan Hukum Pidana,

Opcit, hal. 30.
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Jadi, proses penegakan hukum sebenarnya sudah dimﬁlai pada saat
perumusan suatu perundang-undangan (legislasi / formulasi). Bahkan
sesungguhnya, tahap legislasi ini mempunyai posisi yang paling strategis
dibandingkan dengan tahap-tahap yang lain (aplikasi dan eksekusi).. Pemberian
pidana kepada pelaku tindak pidana hanyalah merupakan puncak's;{j.z"l dari proses
pencgakan hukum.

Ada beberapa unsur yang patut diperbatikan dalam proses penc?gakan
hukum. Lawrence M. Fricdmann sebagaimana dikutip Satjipto Rahardjo*®
menyatakan bahwa scbagai suatu sistem, hukum terdiri dari tiga subsistem yang
saling terkait dalam penegakannnya. Subsistem teréebut adalah leg;al substance
(substansi / perundang-undangan), legal structure (struktux; hukum), _legal culture
(budaya hukum).

Substansi hukum adalah péralm'an-peraturan yang dipakai oleh para
pelaku hukum pada waktu melakukan perbuatan-perbuatan serta hubungan-
hubungan hukum. Struktur hukum adalah pola yang memperlihatkan bagaimana
hukum itu dijalankan menurut ketentuan-ketentuan formalnya. Sedang budaya

- lhukum merupakan keseluruhan faktor-faktor yang menentukan bagaimana sistem

hukum memperoleh tempat yang sesuai dan dapat diterima di dalam kerangka

budaya masyarakat.

3 Satjipto Rahardjo, /imu Hukum, Alumni, Bandung, 1986, hal. 166-167
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Ketiga subsistem hukum tersebut sangat berpengaruh terhadap penegak:an
hukum. Substansi hukum yang memadai dan aparat hukum yang baik, tidak dalisat
berjalan dengan sempurna tanpa adanya dukungan budaya 1.1ukum masyarakat.

Secara lebih rinci, Seerjono Soekanto** menganalisa ada beberapa faktor
yang mempengaruhi penegakan hukum yaitu : ' i

1. Faktor Undang-Undang

Undang-undang (dalam arti materiil} yaitu peraturan tertulis yang berlaku
umum dan dibuat oleh penguasa pusat maupun daerah yang sah. Faktor yang

dapat mempengaruhi penegakan hukum tersebut antara lain :

2. tidak diikutinya dengan benar asas-asas berlakunya undang-undang yang

hersangkutan;
b. belum adanya peraturan pelaksanaan yang sangat dibutuhkan untuk
menerapkan undang-undang yang bersangkutan; !
!

¢. ketidakjelasan arli kata-kata dalam undang-undang yang mengakibatkan

«. kesimpangsiuran dalam penafsiran serta penerapannya.

2. Faktor Penegak Hukum

Penegak hukum mencakup mereka yang secara langsung dan secara tid:ak

Jangsung berkecimpung di bidang penegakan hukum. Ada beberapa fak:tor
yang menghambat pelaksanaan penegakan hukum pada unsur penegak huklélm
i
-

M Soetjono Sockanto, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, PT Rajawali, J akarta,
1983, hal. 5. ‘

PSRN, S ——
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ini. Faktor-faktor tersebut dapat berasal dari diri penegak hukum itu sendiri

ataupun dari lingkungan luar, at
a. keterbatasan ke.mampuan 1

lain dengan siapa dia berint
b. tingkat aspirasi yang relatif)
c. kegairahan yang sangat ter

sulit sekali membuat suatu

1tara lain :

mtuk menempatkan diri dalam peranan fihak
eraksi;

belum tinggi;

batas untuk 111emi_kirkan ntasa depan, sehingga

proyeksi;

d. belum adanya kemampuan untuk menunda pemuasan suatu kebutuhan

tertentu, terutama kebutuha

n materiel;

e. kurangnya daya inovatif yang sebenarnya merupakan pasangan

konservatisme.

Faktor Sarana atau fasilitas

Sarana alau fasilitas yang dimaksud antara lain mencakup sumberdaya

manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan

yang memadai, keuangan yang cukup dan lain-lain.

Sarana atau fasilitas ini mempunyai peranan penting dalam proses penegakan

hukum. Tanpa adanya sarana

atau fasilitas tersebut, penegak hukum tidak

mungkin dapat menyerasikan peranan yang seharusnya dengan peranan yang

senyatanya.
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Faktor Masyarakat

Penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai

kedamaian dalam masyarakat. Oleh karena itu, dipandang dari sudut tertentu,

masyarakat dapat mempengaruhi penegakan hukum.

Kompetensi hukum itu tidak mungkin ada, apabila masyarakatnya :

a.

d.

Tidak mengetahui atau tidak rhenyadavi, bahwa hak-hak mereka telah

dilanggar atau diganggu;

Tidak mengetahui akan adanya upaya-upaya hukum untuk melindungi
kepentingannya;

Tidak berdaya untuk memanfaatkan upaya-upaya hukum karena faktor-
faktor keuangan, psikhis, sostal atau politik;

Tidak mempunyai pengalaman menjadi anggota organisasi = yang
memperjuangkan kepentingan-kepentingannya;

Mempunyai pengalaman-pengalaman yang kurang baik dalam proses

interaksi dengan pelbagai unsur kalangan hukum formal. = ™"

" Faktor Kebudayaan

Kebudayaan (éistem) hukum pada dassrnya mencakup nilai-nilai yang

mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai mana merupakan konsepsi-

konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik (sehingga diikuti) dan apa

yang dianggap buruk (sehingga dihindari).
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Kelima faktor ini akan sangat mempengaruhi apakah penegakan hukum
tersebut akan berjalan lancar atau akan mengalami hambatan-hambatan tertentu.
Akibat adanya berbagai faktor yang mengganggu, maka penegakan hukum sulit
terwujud dalam bentuknya yang total. |

Joseph Goldstein  sebagaimana dikutip Nyoman Serikat Putrajaya®
menawarkan tiga konsep dalam penegakan hukum (law enfocement) yaitu (1)
Total enforcement; (2) Full enforcement; dan (3) A;:'tual enforcement.

Total enforcement merupakan ruang lingkup penegakan’ hukum pidana
sebagaimana diharapkan dan dirumuskan oleh hukum pidana materiil (substantive
law of crimes), yang tidak mungkin diwujudkan karena keterbatasan gerak
penegak hukum disebabkan adanya pembatasan secara ketat oleh hukﬁm acara
pidana yang mencakup aturan atau tata cara penangkapan, penggeledahan,
penahanan, penyitaan sampai pada pembatasan oleh hukum pidana materiil itu
sendiri, misalnya delik aduan. (klacht delicten) yang baru dapat diproses apabila
ada pengaduan, apabila tidak ada pengaduan maka penegakan bukum tidak akan

jalan. Area yang tidak t'érjamah oleh penerapan hukum ini disebut dengan area of
no enforcement. Apabila area penegakan hukum total ini dikurangi dengan area of
no enforcement, maka muncullah area yang disebut dengan firll enforcement.
‘Penegakan hukum secara full (full enforcement) ini pun merupakan

harapan yang tidak realistic { non a realistic expectation), karena terdapat kendala-

15 Nyoman Serikat Putrajaya, Kapita Selekta Hukum Pidana, Badan Penerbit Universitas Diponegoro,
Semarang, 2001, hal, 51-52
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kendala dalam pelaksanaannya seperti karena keterbatasan waktu, personil,
peralatan maupun sarana prasarana, sehingga mengharuskan adanya diskresi.
Dengan demikian yang tersisa hanyalah apa yang disebut dengan actual
enforcement (penegakan hukum yang senyatanya) yaitu sebagai hasil dari fotal
enforcement dikurangi area of no enforcement dikurangi lagi dengan adanya
diskresi.
B. -GAMBARAN UMUM TINDAK PIDANA TERORISME
I. Pengertian Dan Ruang Liﬁgkup Terorisme
Iétilah “Terorisme” mulai digunakan pada akhir abad ke-18, yaitu untuk
menunjuk aksi-aksi kekerasan yang dilakukan pemerintah guna menjamin
ketaatan rakyat. Bahkan di Perancis setelah Revolusi Perancis didirik-anlah
“Republik de la terrewr™ di bawah bimpinan Robespiere, yang kemudian
akhirnya di Guelletine diell rakyatﬁya sendiri. Konsep teror, memang
‘m,engnlltungkan bagi pelaku terorisme negara, karena memegang kekuasaan
sehi.ngga dapat mengontrol sistem pikiran dan perasaan rakyatnya.
Istilah terorisme di atas, sebenarnya ménunjuk pada pengertian kekerasan
yang dilakukgn oleh negara kepada rakyat. Sekarang, makna dan arti yang
aslinya tersebut menjadi terlupakan, dan istilah terorisme akhirnya diterapkan

terutama untuk “Terorisme pembalasan™ yang dilakukan oleh individu atau

kelompok-kelompok tertentu.

(EPT-FSTAR D) ;




Anakah sebenaimya yang disebut dengan iétilah “Teror” atau “Terorisme™
tersebut ? Kata “teror” menurut arti bahasa arab disebut dengan istilel: “Irhab”.
Kamus Al-Munawwir mendefinisikan Rahiba-Ruhbatan, Wa :‘Liil.banan, Wa
rohabban, Ruhbanan sebagai Khaata “Takut”. Sedangkan kata Al-Irhab
diterjemahkan  dengan intimidasi. Sementara (jxf?)i'd Advenceld Learner's
Dictionary of Current English mengartikan kata ferror sebagai great fear;
terrorism diartikan sebagai wse of violance and intimidation; dan ferrorist
diartikan dengan supporter of terrorism atau participant in terrorz‘sm“.

Sedangkan A.C. Manullang memberi pengertian terorisme sebagai suatu
cara untuk merebut kekuasaan dari kelompok lain®.
Kelompok negara-negara Eropa Timur (yang didominasi USSR waktu itu)

beserta beberapa negara-negara berkembang lainnya memberi batasan teror

dalam dua kategori, yaitu teror individual (Organisasi teror yang dijadikan bisnis

/ bayaran untuk mencapai target sponsor) dan teror negara (Negara kolonialis

terhadap negara-negara jajahan atau sebaliknya)*®.
US FBl (Federal Bureau of Investigation) memiliki definisi sendiri
tentang terorisme yaitu penggunaan kekuasaan tidak sah atau kekerasan atas

seseorang atau harta untuk mengintimidasi sebuah pemerintahan, penduduk sipil

. . . e ey 40
dan elemen-elemennya untuk mencapai tujuan-tujuan sosial atau politik™.

6 Adian Husaini, Jikad Osama Versus Amerika, Gema Insani Pers, Jakarta, 2001, hal. 83

4 AC. Manullang, Menguak Tabu Intelijen : Teror, Motif dan Rezim, Panta Rhei, 2001, hal. 151.
¥ AC. Manullang, Menguak Tabu Intelijen : Teror, Motif dan Rezim, 1bid, hal. 153.

9 Muladi, Demokratisasi, HAM dan Reformasi Hukwm di Indonesia, The Habibie Center, J akarta,

2002, hal.172
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James Adams memberikan batasan terorisme adalah penggunaan atau
ancaman kckerasan [isik olch individu-individu atau kelompok-kelompok untuk
tujuan-tujuan politik, baik untuk kepentingan atau untuk melawan kekuasaan

yang ada, apabila  tndakan-tindakan  (crorisme  itu  dimaksudkan untuk

~ mengejutkan, melumpuhkan, atau mengintimidasi suatu kelompok sasaran yang

Iebih besar daripada korban-korban langsungnya™. Lebik lz:njui: Adams
mengatakan bahwa terorisme melibatkan kelompok-kelompok yang berusaha
untuk menumbangkan rezim-rezim tertentu, untuk mengoreksi ’keluhan
kelompok / nasional, atau untuk menggerogoti tata politik yang ada.

Sedangkan Kent Leyne Oots, mendefinisikan “Terorisme” sebagai
berikut: (1) sebuah aksi militer atau psikologis yang dirancaﬁg untuk
menciptakan ketakutan, atau membuat kehancuran ekonomi atau material (2)
sebuah metode pemaksaan tingkah laku pihak laiﬁ (3) sebuah tindakan kriminal
bertendersi publisitas (4) tindakan kriminal bertujuan politis (5) kekerasan

bermotifkan politis dan (6) sebuah aksi kriminal guna meraih tujual.l'politis atau

ckonomis®’

5 James Adahs, The Financing of teror : How the Groups That Are Terrorizing the World et the
Money to Do it. Sebagaimana dikutip oleh Simela Victor Muhammad, dalam Poltak Partogi Naingolan
(ed), Terorisme dan Tata Dunia Baru, Pusat Pengkajian dan Pelayanan Informasi Sekretariat Jenderal

DPR RI, Jakarta, 2002, hal. 106
31 M. Riza Sihbudi, Bara Timur Tengah, Bandung, 1991, hal. 94
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Dari berbagai batasan dan definist ¢i atas, terlihat tidak adanya
keseragaman pengertian terorisme. Namun demikian terorisme mempunyai ciri
dasar sebagai berikut : penggunaan atau ancaman kekerasan; adanya unsur

pendadakan / kejutan; direncanakan dan dipersiapkan secara cermat dan matang;

.menimbulkan ketakutan yang meluas atau membuat kehancuran material atau

perekonomian; mempunyai tujuan politik yang jauh lebih luas dari sasaran /
korban langsungnya.

Jadi, terorisme merupakan penggunaan atau ancaman kekerasan yang
bersifat mendadak, namun direncanakan dan dipersiapkan secara cermat dan
malang sehingga menimbulkan ketakutan meluas atau membuat kehancuran
material atau perekonomian, dengan tujuan / unsur politis yang jauh iebih luas
dari sasaran (korban) langsungnya.

Undang-undang Terorisme, yang seharusnya memberikan defirisi yuridis

tentany (crorisme pun tidak memberikan pengertian resmi’/ pasti (hanya bersifat

sumir). Dalam ketentuan umumnya Undang-undang - Terorisme memberi
pengertian “Tindak Pidana Terorisme adalah segala perbuatan yang mernentli
unsur-unsur_ﬁndak pidana sesuai dengan ketentuan Undang-undang ini”.
Dengan demikian Undang-undang tersebut menunjuk bahwa Tin.da‘k pidana
terorisme adalah keselu.ruhan tindak pidana yang terumus dalam Bab 1II Tentang

Tindak Pidana Terorisme.
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2. Sejarah Asal-Usul Terorisme

Sebagaimana disinggung di muka, bahwa kata ‘%terorisinc” nertama kali
dipopulerkan saat revolusi Perancis. Pada waktu itu, 13r0fisme memiliki konotast
positif, Sistem atau rezim de la terrewr pada tahun 1793 - 1794 dimaknai sebagai
cara mentulihkan tatanan saat periode kekacauvan dan pergolakan anarkhis setelah
peristiwa pemeberontakan rakyat pada tahum 1789. Jadi?, rezim teror ketika itu
adalah instrumen kepemerintahan dari negara revolusioner. Rezim itu dirancang
untuk mengkonsolidasi kekuasaan pemerintahan baru dengan cara mengintimidasi
gerakan kontra revolusioner, subversif dan semua pembangkang lain yang oleh
rezim tersebut diunggap scbagai “musuh” rakyat. ‘

Terorisme dalam konteks ini nampaknya l!ebih aekat tujuannya dengan
pagasan dan cita-cita demokrasi. Maximilien Robespierre —tckoh rezim teror-
percaya bahwa virtue adalah sumber utama bagi pemerihtahan oleh rakyat pada
masa damai, tetapi pada masa revolusi harus dipersekumkan denganfteror,- agar

demokrasi tampi! sebagai pemenang.
Terorisme dalam sejarah revolusi Perancis itu niengandv.ng dua
karakteristik. Pertama, rezim teror adalah rezim yang terorganisasi, deliberate dan
sistematié.\_Ke'cjua, tujuan dan justifikasinya adalah 11leilciptal(a11_ nméyjarakat baru
yang lebih Baik ;ﬁluk menggantikan sistem yang tidak demokratis dan k_lorup.
Setelah itu, terorisme menjadi terminologi pelahggaraﬁ kekuasaan (the

abuse of power), namun dengan nuansa kriminal lebih banyak. Edmund Burke
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mempopulerkan kata terorisme ke dalam bahasa Inggiis ;yang dijabarkan sebage?
“anjing-anjing neraka™?, |

Berkembangnya wacana nasionalisme, dengan jsendirinya juga wacana
kenegaraan (statchood) dan kewarganegaraan (citizefzsh}p), melahirkan negara-
bangsa (nation-state) baru. Sementara itu, pembahan% sosial-ckonomi akibat
revolusi industri juga menciptakan ideologi-ideologi barﬁ seperti Marxisme dan
Komunisme. Era ini juga merupakan terorisme era baru kelanjutan dari terorisme
era revolusi Perancis. Carlo Pisacane --seorang ekstrimis republ Italia~ dianggap
sebagai bapak kelahiran terorisme baru ini.

Menurut Pisacane, sebagaimana dikutip GunaW'm Permadi™ bahwa
kekerasan diperlukan bukan hanya untuk menarik pérl{atian, tetapi juga untuk
menginformasikan dan mendidik, dengan tujuan akhirnya adalah menggalang
massa untuk revolusi. Tujuan didaktis kekerasan itu tidak jpemah dapat tergantikan
oleh pamflet, poster ataupun pertemuan-pertemuan massa.

Pada era Perang Dunia I, terorisme masth t@tap memiliki konotasi
revolusioner. Pada tahun 1880 an dan 1890 an, gerakan n@sionalis Armenia militan
di Turki Timur melancarkan strategi teroris untuk mela\;van kekuasaan Otfoman.
T‘aktik i.r;ilah yang kemudian diadopsi oleh gerakan—gerakan separatis pada pasca

Perang Dunia 1.

52 Goenawan Permadi, Fantasi Terorisme, Mascom Media, Semarang, 2003 hal.5.
53 Goenawan Permadi, Fantasi Terorisme , 1bid, hal. 6.
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Pada tahun 1930 an, makna “terorisme” kel.ﬁbali b;emba};\. Terevisme pada
era ini tidak banyak lagi dipakai untuk menyebut gcrakan—gmﬁkm revolusioner
dan kekerasan yang ditujukan kepada pemerinah, tetapi lebih bjzmya!( digunakat:
untuk  mendeskripsikan praktik-praktik represi massa oleil negara—négara
totalitarian terhadap rakyatnya. Terorisme dengan denﬁkian dinmékn'a‘i': lagi sébagai
pelanggarzm kekuasaan oleh pemerintah, dan diterapkan secara khusus pada reziia
otoritarian seperti muncul dalam Fasisme Italia, Nazi Jerman, dan Stallinis Rusia..

Dalam prakteknya, strategi leror yang dipakai pcnguasa—éengz.zasa {erscbut
mirip dengan kekerasan oleh negara yang dilakukan beberapa nt:agara dewasa ini.
Pembungkaman para penentang politik, aktivis pekerja, pejuang HAM, pejuang
ideclogi, mahasiswa, wartawan dan sebagainya adalah éiri utama dari
pemerintahan  diktator seperti  di  Argentina, Chile, Y unaéli, ‘Bl—Salvador,
Guatemala, Columbia dan Peru. :

Pasca Perang Dunia II, terorisme kembali mel1gala1ni p(?erubal.lﬁn makna,
Pada era ini, terorisme berkonotasi revolusioner. Terorismé dipakai untuk
menyebut revolusi dengan kekerasz.m olel kelompok 113510113115 ;mii kolonialis di
Asia, Afrika dan Timur Tengah selama kurun 1940_an dan 1950 an |

| 'ISi;li"IEIh “pejuang kemerdekaan” —yang secara politis da?lpat dibenarkan-
muncul pada era ini. Negara-negara dunia ketiga mengadopsi Istiilah tersebut, dan

bersepakat bahwa setiap perjuangan melawan kolonialisme bukanlah terorisme

melainkan “pejuang kemerdekaan”.




Perbedaan antara revolusioner dan teroris terletak pada elasan masing-
. . .. . - + ‘ + .
masing. Siapapun yang berdiri pada posisi keadilan dan berjuang untuk

kemerdekaan dan pembebasan negerinya dari penindas dan kolonialis mereka

tidak selayaknya disebut sebagai teroris.

Selama akhir 1960 an dan 1970 an, terorisme masih t%erus dipandang dalam
konteks rcvolusioncr. Namun cakupannya diper]uas hingg;a meliputi kelompok
separatis etnis dan organisasi ideologis radikal. Namun akhir-aidﬂ; ini terorisme
digunakan untuk merujuk pada fenomena yang lebih ‘h‘Jas.-jPada tahun 1980 an
misainya, terorisme dianggap sebagai sarana untuk mendeistabilisas_i barat yang

dituduh sebagai sponsor utama konspirasi global. Dengan pemaknaan terorisme

seperti inilah maka akhir-akhir ini Barat, terutama Amerika, gencar
i

mengkampanyekan antiterorisme ke seluruh penjuru dunia, sampai-ke Indonesia.
Setiap negara diminta segera membuat aturan perundang-undangan perihal
pemberantasan  terorisme  ini. Akhimya Indonesia pun mengatur tentang
pemberantasan terorisme ini.

Secara  yuridis, sebelum mengenal istilal terorisme, Indonesia telah
mengenal  dan mengatur tindak pidapa subversi. Pengaturan peniberantasan

kegiatan Subversi di Indonesia ditvangkan datam bentuk Penectapan Presiden

(Penpres) Nomor 11 Tahun 1963. Tujuan dikeluarkamfya Penpres tersebut
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sebenarnya adalah untuk melindungi dan mengamankan sistem politik pada waktu
itu vaitu politik NASAKOM™,
Peactapan Presiden (Penpres) merupakan produk: perundang-undangan

yang tidak dikenal dalam UUD 1945. Oleh karena ifu ?enpre"s tersebut periu

ditinjau ulang. Setelah  adanya perubahan peta 1 pohuk nasca  peristiwa
G 30 S/ PKI, lahirlah tatanan politik baru yang disebut dengan 'C-‘rdﬁ Baﬁ‘..yang
memiliki tekad aﬁtuk melaksanakan Pancasila dan ﬁUD' 1945 seca'ra murni dan
konsekwen. Melalui momentum tersebut maka segala pe?ratu;ranIperundaﬁgan vang

tidak dikenal dalam UUD 1945 segera ditinjau ulang ‘

Untuk melaksanakan hal tersebut, pada taln m 1966 Iembaga tertmggl
negara yaitt MPR(S) 111engeluarkén beberapa ketqtgpan:, di antarauya TAP
MPR(S) Nomor TAP/MPR(S)/XIX/1966 yang berisi tentang tugasl yﬁng diberikan
oleh Lembaga Tertinggi Negara kepada ..pemerintah ibcrslama-sama DPR(GR)
untuk dalam waktu 2 (dua) tahun setelah dikeluarkan ketet'lpan ini menyelesaikan
inventarisasi dan pcngu_uan ierhadap bentuk-bentuk prqdukg perundang-undangan
yang tidak dikenal dalam konstitusi (UUD 1945), 1;/aitu Penetapan Présiden
(Penpres) dan Peraturan Presiden (Perpres). Pada mhun itu pula MPR(S) -
mengeluarkan ketetapan MPR(S) Nomor TAP/MPR(S)/‘{X/1966 Ientang Tata

Urutan Perundang-Undangan menurut Konstitusi (UUD 11945_).

* Tiipto Soeroso, Diktat Kulich Hukum Pidana Khusus (Hukum Pidafrcjz Poh:tik), 1990, hal. 3-4..
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Dalam kenyataannya, Pemerintah bcrsama-smna; DPR(GR) belum dapat
! t
| .

menyelesatkan tugas vang diemban tersebut. Sehingga p:ada_ tahun 1968 MPR(S)
ot

mengeluarkan  lagi  ketetapan  yaitu Ketetapa:h I .MPR(S) Nomor

TAP/MPR(SYXXXIX/1968 yang memberi waktu kepaflxda Epemerintah bersama
b

DI’R(GR) untuk dalam jangka waktu 1 (satu) tahun iil'gi imenyelesaikan' tugas

sebagaimana yang ditetapkan dalam ketetapan Nofnor TAI:_’!MPR(S)/XDQI%G.

Atas dasar dua Ketetapan MPR(S) inilah, pada tahun 1968 keluar Undang-undang

Nomor 25 Tahun 1968 Tentang Pernyataan Tidak berlakunya Berbagai Penctapan

Presiden dan Peraturan Presiden.

Pada tahun 1969, keluar 2 {(dua) undang~gnc1an|g }fﬁit'u Uncfang—Undamg
Nomor 5 Tahun 1969 Tentang Pernyala.au berbagai }genc;tapan Presiden dan
Peraturan Presiden sebagai Undang-Undang; dan Unclai1g~1111aazlg Nomor 6 Tahun
1969 Tentang Pernyataan tidak Berlakunya Berbagai @1dang—Undamg dan

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang.

Penetapan Presiden Nomor 11 Tahun 1963 termasuk salah salu Penpres

yang ditunjuk dalam Undang-Undang Nomor 5 Tai‘n.'m 1969 dan dikvatkan

: . i
kedudukanuya menjadi Undang-Undang sebagaimana dinyatakan dalam Fasal 2
i

Undang-Undang Nomor 5 Tahun. 1969: “Terhitung sejzfik disahkannya undang-
b :

. . . I E
undang ini, menyatakan Penetapan-penetapan Presiden jdan Peraturan-peraturan
i i

Presiden sebagaimana termaksud dalam lampiran IT A danf 1B undang-undang ini,
l

. | .
sebagai undang-undang dengan ketentuan bahwa materi penetapan-penctapan

[
I
|
|
f
!
|

th
Vo




presiden dan Peraturan-peraturan Presiden tersebut ditampﬁng dan dijadikan bahan
bagi penyusunan undang-undang yang baru”.

Berdasarkan pasal tersebut maka penyebutan Peﬁpres Nomoi 11 Tahun
1963 berubah menjadi Undang-Undang Nomor | 11/Pnps/'1963, dan tetap
dinyatakan berfaku sampai suatu saat dicabut atau digantiédengan undan_g—tuu!ang
baru.

Pada tahun 1998, peta politik nasional pun I{eli.".bali berubah. Banyak
tuntutan untuk meninjan ulang berbagai peraturan perundahgén yang menghambat
nilai-ntlai démokrési. Undang-Undang Nomor 11/Pnps/ 1963 pun akhirnya dicabut
dengan dikelvarkannya Undang-Undang Nomor 26 Talun 1999 Tentang
Pencabutan Undang-Undang Nomor 11/Pnps/1963 Tg:ntang Pmnbérantasau
Kegiatan Subversi. Dengan demikian, secara formal Undang-undang Nomor
11/Pnps/1963 sudah tidak berlaku, meskipun secara ‘sulf)stansial ada beberapa
materi yang dimasukkan ke dalam Kitab Undang—Ullldang Hukum Pidana
sebagaimana ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1999 Tentang
Perubahan Kitab Undang-undang Hukum Pidana yafng: Berkaitan dengan
Kejahatan Terhadap Keamanan Negara.

 Peristiwa WTC yang dahsyat pada tahun 2001, Ijne:mbuat isu terorisme
menja(:l!i:kagenda internasional yang penting untuk segera dital:lgani. Secara hampir
beriringan,l akhir tahun 2002, aksi terorisme lerjadi di Indonesia. lPeristiwa-
peristiwa tersebut melatarbelakangi pemerintah untuk seselg;era‘mungkin membuat

peraturan perundangan untuk menanggulangi terorisme. Berdasar kebutuban yang
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sangat mendesak, padahal - belum mempunyai pé;éturanf peiundangaﬁ yang
kormprehensi{ dan memadai untuk memberantas tindak pid:ana terorisme, maka
pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pellggaﬁti Undang—Undang
(Perppu) Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.
Perppu tersebut ukhirn&a ditingkatkan kedudukamwzi menj.adi Undang-andang
melalui Undahg-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang.j'Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tabun 2002 Tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, Menjadi Ulldﬁllg-Uhdang.
3. Tipologi Terorisme
Naiional Advisory Committee dalam T he Re;ﬁorf of the Task Force on
Di.mrder;v and Terrorism’™  sebagaimana dikutip Muladilg mefﬂbagi terorisme
dalam lima tipologi yaitu :

a. Terorisme Politik; mencakup prilaku kriminal yang dilakukan :dé‘ngan
kekerasan yané didesain terutama untuk ﬁcnin{bulkzm ketakﬁtan di
lingkungan masyarakat dengan tujuan politi:j;;

b. Terorisme non politik; dilakukan untuk %tujuan-.tujuan .keumlmgan
pribadi, tgrmasuk aktivitas kejahatan terorganisasi,

Quasi Terorisme; menggambarkan aktivitas yang bersifat insidental

0

untuk melakukan kejahatan kekerasan yang bentuk dan caranya

menyerupai terorisme, tetapi tidak mempunyai unsur esensialnya.

3% Muladi, Demokratisasi, HAM dan Reformasi Hukum di Indonesia, Qpcit, hal. 170 - 171
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d. "Terorisme Politik Terbatas; menunj"uk ‘kepalc;la perbuatan teiforimne
yang dilakukan untuk tujuan atau motif politik,? tetapi tidak meiupakan
bagian dari suatu kampanye bersama untuk menguasai pcngéndalian
negara; | |

e, Terorisme pejabal atau negara (official or .vlai:;,‘e terrorism); tg:jjadi di
suatu bangsa yang latanannya didasarkan atas p;311i11dasa11.

Menurut Wilkinson, sebagaimana dikutip oleh Goenawan Permadi®®, ada

tiga jenis terorisme secara umum yaitu :

a. Terorisme Revolusioner yaitu penggunaan kekérasan secara sistematis
dengan tujuan akhir untuk mewujudkan pe?ubahau radikalé dglam
taténan politik; ‘

b. Terorisme Subrevolusioner yaitu penggunaaljl kekerasan téroristik
untuk  menimbulkan perubahan dalatﬁ kei)ij_akaﬁ publiké' tanpa
mengubah tatanan politik; ? .

~¢. Terorisme Represif yaitu peliggutaaan kekejrasan teroristiké untuk
~ menekan atau membelenggu individu .Atatl I%elolllpok dari ':Ibentuk-
bentuk prilaku yang dianggap tidak berkenan oléh negara.
‘
Secara dikotomis, terorisme terbelah ménjadi du# yaitu Stafe teé‘rorﬁsm
(state sponsored terrorism) dan Non State Terrorism. State Terrorism aféll state

sponsored terrorism merupakan bentuk ferrorism by government. Terorisme ini

¢ Goenawan Permadi, Opcit, hal. 38
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diinterpretasikan sebagai suatu kegiatan atau alat "'yang digunakan penﬁ%rintah
(bertindak stas nama negara) sebagai sarana pakéa unluk menunduld@%n?pihak
lain, sehingga dapat diatur seperti yang dikehendaki pélﬁérintah. Motif ibaling
dominan daiam state terorism adalah motif politik dan ekonomi, yaitu;untuk
mempertahankan kekuasaan dan kekayaan. Terorisme jenis ini akan 'se%nakin
berbaliaya dan kokoh apabila act of terror tersebut dibungkus dengan hulicuil.n.
State terorism selalu terjadi.pada settap pemerintahan yang otoéif%g‘ dan
represif. Artinya, pemerintahan tipe otoriter dan represi.f | selalu lllellggu;iakall
instrumen teror untuk melakukan intimidasi terhadap ‘siapapun saja vang
b
dianggap dapat mengusik kekuasaannya. Ketika Stallin berkuasa di Uni 3SQvicL,
ta menggunakan institusi polisi rahasta di bawéh p_impinah Beria% ?iintuk
melancarkan teror dalam  bentuk pembuﬁuhan, penyiksaan, penculikéull dan

pembuangan ke kamp di Sibeiia terhadap puluhan juta orang yang dianggap
. . B . op | ;

menentang  sistem  komunis diktator proletariat®’. Demikian pula apa’ yang

dilakukan Hitier dengan polisi rahasianya “Gestapo (Geheim State Polizei)” di
i

bawah pimpinan Himler, serta Mao Zedong dengan Kementrian Ke'mémnan
Publiknya juga melakukan teror yang keji terhadap kelompok-'lfé'lbmﬁbk;.yang
dianggap membangkang. .

Di samping'itu, state sponsored lerrorisn juga bisa ‘bersifat transﬂafsional

yaitu suatu negara melakukan act of ferror terhadap negara lain, atau memberi

57 Abduh Zulfidar Akaha (ed), Terorisme dan Konspirasi Anti Islam, Pustaka Al-Kautsar, J ak'ajrtfa,
2002, hal. 34 : .
|
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bantuan, perlindu

terhadap negara lail

1gan, perencanaan, persiapan terorisme yang dilakukan

=

Non State Terorism merupakan ferrorism against government, merujuk

] : . e -
pada setiap tindakan teror yang dilakukan baik secara individual maupun

kelompok (yang bukan negara) terhadap pihak Jain (pemerintahan) apaiﬁun

motifnya. Termasu
Fraction. di Jerma
jaringan kereta api

4, Motif Dilakuk

Tindak pid

k dalam kalegori ini adalah Brigade Meral‘lh di Ttalia, Red Army
| tahun 1960 an, Gerakan Sikh di India, teror gas Be,rac::u:il di
hawal tanah di Tokyo dan masih banyak contoh-contoh lam

annya Terorisme

ana terorisme merupakan tindak pidana yang unik, karena

motif dan fakior penyebab dilakukannya tindak pidana ini sangat berbeda dengan

molil=-mofil dar

dilakukan berdasarkan motif-motif tertentu yang patut dihormati.

Salahuddin
berbagai motivasi
memperjuengkan
ketidak_adilan, dan

ﬁampir sai
‘Manullangsg men

pertentangan agan

indak pidana lain. Tidak jarang, tindak pidana terorisme

Wahid®® menyatakan bahwa terorisme bisa dilakukan d'en?gan
yaitu karena alasan agama, alasan idcologi,‘ g_l'z}san ?ui?tuk
kemerdekaan, alasan untuk membebaskan diri’ :dari
karna adanya kepentingan. .

ma dengan apa yang dikemukakan Saléx_huddin Wahid; AC
yatakan bahwa pemicu terorisme anfar:}. lain - adalah

10, ideologi, dan etnis serta makin melebar jurang pemisah

53-Abduh Zulfidar Akaha (e
s AC. Manullang, Loccit, hal. 151.

d), Ibid, hal. 46.
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antara kaya—misl%in. Di samping itu, tersumbatnya komunikasi antara rakyat
dengan pemerinl;ah, jumlah penduduk yang melonjak tajam, makin panjﬁlgnya
barisan penganéguran, jumlah generasi frustrasi yang makin meﬁingkat,
munculnya ox'ar;g-orang keseﬁian (lang weilich) (sic), munculnya idéologi
| .
fanatisme baru, Edau paham separatisme merﬁpakan ladang subur be;‘aksinya
terorisme. |
Salah satu peinicu dilakukannya terorisme adalah kemiskinan dan kellellp.aran.
Rasa takut akan keldpalan dan kemiskinan yang ekstrlm akan mudah menyulut
terjadinya aksi- ;1k‘;1 kekerasan dan konflik, yang juga merupakan lahar subur bagi
gerakan lemrismc.; .
Aksi-aksi lcr(zwismcq baik yang berskala lokal maupun internasional, juga
merupakan pc,noiuikzm, resisiensi atau reaksi tandingan yang diperlihatkaﬁ sebuah
kelompok dalam I:ingkungan terbatas maupun luas disebabka11 adanya pefsainaan
gagasan dan perséepsi terhadap sistem ekonomi dunia yéng dianggap timpang,
tidak adii, dan ma%:rugikan mayoritas masyarakat dunia, altaupun masyara;ka.t lain
yang I.i)ino.rilas, ya§ng aspirasinya disalurkan dengan perj uangﬁn gerakan terSebut.
Persamaan gagasan dan persepsi tidak selalu hams tergabung dalém satu
kelompok dengan s‘ltu komando, sehingga walaupun munculnya gerakan dan -ak51—
aksi terorisme yang dllancarkan tidak selalu tepat dalam waktn yang bersamaan
atau serentak, namun tingkat keprihatinan yang sama atas realitas kemlskman dan
kesenjangan sosiali di sglutarnya, ataupun atas sistem dunia yang terus berlangsung

i C .65




dalam ketidakadilan, telah menyebabkan mudah dan. bcrkefnbangnya gerakén dan
aksi-aksi terorisme di suatu negara, kawasan dan duﬁia secafa lebihlluas. -

Keprihatinan yang besar alas realitas kerniskinan yang semakin meluas dan
tingkat kesénjangan yang tinggi di dalam sebuah negara, maupun antara sedikit
negara maju dan banyak negara berkembang dan tex'belékang di Asia, Amerika
Latin, Timur Tengah, Afrika, dan bahkan Ercpa adalah koﬁdisi yang menyuburkan
pertumbuhan gerakan terorisme dan aksi-aksi mereka di berbagai belahan dunia.
Meski demikian, aksi terorisme bukan hanya monopoli milik negara—negaifa
miskin. Terorisme dan gerakan-gerakan radikal juga terjadi pada naga;zi-riegara
maju dan kaya. Ketidakpuasan atau sikap berbeda akibat kecemburuan sosiai yang
terus hadir dan berkembang antara kelompok yang dominan dan l-:elmﬁpokj yang
minoritas dan terpinggirkan (di negara maju), serfa mengalami marginalisasi
secara kontinyu dalam jangka panjang akibat kebijakan pemerintah pusat, terlebih
lagi karena kebijakan multilateral yang membuat kelompok marginalltersebut
tidak dapat lagi mentoleransi keadaan tersebut melalui jalu.r-jalur formal d.;u.] legal,
memotivasi mereka secara lebih kuat lagi untuk mengambil jalur alternatif melalui
aksi kekerasan.

Keprihatinan yang mendalam terhadap marginalisasi yang terus dialami olel
kelompok-kelompok dan negara-negara miskin (berkelﬁbang) dan terbelékang
akibat tekanan kebijakan multilateral dan implikasi besar dari globalisasi, telah

melahirkan menjamurnya kelompok-kelompok resistensi yélng radikal.
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Terorisme merug

akan fenomena yang sangat kompleks. Sebagai fenomena

politik kekerasan, pengaturan terorisme tidak dapat dengan mudah dirumuskan,

Tindak kekerasan itu

dapat dilakukan oleh individu, keldmpok ataupun negara.

Motivasi pelaku dapat bersumber pada alasan-alasan yang sangat kompleks seperti

idiosinkratik, kriminal maupun politik. Sasaran atau korban bukan merupakan

sasaran sesungpuhnya, tetapi hanya sebagai bagian dari taktik intimidasi, koersif,

atau propaganda un
terorisme dan aksi-ak
pemberantasannya tic
lain. hal ini karena di
untuk menuju tatanan

Tatanan demokra

dan toleransi ketimba

tuk mencapai tujuan-tujuan mereka. Bagaimanapun juga
si kriminal lainnya patut diberantas, ﬁamun demikian upaya
laklah semudah memberantas tindak pidana konvensional
lain pihak negara-negara dewasa ini sedang mendorong diti
demokratis.

si mengutamakan keunggulan éara—cara persuasif, negosiasi

ng cara-cara koersif, pemaksaan dan penggunaan kekerasan.

Konsolidasi demokrasi hanya dapat tercapai ketika semua pelaku politik

menempuh cara—cara.
game in town) dalam
juga sen_ghtiasa dity
keamanan'_‘(.;egurity) A

Kebebasan (/ibert

biasanya menjadi pen:

demokratik sebagai satu-satunya cara aturan main (the only
memperjuangkan kepentingan mereka. Negara demokratik
ntut untuk menjamin kebebasan (liberty), di samping
yarganya. |

) warga negara seperti hak ekonomi dan politik (yang. justru

jicu terorisme ini), bahkan telah dijamin berulangkali dalam

kovenan-kovenan internasional antara lain dalam :
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1. article 1 International Covenant on Economié, Social and Cultural
Rightm :
1) All peoples have the right of self-determination. By virtue of that right

they freely determine their political status and freely pursue their
economic, social and cultural development.

2) All peoples may for their own ends, freely dispose of their natural

wealth and resources without prejudice to any obligation arising out
of international economic cooperatior, based upon the principle of
mutual benefit, and international law. In no case may a people be
deprived of its own means of subsistence.

2. article 1 International Covenant on Civil and Political Rig!zlﬁ]

1)

2)

All peaples have the right of self-determination. By virtue of that right
they freely determine their political status and freely pursue their
economic, social and cultural development. -

All peoples may for their own ends, freely dispose of their natural
wealth and resources without prejudice to any obligation arising ouf
of international economic cooperation, based upon the principle of
mutual benefil, and international law. In no case may a people te

deprived of its own means of subsistence. . o

3. article 19 International Covenant on Civil and Political Right™

1)
2)

Everyone shall have the right to holc opinions without interference.

Everyone shall have the right to freedom of expression; this right
shall include freedom to seek, receive and impart information and
ideas of all kinds, regardless of frontiers, cither oraly, in writing or in

print, in the form of art, or through any other media of his choice.

Hak-hak warga negara sebagaimana dijamin dalam Infernational

Covenant on Economic, Social and Cultural Right dan International Covenant on

Civil and Political Right sebagaimana di atas, menuntut negara “untuk

mereélisasikannya dalam kehidupan bernegara. Oleh karena itw, upaya

penanggulangan terorisme akan menghadapi problem dilematis yaitu harus tetap

o hltp://www.unhcr.ch/htm]/meml3!b/a_cesr.htm

6! hup:/www | umn.edu/humanits/instree/b3ccpr.htm

62 Lttp:/fwww | .umn.édu/humanrts/instree/b3ccpr.htm
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menjaga keseimbangan antara liberty (kebebasan) dan security (keamanan) warga
negara.

Di samping itu, dengan mengingat latar belakang faktor dan motif yang
mendorong dilakukannya tindak pidana terorisme, yang notabene berbeda dengan
pelaku-pelaku  kejahatan ~ konvensiopal, maka  kebijakan legislasi
penanggulangannya perlu memperhatikan covering both side — antara sisi pelaku
dan korban - dalam perumusan kebijakan Ikriminalnya. -

Penanggulangan terorisme akan lebih baik, apabila sebelum langkah penal
ditempuh, diupayakan dahulu langkah-langkah alternatif nonpenal lainnya.
Andaikan saja léngkah penal memang harus ditempuh, artinya diadakan
kriminalisasi terhadap perbuatan terorisme sebagaimana tertuang dalam Undang-
undang Terorisne, haruslah senantiasa diadakan pertimbangan dan kajian yang
lebih masak, mendalam dan komprehensif. Karena di samping memperhatikan
rambu-rambu kriminalisasi sebagaimana ditegaskan Sudarto di atas, dalam
menghadapi terorisme, juga harus covering both side&, dalam arti. bahwa
kriminalisasi terhadap terorisme harus memperhatikan kepentingaﬁ dua pihak yaitu
pihak pelr;ﬂéu (Qjﬁ”@nder oriented) dan pihak korban (victim oriented). Kriminalisasi
terorisme tidak dapat begitu saja dilihat dari sisi quban (victim), karena terorisme
bukanlah kejahatan biasa. Terorisme lebih sering dilakukan karena adanya motif-
motif yang patut dihormati. Tidak jarang terorisme terkait dengan tindak pidana
politik, tindak pidana dengan motif politik ;ltau tindak pidana dengan tujuan politik

(meskipun latar belakang ini tidak diakui oleh Undang-undang Terorisme).
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Terorisme merupakan hasil dari akumulasi ;oeberapa faktor, bukan hanya
oleh faktor psikologis, tetapi juga faktor ekonomi, politik, agama, sosiologis dan
fakt.or lain. Jadi, terlalul simplistik apébila melihat tindak pidana terorisme hanya
melalui satu faktor saja.

Oleh karena itu, pembuat undang-undang harus pandai-pandai menjaga
keseimbangan antara empat kepentingan yaitu perlindungan korban, keamanan

nasional, “due process of law”, dan “international peace and securit 63,

8 Muladi, Undang-Undang PemberantasanTindak Pidana Terorisme Dalam Kerangka Hak Azasi
Manusia, Makalah disampaikan pada Kuliah Umum S 1 Fakultas Hulkum Universitas Diponegoro,

Semarang, 21 April 2003, hal. 6.
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BAB III

HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN

A. KEBIJAKAN PENAL MENGHADAPI TERORISME SAAT INI

A.l. Latar Belakang Pengaturan Antiteror

A.1.1. Pengaturan Antiteror dari sisi Historis

Terorisme berarti menakut-nakuti (fo terrify). Kata ini berasal dari bahasa

Latin, Terrere yang diartikan dengan “menimbulkan rasa gemetar atau cemas”.

Kata ini secara umum digunakan dalam pengertian politik, sebagai suatu serangan
terhadap tatanan sipil, semasa pemerintahan Teror Revblusi Perancis'. Kata
“terorisme” pertama kali dipopulerkan saat revolusi Perancis. Pada waktu itu,
terorisme memiliki konotasi positif. Sistem atau rezim de la ferreur pada tahun
1793 — 1794 dimaknai sebagai cara memulihkan tatanan s.aat periogg kekacauan
dan pergolakan anarkhis setelah peristiwa pemberontakan rakyat pada tahun 1739.
Jadi. rezim teror ketika itu adalah instrumen kepemerintahan dari ncgara
revolusioner.  Rezim  itu dirancang  untuk mengkdnsolidasi kekuasaan
pemerintahan baru dengan cara mengintimidasi gerakan kontra revolusioner,
subversif dan semua pembangkang lain yang oleh rezim tersebut dianggap
sebagai “musuh” rakyat.

Terorisme dalam konteks ini nampaknya lebih dekat tujuannya dengan
gagasan dan cita-cita demokrasi. Terorisme dalam sejarah revolusi Perancis itu

mengandung dua karakteristik. Pertama, rezim teror adalah rezim yang

' Mark Juergensmeyer, Terror in The Mind of God : The Global Rise of Religious Violence, Tarawang
Press, Yogyakarta, 2003, hal. 6. _
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terorganisasi, d.el;iberate dan sistematis. Kedua, tujuan dan justifikasinya adalah
menuju tercxptanya masyarakat baru yang lebih balk untuk mengganukan sxstem
yang tidak demokratxs dan korup. Maximilien Robesplerre -tokoh rezim ini-

percaya bahwa virtue adalah sumber utama bagi pemerintahan oleh rakyat pada
masa damai, tetapi pada masa revolusi harus dipersekutukan dengan teror, agar

demokrasi tampil sebagai pemenang.

Setelah itu, terorisme menjadi terminologi pelanggaran kekuasaan (the

abuse of power), namun dengan nuansa kriminal lebil banyak. Edmund Burke

i
mempopulerkan ] kata terorisme ke dalam bahasa Inggris yang dijabarkan sebagai

“anjing-anjing neraka”2

Seiring dlengan berkembangnya wacana nasionalisme, dengan sendirinya

juga Wacana k%enegaraan (statehood) dan kewarganegaraan (c'it_izenshsz),
i :

melahirkan negali"a-bangsa (nation-state) baru. Sementara itu, perubahan sosial-

ekonomi akibat r!evolusi industri juga menciptakan ideologi-ideologi baru seperti

Marxisme dan Komunisme. Era ini juga merupakan terorisme era baru kelanjutan

dari_terorisme era revolusi Perancis. Carlo Pisacane —seorang ekstrimis republik

Italia- dianggap sebagai bapak kelahiran terorisme baru ini. Menurut Pisacane,

sebagaiinana dik@utip Gunawan Permadi’, bahwa kekerasan diperlukan bukan

hanya untuk menarik perhatian, tetapi juga untuk menginfonndsikan dan
mendidik, .dengain tujuan akhirnya adalah menggalang massa untuk revolusi.
Tujuan didaktis ]%ekerasan itu tidak pernah dapat tergantikan oleh pamflet, poster

ataupun pertemuan-pertemuan massa.

2 Goenawan Permadi, Famaszf Terorisme, Mascom Media, Semarang, 2003, hal.5.
3 Goenawan Permadi, Ibid, hal. 6.




Pada era Perang Dunia I, terorisme ;nasill tetap memiliki konotasi
revolusioner, Pada tahun 1880 an dan 1890 an, gerzikan nasionalis Armenia
militan di Turki Timur melancarkan strategi ‘Lcrorié untuk” melawan kekuasaalll
Ottoman..Taktik inilah yang kemudian diadopsi oleh gerakan-gerakan separatis
pada pasca Perang Dunia II.

Sekitar tahun 1930 an, makna “terorisme” kembali beruballl. Terorisme
pada era ini tidak banyak lagi dipakai untuk menyebut gerakan-gerakan
revolusioner dan kekerasan yang ditujukan kepada pemerintah, tetapi lebih
banyak digunakan untuk mendeskripsikan praktik-praktik represi massa oleh
negara-negara totalitarian terhadap rakyatnya. Terorisme dengan demikian
dimaknai lagi sebagai pelanggaran kekuasaan oleh pemerintah, dan diterapkan
secara khusus pada rezim otoritarian seperti muncul dalam Fasisme Italia, Nazi
Jerman, dan Stallinis Rusia.

Dalam prakteknya, strategi teror yang dipakai penguasa-penguasa tersebut
miriﬁ aengan kekerasan oleh negara yang dilakukan beberapa negara dewasa ini.
Pembungkaman para penentang politik, aktivis pekerja, pejuang HAM, pejuang
ideologi,. mahasiswa, wartawan dan sebagainya adalah ciri utama dari
pemerintahan diktator seperti di Argentina, Chile, Yunani, El-Salvador,

Guatemala, Columbia dan Peru.
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Pasca Perang Dunia II, terorisme kembaii mengalami perubahan makna.
Pada era ini, terorisme berkonotasi revolusioner. Terorisme dipakai untuk
menyebut revolusi dengan kekerasan oleh kelonipok nasionalis anti kolonialis di
Asia, Afi‘ika dan Timur Tengah selama kurun 1940 an dan 1950 an.

Negara-negara dunia ketiga mengadopsi istilah “pejuang kemerdekaan” —
yang secara politis dapat dibenarkan, dan menegaskan bahwa setiap perjuangan
melawan kolonialisme bukanlah terorisme melainkan “pejuang kemerdekaan”.
Perbedaan antara revolusioner dan teroris terletak pada alasan masing-masing.
Siapapun yang berdiri pada posisi keadilan dan berjuang untuk kemerdekaan dan
pembebasan negerinya dari pénindas dan kolonialis mereka tidaklah seharusnya
apabila divonis sebagai teroris.

Pada akhir 1960 an dan 1970 an, terorisme masih terus dipandang dalam
konteks revolusioner. Namun cakupannya diperlpas hingga meliputi kelompok
separatis etnis dan organisasi ideologis radikal. Namun akhir-akhir ini terorisme
digunakan untuk merujuk pada fenomena yang lebih luas. Pada.tahun 1980 an
misalnya, terorisme dianggap sebagai sarana untuk mendéstabilisasi barat yang
dituduh sebagai sponsor utama konspirasi global. Dengan pemaknaan terorisme
seperti inilah maka akhir-akhir ini, Barat, terutama Amerika, gencar
mengkampanyekan antiterorisme ke seluruh penjuru dunia, sampai ke Indonesia.
Setiap negara."' diminta segera membuat aturan perundang-undangan
pemberantasan terorisme ini. Akhirnya Indonesia pun membuat perundang-

undangan yang mengatur tentang pemberantasan terorisme ini.
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Secara yuridis, sebelum mengenal istiiah terorisme, Indonesia telah
mengenal dan mengatur tindak pidana subversi yang nuansanya juga ditujukan
kepada gerakan-gerakan ekstrim. Pengaturan pembé;‘antasan kegiatan Subversi di
Indonesia dituangkan dalam bentuk Penetapan Présiden (Penpres). Nomor 11
Tahun 1963, Tujuan dikeluarkannya Penpres tersebut sebenarnya adalah untuk
melindungi dan mengamankan sistem politik yang dianut pada waktu itu yaitu
politik NASAKOM®.

Sebenarnya, Penetapan Presiden (Penpres) merupakan produk perundang-
undangan yang tidak dikenal dalam UUD 1945. Oleh karena itu, Penpres tersebut
perlu ditinjau ulang. Setelah adanya perubaban peta politik pasca peristiwa
G 30 S‘/ PKI, lahiﬂah tatanan politik baru yang disebut dengan Orde Baru dengan
tekad untuk melaksanakan Pancasila dan UUD 1945 secara murni dan
konsekwen. Melalui momentum tersebut maka segala peraturan perundangan
yaﬁg tidak dikenal dalam UUD 1945 segera ditinjau ulang.

Ontuk melaksanakan hal tersebut, pada tahun 1966 lembaga tertinggi
negara yaitu MPR(S) mengeluarkan beberapa ketetapan, di aniaratiya TAP
MPR(S) Nomor TAP/MPR(S)/XIX/1966 yang berisi tentang tugas yang diberikan
oleh Lembaga Tertinggi Negara kepada pemerintah bersama-sama DPR(GR)
untuk dalam waktu 2 (dua) tahun setelah dikelumkan ketetapan ini menyelesaikan
inventarisasi dan pengujian terhadap bentuk-bentuk produk perundang-undangan
yang tidak dikenal dalam konstitusi (UUD 1945), yaitu Penetapan Presiden

(Penpres) dan Peraturan Presiden (Perpres). Pada tahun itu pula MPR(S)

* Tjipto Soeroso, Diktat K. wliah Hukum Pidana Khusus (Hukum Pidana Politik), 1990, hal. 3-4.
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mengeluarkan ketetapan MPR(S) Nomor T AP/J:\*IPR(S)/XX/ 1966 tentang Tata
Urutan Perundang-undangan menurut Konstitusi UUD 1945.

Dalam kenyataannya, Pemerintah bersama-slﬁma DPR(GR) belum dapat
mcnycic_saikan tugas yang diemban tersebut. Kondisi ini mendorong MPR(S)
mengeluarkan lagi ketetapan pada tahun 1968 yaitu Ketetapan MPR(S) Nomor
TAP/MPR(SYXXXIX/1968 yang memberi waktu kepada pemerintah bersama
DPR(GR) untuk dalam jangka waktu 1 (satu) tahun lagi n}enyelesaikan tugas
sebagaim'ana yang ditetapkan dalam ketetapan Nomor TAP/MPR(S)/X1X/1966.
Atas dasar dua Ketetapan MPR(S) inilah, pada fahun 1968 keluar Undang-
Undang Nomor 25 Tahun 1968 tentang Pernyataan Tidak berlakunya Berbagai
Penetapan Presiden dan Peraturan Presiden.

Pada ahun 1969, keluar 2 (dua) undang-undang yaitu Undang-Undang
Nomor 5 Tahun 1969 tentang Pernyataan berbagai Penetapan Presiden dan
Peraturan Preéiden sebagai Undang-Undang; dan Undang-Undang Nomor 6
Tahun 1969 {entang pernyataan tidak Berlakunya Berbagai Undang-Undang dan
Peraturan Pemerintah Pengganti Und_ang-Undang.

Penetapan Presiden Nomor [1 Tahun 1963 termasuk salah satu Penpres
yang ditunjuk dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1969 dan dikuatkan
kedudukannya menjadi Undang-Undang sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 2
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1969: “Terhitung sejak disahkannya Undang-
undang ini, menyatakan Penetapan-penetapan Presiden dan Peraturan-peraturan
Presiden sebagaimana térmaksud dalam lampiran II A dan II B Undang-undang

ini, sebagai undang-undang dengan ketentuan bahwa materi penetapan-penetapan
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presiden dan ‘Peraturan-peraturan Presiden tersébut ditampung dan dijadikan
bahan bagi penyusunan undang-undang yang baru”.

Bgrdasarkan pasal tersebut maka penyebutaﬁ Penpres Nomor 11 Tahun
1963 berLflbah menjadi Undang-Undang Nomor 11/Pnps/1963, dan tetap
dinyatakan berlaku sampai suatu saat dicabut atau diganti dengan undang-undang
baru. |

Medio tahun 1998, peta politik nasional Indonesia kembali berubah.
Banyak tuntutan untuk meninjau ulang berbagai peraturan perundangan yang
menghambat nilai-nilai demokrasi. Undang~Undang Nomor 11/Pnps/1963 pun
akhirnya dicabut dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 26 Tahun 1999
tentang  Pencabutan  Undang-Undang  Nomor 11/Pnps/1963  tentang
Pemberantasan Kegiatan Subversi. Dengan demikian, secara formal Undang-
Undang Nq\_n_mr 1 1/Pnps/1963 sudah tidak berlaku, meskipun secara substansial
ada beberapa: materi yang dimasukkan ke dalam Kitab Undang-Undang Hukum
Pidana scbggaimana ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1999
tentang Perubahan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang Berkaitan dengan'
Kejahatan ‘l'erhadap Keamanan Negara.

Peristiwa WTC yang dahsyat pada tahun 2001, membuat isu terorisme
menjadi agenda internasional yang penting untuk segera ditangani. Secara hampir
beriringan, akhir tahun 2002, aksi terorisme terjadi di Indonesia. Peristiwa-
peristiwa tersebut melatarbelakangi pemerintah untuk sesegera mungkin membuat
peraturan perundangan untuk menanggulangi terorisme. Berdasar kebutuhan yang,

sangat mendesak, padahal belum mempunyai peraturan perundangan yang
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komprehensif dan memadai untuk membcranta§ tindak pidana terorisme, maka
pemerintah mengeluarkan Peraturan. Pemerintah Pengganti Undang-Undang
(Perppu) Nomor | Tahun 2002 {entang Pcmberantaéan Tindak Pidana Terorisme.
Undang-undang Terorisme tersebut akhirnya ditingkatkan kedudukannya menjadi
Undang-Undang melalui Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang
Penelapdn Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun
2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, Menjadi Undang-Undang.
A.1.2. Perlunya Pengaturaan Khusus Antiterorisme

Peristiwa 11 September 2001 bisa dikatakan menjadi babak baru peta
“keharusan” membangun sistem keamanan guna menangkal terorisme global.
Peristiwa ini, bahkan menentukan model kekuasaan baru di banyak negara.
Tragedi "‘Black Seplember”l menyadarkan banyak negara bahwa etika konflik baik
pada tataran domestik maupun antar negara —yang melarang serangan terhadap
masyarakat sipil atau sasaran non combatant- tidak berlaku untuk sebuah aksi
teror. Aksi (erorisme  tidak  mengenal  prinsip-prinsip  diskriminasi target,
wnpredictable, bahkan menggunakan peralatan yang tidak dapat dipertimbangkan
scbaé,zﬁ p&alatan perang. Dengan demikian, semua aturan perang (rule of war)
yang berlaku secara internasional disepelekan begitu saja oleh terorisme.

R'i—:étksi yang muncul kemudian adalah “keharusan” untuk menyusun
langkah politik untuk memburu semua pelaku terorisme. UN Security Council
mengeluarkan Resolusi Nomor 1373 beberapa hari setelah peledakan WTC yang
mewajibkan kepada seluruh negara untuk bekerjasama secara sungguh-sungguh

untuk mencegah dan memberantas teorisme, melalui peningkatan kerjasama antar
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negara dan melaksanakan dengan penuh segala konvensi internasional yang

berhubungan dengan terorisme’.

Bahkan, ada suatu negara yang memiliki agénda menumbangkan rezim-
rezim kekuvasaan tertentu yang dianggap melindungi atau bekerjasafna dengan
pelaku terorisme. Berbagai kerjasama internasional dikembangkan untuk
mendesakkan semua negara untuk kooperatif dalam memerangi terorisme.

Langkah-langkah politik ini menimbulkan dan membuka perdef;atan
sengit antara membangunr sistem keamanan (securify) dan pembatasan terhadap
kebebasan (/iberty) sipil.

Banyak negara melakukan perubahan kebijakan nasionainya melalui
strategi pembentukan sistem hukum baru yang dinilai dapat melindungi
masyarakat dari terorisme, menghidupkan organisasi atau alat-alat represi,
maupun melakukan pengawasan politik terhadap mereka yang dianggap memiliki
relasi dengan para pelaku terorisme. .

Negara-negara  yang dulunya mengklaim dirinya sebagai kampiun
demokrasi, ~yang amat membangga-banggakan kemampuan politik liberalnya,
ternyata juga turut melakukan langkah-langkah tidak populer untuk membatasi
hak-hak sipil, pengawasan yang berlipat ganda, atau bentuk-bentuk diskriminasi
terhadap sebagian rakyatnya. Sedangkan, negéqg otoritarian seolah memperolah

angin “segar untuk dengan cepat mengambil langkah mengembalikan alat-alat

represi lama.

5 UN Security Council 1373 (2001) “Calling on states to work together urgently to prevent and suppress
terrorist acts, including through increased cooperation and full implementation of the relevant
international conventions relating to the terrorism”.
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Beberapa negara bahkan menggunakan dan mempertahankan Infernal
Security Act (ISA) atas nama terorisme. Suasana babak baru politik global ini
seolah memberikan restu pada rezim-rezim otoritarian untuk 111enipertahankan
kekuasaan dengan menawarkan kemampuan memerangi apa yang disebut dengan
istt terorisme,

Banyak contoh yang bisa dipaparkan, seperti Australia tc]alf menyusun
sebuah undang-undang anti-terorisme yang mengizinkan jaksa agung untuk
meldrang aktivitas cerfain group dan mengurangi hak mereka sebagai tersangka
selama penahanan. Belarusia menyusun undang-undang yang memberikan hak
untuk menggeledah rumah-rumah dan kantor-kantor tanpa pemberitailuan, serta
mengizinkan kepala satuan anti-teoris untuk mengatur aktivitas media pers.
Canada menerbitkan Bill C-36 atau Anfi-Terorism Act dan C17 tentang
keselamatan publik (public safety act) yang memberikan wewenang militer untuk
menyatakan suatu daerah menjadi pengawasannya serta menempatkan peralatan
militer dan semua otoritas sipil harus tunduk kepada kewenangan tersebut.
Perancis menerbitkan undang-undang Everyday Security yang memberikan
kekuasaan dan kewenangan negara untuk melakukan pengawasan ketat terhadap
warga negaranya. India juga telah melakukan langkah sérupa dengan menerbitkan
The I’revr;ntion of Terrorism Act yang mengizinkan polisi untuk menahan
tersangka selaina tiga bulan tanpa tuntutan / tuduhan apapun dan dapat ditambah

tiga bulan lagi atas persetujuan pengadilan khusus®.

¢ Rusdi Marpaung & Al Araf (ed), Terorisme : Definisi, Aksi dan Regulasi, Imparsial, Jakarta, 2003, hal.

xi-xil.
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Paparan ini menggambarkan betapa peta politik dunia telah berubah yang
justru melahirkan brarbagai‘ ketentuan yang menjadi hambatan bahkan ancaman
terhadap kebebasan masyarakat sipil.

Di TIndonesia sendiri, perdebatan tentang adanya bahaya terorisme
berlangsung teramat politis. Sebagian kalangan meyakini bahwa di Indonesia
tidak terdapat terorisme. DPR babkan sempat menolak membentuk panitia khusus
membahas Betépa besarnya ancaman berbagai bentuk teror yang telah melanda
selama ini. Sebagian lagi menyatakan bahwa terorisme di Indonesia telah
menjelma menjadi ancaman serius dalam lima tahun terakhir.

Peta pertarungan menjadi berakhir ketika Borm Bali 12 Oktober 2002
meletus. Jatuhnya ratusan korban (asing) menempatkan Indonesia padé posisi
yang tidak mempunyai pilihan kecuali secara serius menanggulangi terorisme.
Pemerintah atas desakan berbagai pihak akhirnya menerbitkan Pératuran
Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2002 Tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, dan Perppu Nomor 2 Tahun. 2002
Tentang Pemberlakuan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
(Perppu) Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme,
pada peristiwa peledakan Bom Di Bali Tanggal 12 O-Rtober 2002. Kedua Perppu

ini kemudian- dikukuhkan menjadi Undang-Undang Nomor 15 dan Undang-

Undang Nomor 16 Talun 2003,

Meski akhirnya dapat diambil titik temu bahwa penanggulangan terorisme

di Indonesia merupakan agenda yang ftidak dapat ditawar lagi, tetapi kalangan

7 Undang-Undang Nomor 16 tahun 2003 ini akhirnya dicabut lewat Judicial Review Mahkamah Konstitusi.
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tersebut pun terbelah menjadi dua yaitu kelompok yang setuju untuk membentuk
peraturan  perundang-undangan sendiri  sccara khusus dan kelomp_ok lain
berpandangan bahwa terorisme cukup dapat diantisipasi olehl KUHP dan
Perundang-undangan lain yang telah ada. Akhirnya, kelahiran Undang-undang
Terorisme ini pun tidak sepi dari pro dan kontra.

Pro dan koatra ini terjadi karena adanya perbedaan titik tolak dalamn
memandang Terorisme. Di satu sisi, titik tolak didasarkan pada perlindungan
HAM pelaku (offender oriented) dan pandangan inilah yang melahirkan

A kelompok kontra. Sedangkan bagi kelompok yang mendasarkan pandangannya
pada pendekatan perlindungan HAM korban (victim oriented), yang akan
melahirkan kelompok yang pro tethadap dikeluarkannya Undang-undang

Terorisme.
Beberapa alasan yang dikemukakan oleh kelompok yang kontra dengan

dikeluarkannya Undang-undang Terorisme antara lain : |

1. Undang-undang Terorisme melanggar Hak Azasi Manusia (HAM) karena
Undang-un'dang Terorisme tersebut dapat diberlal;uk'an surut {retro aktif),
sedangkan pemberlakuan Surutnya sampai kapan tidak dirumuskaﬂ secara
legasx. , |

2. Undang-undang Terorisme dibuat dalam suasana ketergesa-gesaan, sehingga
terkesan h‘anya sekedar menuruti kemauvan pihak-tértentu, bukan kehé:n’dak dan

"

kebutuhan murni masyarakat.

* Pasal 46 berbunyi “ Ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini dapat
diberlakukan surut untuk tindakan hukum bagi kasus tertentu sebelum mulai berlakunya Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-undang ini, yang pencrapannya ditetapkan dengan Undang-undang atau

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang.
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3. Undang-undang Terorisme merupakan “reinkarnasi” dari Undang-Uhdang '
Nomor 11/Pnps/1963  tentang Pemberantasan Kegiatan  Subversi.
Kekhawatiran ini didasarkan pada lamanya waktu penangkapan dan
penahanan yang melebihi batas yang telah ditentukan dalam KUHAP, serta
‘adanya kewenangan yang luar biasa kepada intelijen untuk met:nberikan
laporan (scbagar bukti permulaan yang cukup). Meskipun ada [embaga
“hearihg" untuk dapat atau tidaknya diproses lebih lanjut yang dilakukan oleh
Ketua Pengadilan Negeri, namun hal ini masih meragukan, karena laporan
intelijen adalah sedemikian rumit yang -mungkin saja- tidak ma:mpu
dipahami seorang hakilﬁ.

4. Aksi terorisme sebenarnya masih bisa ditanggulangi dengan nlenégunakml
hukum pidana umum (KUHP), misalnya masalah pembunuhan, pem:bakaran,
peledakan bom dan sebagainya’, atau Perundang-undangan pidana lain
misalnya Undang-Undang Nomor 12/Drt/1951 jo. Undang-Undang Nomor 1
Tahun 1991 Tentang Senjata Api, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999
Tentang Hak Azasi Manusia, atau Undang-Undang Nomor 2_6__"‘l:ahun 2000
Tentang Peradilan Hak Azasi Manusia.

Selain aiasan-alasén sebagaimana di atas, masih terdapat alasan yang
lebih prinsip yaitu berkaitan dengan asas wltimum remidium yang melekat pada
diri hukum pidana. Penggunaan hukum pidana‘.‘hendaknya diupayakan sebagai
obat terakhir, :aiaabila upaya dan penggunaan perangkat lain sudah tidak memadai

lagi. Pemanggilan hukum pidana untuk mengatasi permasalahan-permasalahan

% Rudy Satriyo Mukantardjo, Hukum Pidana : Hukum Cap Jempol, Makalah Bebas.
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sosial hendaknya dilakukan dengan sangat hati-hati dan tidak sembarangan. Hal
ini karena hukum pidana merupakan sarana untuk mencapai tujuan sosial yaitu
social welfare tetapi dengan cara social unweﬁare: Jadi wajar apabila hukum
pidana dikatakan sebagai pedang bermata dua, yang salah satu sisinya justru
mengiris dagingnya sendiri'®
Sehubungan dengan harus hati-hati dalam pemanggilan hukum pidana,

.Muladi mengatakan bahwa kriminalisasi harus dilakukan secara ekstr-':l hafi-hati,
jangan sampai justru menimbulkan kesan repressif yang melanggar prinsip
wltimum remidium (ultima ratio principle), dan menjadi bumerang dalam
kehidupan sosial yaitu justru mengurangi kewibawaan hukum disebabkan adanya
kriminalisasi yang berlebihan (over criminalization)''. Lebih lanjut Muladi
mengatakan bahwa kriminalisasi dalam hukum pidana materiil akan diikuti pula
oleh langkah-langkah pragmatis dalam hukum pidana formil untuk kepéntingan
penyidikan dan penuntutan. Oleh karena itu, dalam kriminalisasi harus memenuhi
berbagai syarat, antara fain bahwa perbuatan tersebut benar-benar menampakkan
korban (vfctimizing) baik aktval maupun potensial, konsistensi. penerz.lpan asas
wltimum remidium, dukungan publik yang kuat, bersifat komprehensif dan tidak
bersifal ad hoc.

Secara lebih rinci, Muladi merumﬁskau kode etik penggunaan hukum
. i

-

pidana

0 qudarto, Hukum Pidana I, Yayasan Sudarto, Semarang, 1990, Hal. 13.
" Muladi, Demokratisasi, Hak Azasi Manusia dan Reformasi Hukum di Indonesia, The Habibie Center,

Jakarta, 2002, hal. 201.
2 Muladi, Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang,

2002, hal. 102-103
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11.

12.

13.
i4.

15.

Jangan menggunakan hukum pidana secara emosional hanya untuk melakukan
pembalasan semata;

* Hukum pidana jangan digunakan untuk memidana pcrbua[an yang tidak jclas

korban atau kerugiannya;

Jangan digunakan untuk mencapai suatu tujuan yang pada dasarnya dapat
dicapai dengan cara lain yang lebih / sama efektifya dengan hukum pidana.
Jangan digunakan apabila kerugian yang ditimbulkan oleh pemidanaan akan
lebih besar dari kerugian yang diakibatkan oleh perumusan tindak pidana;
Jangan digunakan apabila efek sampingan (by product) yang ditimbulkan
lebih merugikan dibanding dengan perbuatan yang akan dikriminalisasikan;
Jangan digunakan apabila tidak didukung oleh masyarakat secara kuat;

Jangan digunakan apabila diperkirakan tidak dapat efektif (unenforceable),
Hukum Pidana harus uniform, univerying and universalistic;

Hukum pidana harus rasional;

. Hukum pidana harus menjaga kescrasian antara order, legiiimation and

competence.
Hukum pidana harus menjaga keselarasan antara social defence, procedural

fairness, and substantive justice;

Hukum pidana harus menjaga keserasian antara moralitas komunal, moralitas
kelembagaan dan moralitas sipil;

Penggunaan hukum pidana harus memperhatilan korban kejahatan;

Hukum pidana (dalam hal tertentu) harus mempertimbangkan secara khusus
skala prioritas kepentingan pengaturan;

Penggunaan  hukum pidana scbagai upaya repressif (penal) harus
didayagunakan screntak bersama dengan upaya preventif (ronpenal).

Berdasar alasan-alasan di atas, maka sebagian kelompok memilih kontra

tethadap adanya pengaturan terorisme dalam Peraturan Perundang-undangan

khusus.

Bagi kelompok yang pro, mendasarkan arg‘umentasinya bahwa peraturan

perundang-undangan yang telah ada (terutama KUHP) tidak dapat diterapkan

kepada auctor intelectualis dari pelaku teror ini, dalam artian dipidana lebih berat

dari auctor physicus nya. Hal ini karena auctor intelectualis dalam aksi terorisme

mempunyai peran sangat penting dibanding dengan auctor physicus nya. Di

samping itu, penanganan terorisme harus sesegera mungkin, dan hal ini tidak bisa
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terlaksana apabila diserahkan pada hukum acara biasa. Oleh karena itulah pérlu
pengaturan khusus, termasuk hukum acaranya.

K_(—:lompok ini —yang pro- mendasarkan argumennya pada perlindungan
korban (memandang dari sisi korban terorisme). Teror merupakan ancaman
terhadap hak-hak individu —seperti hak untuk hidup (right fo life), bebas dari rasa

takut (freedom from fear)- maupun hak-hak kolektif seperti rasa takut yang

. bersifal luas, bahaya terhadap kebebasan demokrasi, integritas teritorial,

keamanan nasional, stabilitas pemerintahan yang sah, pembangunan sosial
ekonomi, ketentraman masyarakat madani yang pluralistic, harmoni dalam

perdamaian internasional dan sebagainya'.

Teror biasanya dilakukan secara acak (random) dan tidak terseleksi
(indiscriminate) sehingga sering mengorbankan orang-orang yang tidak bersalah
termasuk wanita dan anak-anak dan sering dilakukan secara terorganisir dan
bersifal transnasional (fransnational organized crime). Tidak jarang, manilestasi
terorisme seperti pembunuhan, penculikan, pengeboman, penyerangan dan
perampokan terdai)at kaitan erat dengan berbégai kejahatan internasional
terorganisasi Ia{ih seperti perdagangan senjata api illegal, pencucian uang (money
laundering), perdagangan manusia (wanita dan anak-anak), dan lain sebagainya,

Bahkan bahaya besar yang sewaktu-waktu mengancam secara serius bagi

keberlangsungan hidup manusia adalah digunakannya senjata perusak massal

¥ Muladi, Undang-Undang Pemberaniasn Tindak Pidana Terorisme Dalam kerangka Hak Azasi Manusia,
Makalah disampaikan pada Kuliah Umum S I Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, 21

Aprii 2003, hal. 1 2.
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(weapon of mass desfruction), senjatalbiologi, radiologi, kimia, nuklir disertai
dengan pendayagunaan teknologi linggi di bidang tek_gologi informasi (IT).
Pembentukan Peraturan Perundang—undanéan khusus di luar KUHP
merupakan kebijakan dan langkah antisipatif yang bersifat proaktif yang
dilandaskan pada kehati-hatian karena : pertama, masyarakat Indonesia adalah
masyarakal multietnik dengan  beragam agama (pluralisme agama) yang
mendiami beribu pulau yang tersebar di Nusantara. Kedua, dengan karakteristik
sebagaimana di atas, seluruh komponen ltangsa Indonesia berkewajiban
memeliAhara dan meningkatkan kewaspadaan menghadapi segala bentuk kegiatan
yang méngarah kepada kekerasan dan terorisme. Ketiga, konflik-konflik yang

timbul akhir-akhir ini merupakan kemunduran peradaban dan dapat dijadikan

tempat berkembang suburnya tindak pidana terorisme'®. Alasan-alasan tersebut

semakin mendasari kebutuhan akan adanya pengaturan téro-isme secara terséndiri

dan khusus.

A.2. Kehijakan Kriminalisasi Berdasarkan Undang-undang Terorisme

A.2.1. Ruang Li'ngkup Tindak Pidana Terorisme

Secara dikotomis, terorisme terbelah menjadi dua kategori yaitu State
terrorism (.s’?dic .v:,_mm.vm‘ed terrorism) dan Non State Terrorism. State Terrorisn
atau sfale .sponso‘red terrorism merupakan bentuk ferrorism by government.
Terorisme ini diinterpretasikan sebagai suatu kegiatan atau alat yang digunakan

pemerintah  (bertindak atas nama negara) sebagai sarana paksa untuk

menundukkan pihak lain, sehingga dapat diatur seperti yang dikehendaki

" Kompas Cyber Media, 5 Maret 2002.
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pemerintah. Motif paling dominan dalam state terorism adalah motif politik dan
ekonomi, yaitu untuk mempertahankan kekuasaan dan kekayaan. Terorisme jenis
ini akan semakin berbahaya dan kokoh apabila act of terror tersebut dibungkus
dengan hukum.

State terorism selalu terjadi pada setiap nemerintahan yang otoriter dan
represil. Artinya, pemerintahan tipe otoriter dan represif senantiasa mcnggunakan
instrurmen teror untuk melakukan intimidasi terhadap siapapun saja yang dianggap
dapat mengusik kekuasaannya. Ketika Stallin berkuasa di Uni Soviet, ia

A menggunakan institusi polisi rahasia di bawah pimpinan Beria untuk melancarkan
teror dalam bentuk pembunuhan, penyiksaan, penculikan dan pembuangan ke
kamp di Siberia terhadap puluhan juta orang yang dianggap menentang sistem
komunis diktator proletaria’c15 . Demikian pula apa yang dilakukan Hitler dengan
polisi rahasianya “Gestapo (Geheim State Polizei)” di bawah pimpinan Himler,
serta Mao Zedong dengan Kementrian Keamanan Publik-nya juga. melakukan
teror yang keji terhadap kelompok-kelompok yang dianggap membangkang.

State sponsored terrorism juga bisa bersifal transnasional yaitu suatu
negara melakukan act of terror terhadap negara lain, atan memberi bantuan,
perlindungan, perencanaan, persiapan terorisme yang dilakukan terhadap negara
lain.

Non State Terorism merupakan ferrorism against government, mengjuk
pada setiap tindakan teror yang dilakukan baik secara individual maupun

kelompok (yang bukan negara) terhadap pihak lain (pemerintahan) apapun

15 Ahduh Zulfidar Akaha (ed), Terorisme dan Konspirasi Anii Islant, Pustaka Al-Kautsar, Jakarta, 2002,
kal. 34 ,
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motifnya. Termasuk dalam kartegori ini adalah Brigade Merah di Italia, Red Army

Fraction di Jerman tahun 1960 an, Gerakan Sikh di India, teror gas beracun di

jaringan kereta api bawah tanah di Tokyo dan masih banyak contoh-contoh lain.

Apabila dilihat dari skala aksi dan organisasinya, terorisme dibedakan

antara terorisme nasional, terorisine internasional dan terorisme transnasional.

Ketiga skala aksi terorisme itu tergambar jelas lewat skema berikut'®:

Bentuk

Ciri-ciri

Terorisme Intra-Nasional

Jaringan organisasi dan aksi terbatas oleh teritorial

negara tertentu

Terorisme Internasional

(1) diarahkan képada orang-orang asing dan aset-
aset asing; (2) diorganisasikan oleh pemerintah atau
organisasi yang lebih dari satu negara; (3) bertujuan
untuk mempengaruhi kebijakan-kebijakan

pemerintah asing.

Terorisme Transnasional

Jaringan globai yang mempersiapkan revolusi global
untuk tatanan dunia baru (bagian dari terorisme

internasional yang menjadi radikal)

'¢ Rusdi Marpaung & Al-Araf (ed}, Loc cit, hal. 7
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National Advisory Committee dalam The Repor‘t of the Task Force on
Disorders and Terrorism'’ sebagaimana dikutip Muladi membagi terorisme
dalam lima tipologi vaitu :

a.  Terorisme Politik; mencakup perilaku kriminal yang dilakukan dengan
kekerasan yang didesain terutama untuk menimbulkan ketakutan di
lingkungan masyarakat dengan tujuan politis;

b. Terorisme non-politik; dilakukan untuk tujuan-tujuan keuntungan. pribadi,

termasuk aktivitas kejahatan terorganisasi; |
¢. Quasi Terorisme; menggambarkan aktivitas yang bersifat insidental untuk
melakukan kejahatan kekerasan yang bentuk dan caranya ményerupai
teroristue, tetapi tidak mempunyai unsur esensialnya. o

d. Terorisme Politik Terbatas; menunjuk kepada perbuatan terorisfne yang
dilakukan untuk ‘lu_iuan atau motif politik, tctapi tidak merupakan bagian dari.
suatu kampanye bersama untuk menguasai pengendalian negara;

¢. Terorisme pejabat atau negara (official or state terrorism); tetjadi di suatu

bangsa yang fatanannya didasarkan atas penindasaﬁ.

Menurut Wilkinson, sebagaimana dikutip oleh Goenawan Permadi's, ada
tiga jenis (erorisme secara umum yaitu :

a.

a. Terotisme Revolusioner yaitu penggunaan kekerasan secara sistematis

dengan tujuan akhir untuk mewujudkan perubzhan radikal dalam tatanan

politik;

"7 Muladi, Demokratisasi, HAM dan Reformasi Hukum di mdonesia, Opcit, hal.170 — 171
'® Goenawan Permadi, Opeit, hal. 38
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b. Terorisme Subrevolusioner yaitu penggunaan kekerasan teroristik untuk
menimbulkan perubahan dalam kebijakan publik tanpa mengubah tatanan

politik;

c. Terorisme Represif yaitu penggunaan kekerasan teroristik untuk meneckan
atau membelenggu individu atau kelompok dari bentuk-bentukprilaku yang

: dianggap tidak berkenan oleh negara.
Secara skematis, dapat digambarkan bahwa terorisme terbagi dalam

tipologi sebagai berikut'® :

" Rusdi Marpaung & Al-Araf (ed), Loc cit, hal. 6-7
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Tipe

Tujuan

Ciri-ciri

Terorisme epifenomenal

(teror dari bawah)

Tanpa tujuan khusus, suatu
hasil samping kekerasan

horisontal berskala besar .

Tak terencana rapi, terjadi
dalam konteks perjuangan

yang sengit

Terorisme revolusioner

(teror dari bawah)

Revolusi atau perubahan

radikal atas sistem yang cda

Selalu merupakan fenomena
struktur

program,

kelompok,
kepemimpinan,
ideologi, konspirasi, elemen

militer.

"Terorisme subrevolusioner

(teror dari bawah)

Motif politis, menekan
pemerintah untuk
mengubah kebijakan atau
hukum, perang  politis
dengan kelompok rival,
menyingkirkan pejabat

lertentu.

Dilakukan oleh kelompok
kecil, bisa juga individu,
sulit diprediksi, kadang sulit
dibedakan apakah

psikopatologis atau kriminal

Terorisme repressif (teror

dari atas / terorisme negara)-

Menindas individu atau
kelompok (oposisi) yang
tidak  dikehendaki oleh
penindas (rejim otoriter /
totaliter)  dengan  cara

likuidasi

Berkembang menjadi teror
massa, ada aparat teror,

teknik

penganiayaan, penyebaran

polisi  rahasia,

rasa curiga di kalangan
rakyat, wahana  untuk

paranoia pemimpin
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Terorisme dapat dilakukan dengan berbagai cara atau modei. Cara yang
paling sering dilakukan adalah dengan kekerasan éltg_lu ancaman kekerasan kepada
seseorang (terutama yang memiliki status sosial tinggi) atau kepada banyak orang
secara massal, atau terhadap benda atau bangunan tertentu yang bernilai strategis.
Jenis kekerasan yang digunakan meliputi penyiksaan, pembunuhan, kekerasan
seksual, dan kekerasan lain. Bahkan teror juga bisa dilakukan dengan menyerang
akses informasi dan data informatika sehingga mengacaukan data atau bahkan
merusak untuk tidak dapat digunakan lagi.

Setelah melihat berbagai tipologi, motif dan cara terorisme internasional
yang umumnya dikaitkan dengan unsur politik, maka lebih fokus akan dibahas
perumusan terorisme di Indonesia.

Scbagaimana ditegaskan dalam Pasal 5 Undang-undang - Terorisme,
bahwa “Tindak pidana terorisme yang diatur dalam Undang-undang ini
dikecualikan dari tindak pidana politik, tindak pidana yang berkaitan dengan
tindak pidana,__\poliiik, {indak pidana dengan motif politik dan tindak pidana
dengan tujuan politik yang menghambat proses ckstradisi”. Jadi meskipun dalam
realitanya tindak pidana terorisme sangat erat terkait dengan motif politik tertentu
yang melatarbelakangi pelakunya, tetapi Undang-undang Terorisme tidak mau
melihat kenyataan tersebut. Hal ini, menurut Penjelasan Pasal 5 Undang-undang
Teorisme, di&iaksudkan agar pelaku tindak pidana terorisme tidak dapat
berlindung di balik latar belakang, motivasi dan tujuan politik untuk
menghindarkan diri dari penyidikan, penuntutan, pemeriksaaﬁ di sidang

pengadilan dan penghukuman terhadap pelakunya. Ketentuan dalam Pasal 5
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Undang-undang Terorisme juga dimaksudkan untuk meningkatkan efisiensi dan
efektifitas perjanjian ekstradisi dan bantuan hukum tin’lbaI balik dalam masalah
pidana antara Pemerintah Republik h_ldonesia dengan pemerintah negara lain.
Dengan demikian, Undang-undang Terorisme tidak mau tahu dan tidak
menganggap adanya unsur politis yang membalut tindak pidana terorisme. Penulis
pada prinsipnya sepakat terhadap adanya ketentuan tersebut sebagai upaya untuk

mengefektifkan perjanjian ekstradisi, namun perlu dipertimbangkan juga, atau

* apabila perlu, patut dihormati motif yang sedang diperjuangkan oleh para pelaku

terorisme. Penghormatan dalam bentuk konkrit misalnya sebagai alasan
memperingan bentuk penahanan atau perlakuan aparat hukum yang berbeda
antara pelaku tindak pidana terorisme dengan pelaku kriminal biasa.

Dalam ekstradisi, memang terdapat asas tidak menyerahkan pelaku
kejahatan politik (non extradition ().};'[Jr)litfcal criminal), di samping asas-asas lain
yang harus dipenuhi oleh dua negara antara lain asas kejahatan ganda (double
criminality principle), asas kekhususan (principle of speciality), asas tidak
menycrahkan warga negara sendirt (non extradition of nationals), asas non bis in
z‘dem,‘.dan asas daluwarsa.

Asas tidak _-mcnycrahkan pelaku kejahatan politik (non extradition of
political criminal), d;;naksudkan jika negara-negara berpendapat bahwa kejahatan
yang dijadikan sebagai alasan untuk meminta ekstradisi oleh negara pen.linta
tergolong sebagai kejahétan politik, maka negara diminta harus menolak

permintaan tersebut®®. Perihal apa yang disebut dengan kejahatan politik dan apa

20| Wayan Parthiana, Hukum Pidana Internasional dan Ekstradisi, Yrama Widya, Bandung, 2003, hal
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kriterianya, sampai sekarang masih belum ada kesatuan ijendapat di antara para
ahli. Karena sukarnya menentukan kriteria obyektif ini; untuk -mengantisipasi
kesulitan ekstradisi, maka banyak sekali negara ﬁenggunaka11 sistem negatif
dalam Peraturan Perundang-undangannya. Sistem negatif;ini adalah menyatakan
dengan tepgas bahwa kejahatan-kejahatan tertentu dinyzcttakan sebagai bukan
kejahatan politik, atau kejahatan-kejahatan tertentu dinyat;akan sebagai kejaliatan
yangr dapat dijadikan alasan untuk meminta ekstradisi zitaupun mengekstradisi
orang yang diminta. Prinsip inilah yang digunakan peinbuat Undang-undang

Terorisme, yaitu dengan mengecualikan tindak pidana . terorisme dari tindak

pidana politik, tindak pidana yang berkaitan dengan tindak pidana politik, tindak

pidana dengan motif politik dan tindak pfdana dengan tujuan politik. Ini artinya,
bahwa tindak pidana terorisme dapat diekstradisikan, danipelakunya tidak dapat
berlindung cii bawah asas non extradition of political criminal.

Sebelum membahas tindak pidana yang dirumuskan dalam Undang-
undang Terorisme, akan dibahas lebih dahulu mengenai asas legalitas  yang
memang menjadi landasan kekuatan mengikatnya suatu :aturan. Asas legalitas
secara tegas dirumuskan dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP bahwa “Tiada suatu
perbuatan dapat dipidana kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam perundang-
undangan yang telah ada, sebelum perbuatan itu dilakukan”. Dengan perurﬁusan
ini maka berarti aturan pidana diberlakukan ke depan, tidak surut ke belakang.
Oleh karena 1tulah ma;<a dalam Hukum Pidana tidak diperbolehkm diberlakukan
surut (non refroaktif). Undang-undang Terorisme nampakinya mengambil sikap

berbeda dengan mengadakan penyimpangan asas non retroaktif. Penyimpangan
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asas non retroaktif ini dirumuskan dalam Pasal 46 yang menegaskan sebagai
berikut :

“Ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini dapat
diperlakukan surut untuk tindakan hukum bagi kasus tertentu sebelum mulai
berlakunya [Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini, yang
penerapannya ditetapkan dengan Undang-undang atau Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-undang tersendiri™.

Berlandaskan pada ketentuan inilah lahir Perppu Nomor 2 Tahun 2002
tentang Pemberlakuan Perppu Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan
Tindak Pidana Terorisme, pada Peristiwa Peledakan Bom di Bali Tanggal 12
Oktober 2002 (dikukuhkan menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2003)4.

Melalui penegasan dalam pasal di atas, berarti terdapat penyimpangan
dari asas non retroaktif / lex temporis delicti yang telah diterima secara umum,
“dimana aturan hukum / undang-undang tidak dapat diberlakukan surut. Larangan
ber];akunya undang-undang pidana secara refroaktif (surut) ini dilatarbelakangi
oleh ide perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM). Prinsip ini secara internaﬁonal
tercantum dalam Pasal 11 Universal Declaration of Human Rights (UDHR), Pasal
15 ayat (1) International Convention on Civil and Political Rights (ICCPR),' dan
Pasal 22 ayat (1) dan Pasal 24 ayat (1) Statuta Roma tentang Infernational
Criminal Court™. Di Indonesia sendiri sebenarnya telah ada landasan hukum
yang melarang retroaktif ini yaitu Pasal 28 I ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945
(Amandemen kedua) yang berbunyi “Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa,

hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak

diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk

2! Undang-undang Nomor 16 Tahun 2003 ini akhirnya dicabut oleh Mahkamah Konstitusi.
22 Barda Nawawi Arief, Kapita Selekta Hukum Pidana, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003, hal.1.
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tidak dituntut atas dasar fukum yang berlaku surut adalah nak asasi manusia yang

tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun™

(cetak miring-penulis).
Berdasarkan landasan-landasan hukum di atas, maka kebijakan
merumuskan pemberlakuan  surut Undang-undang Terorisme sebagaimana
tertuang dalam Pasal 46 Undang-undang tersebut, merupakan langkail yang patut
dipertanyakan. Seharusnya Undang-undang Terorisme tidak perlu memaksakan
diri untuk menjangkau tindak pidana yaﬁg terjadi sebélum Undang-undang
Terorisme tersebut ditetapkan. Segala tindak pidana teror yang terjadi sebelum
Undang-unciang Terorisme ditetapkan ditanggulangi dengan aturan hukum
pidana yang telah ada saja, dalam hal ini KUHP atau aturan Perundang-undangan
pidana lain . Langkah ini merupakan langkah yang aman karena tidak menyalahi
prinsip / asas legalitas yang telah diterima secara umum. Dalam KUHP
sebenarnya terdapat banyak pasal yang dapat digunakan untuk menjerat pelaku
tlei;orisme‘ antara lain :
a. Tindak pidana makar (Pasal 104 — 129 KUHPY*.
b. Tindak pidana terhadap martabat Presiden dan Wakil Presiden (Pasal 131-
137 KUHP).

¢. Tindak pidana kekacavan sidang / acara kenegaraan (Pasal 146 — 152

KUHP).

2 Undang-Undang Dasar RepublikyIndonesia 1945

* Bahkan pernah ada Undang-Undang Nomor 11/Pnps/Tahun 1963 Tentang Pemberantasan Kegiatan
Subversi yang di dalamnya merumuskan perihal subversi, mata-mata dan sabotase. Undang-undang
tersebut telah dicabut melalui Undang-undang Nomor 26 Tahun 1999 Tentang Pencabutan Undang-Undang
Nomor [1/Pnps/Tahun 1963, Namun demikian, sepanjang terkait dengan penyelewengan ideologi
Pancasila dituangkan dalam Undang-undang Nomor 27 Tahun 1999 Tentang Perubahan Kitab Undang-
Undang Hukum Pidana Yang Berkaitan dengan Kejahatan Terhadap Keamanan Negara, yang menambah 6
Pasal di antara Pasal 107 dan Pasal 108 KUHP.
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d. Tindak pidana pembakaran, ledakan atau pénghancuran bangunan fasilitas
umum (Pasal 187 — 201 KUHP).

¢. Penculikan (Pasal 328 — 331 KUHP).

f. Pembunuhan (Pasal 338 — 340, 359 KUHP).

g. Penganiayaan (Pasal 351 — 355 KUfIIP).

h. Pembajakan di laut (Pasal 438 — 478 KUHP).

i. Pembajakan udara (Pasal 479 a—479 r KUHPzS)

“ Dengan demikian, sebenarnya KUHP dapat digunakan untuk menanékal
(sebelum ditetapkannya Perundang-undangan terorisme yang dibuat khusus),
tanpa memberlakukan surut perundang-undangan yang baru dibuat. Karena hal ini
bertentangan dengan jaminan kepastian hukum yang telah dirumuskan dalam asas
legalitas.

Memang KUHP juga merumuskan perthal kemungkinan berlakunya surut
suatu aturan hukum pidana sebagaimana tertuang dalam Pasal 1 ayat (2) KUHP.
Tetapi tidak semua aturan baru dapat diberlakukan surut ke belakang. Pasal
tersebut merumuskan “Jika sesudah perbuatan dilakukan, ada perubahan dalam
perundang-undangan, dipakai aturan yang paling ringan bagi terdakwa”, Dengan
perumusarn demikian, maka dapat dimungkinkan adanya retroaktivitas apabila :
(1) sesudah terdakwa melakukan tindak pidana ada perubahan dalam perundang-

undangan; dan (2) peraturan yang baru itu menguntungkan atau meringankan

25 penambahan berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 tahun 1976 Tentang Perubahan dan Penambahan
Beberapa Pasal dalam KUHP bertalian dengan Perluasan Berlakunya Ketentuan Perundang-undangan
Pidana, Kejahatan Penerbangan dan Kejahatan Terhadap Sarana/Prasarana Penerbangan.
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terdakwa®®, Hal ini berarti bahwa tidak setiap ada perubahan undang-undang
berarti ada retroaktif. Bisa jadi undang-undang lamgi tetap diberlakukan (tidak ada
retroaktif) apabile undang-undang lama justru lebih meringankan terdakwa.

Ada pemaknaan keliru terhadap pemahaman Pasal 1 ayat (2} ini. Pasal 1
ayat (2) seringkali dianggap sebagai aturan tentang retroaktif. Padahal, Pasal 1
ayat (2} KUHP scbenarnya tidak mengatur tentang prinsip “retroaktif”, tetapi
lebih tepat apabila dikatakan bahwa pasal tersebut mengatur tentang hukum yang
berlaku dalam masa transisi jika ada perubahan perundang-undangan. Pasal
tersebut mengandung prinsip bahwa apabila dalam masa transisi, menghadépi 2
(dua) pilihan perundang-undangan, maka harus diterapkan / didahulukan aturan
yang menguntungkan / meringankan. Dengan demikian Pasal 1 ayat (2) ini
mengandung “prinsip subsidiaritas®’.

Setelah membahas asas legalitas, selanjutnya diurai mengenai perumusan
tindak pidana dalam Undang-undang Terorisme. Undang-undang Terorisme
membagi tLindak pidana yang diaturnya da]anﬁ dua kelompok yaitu (1) Kelompok
Tindak Pidana Trorisme; dan (2) Kelompok.Tindak Pidana yang Berkaitan
dengan Tindak Pidana Terorisme. Uraian berikut memaparkan dua kelompok
tindak pidana tersebut. Patut disayangkan, Undang-undang Terorisme tidak
memberikan kual:fikasi apakah tindak pidana yang diatur termasuk kategori
kejahatan atau pei;;lggaran. Tidak adanya kualifikasi delik ini dapat menimbﬁlkan
permasalahan yuridis, karena perundang-undangan pidana di luar KUHP tetap

terikat dengan aturan umum yang ada dalam KUHP mengenai konsekwensi-

2 Sudarto, Hukum Pidana 1, Opeit, hal. 27,
M Barda Nawawi Arief, Kapita Selekta Hukim Pidana, Opeit, hal. 8.
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konsekwensi yuridis dari adanya pembedaan Kejahatan dan Pelanggaran. Hal ini
karena aturan umum KUHP membedakan antara aturan umum untuk kejahtatan
dan aturan umum untuk pelanggaran. Aturan perun&ﬁng—undangan di luar KUHP
meskipun diperbolehkan mengadakan pangaturan yang menyimpang, tetapi perlu
diingat bahwa pengzituran secara tersendiri harus selengkap mungkin untuk
menghindari kekosongan yuridis.

Tidak ditegaskannya kualifikasi delik terorisme, barangkali pembuat
undang-undang sudah tidak lagi membedakan pemidanaan untuk percobaan dan
pembantuan, yaitu bahwa kedua-duanya diancam dengan pidana yang sama
dengan pelaku delik selesainya. Padahal, akibat hukum dari pembedaan kejahatan
dan pelanggaran bukaﬁ hanya pada masalah percobaan dan pembantuan saja,
melainkan juga pada masalah-masalah lain, misalnya dalam hal ada concursus,
daluwarsa penuntulan dan pelaksanaan pidana, berlakunya asas nasional aktif
dalam Pasal 5 ayat (1) ke-2 KUHP dan sebagainya. |

Penctapan  kualifikasi delik (sebagai kejahatan atau .;.J‘c'alanggaran)
merupakan “kualifikasi yuridis” yang memiliki konsekwensi yuridis pula, batk
dalam arti konsckwensi yuridis-materiil (aturan umum yang terdapat dalam
KUHP) maupun konsekwensi yuridis-formil (yang diatur dalam KUHAP)®,

Penetapan kualifikasi delik diperlukan untuk menjembatani berlakunya aturan

umum KUHP terhadap hal-hal yang tidak diatur dalam perundang-undangan di

Juar KUHP.

2 Barda Nawawi Arief, Kapita Selekta Hukum Pidana, Opcit, hal. 80

100

UPT-PUSTAK-UNDIP]




A.2.1.1. Tindak Pidana Terorisme

Tindak Pidana Terorisme dirumuskan dalam Bab I Pasal 6 — 16 Undang-
undang Terorisme. Sedangkan Pasal 17 dan 18 mengatur Tindak Pidana
Terorisme yang dilakukan olech Korporasi. Pasal terakhir dari Bab I (Pasal 19)
berisi pengaturan pengecualian penjatuhan pidana minimum khusus, pidana mati
atau pidana penjara seumur hidup bagi pelaku tindak pidana terorisme yang
berada di bawah umur 18 (delapan belas) tahun.

Rumusan resmi tindak pidana terorisme termuat dalam Pasal 6 dan 7

Undang-undang Terorisme

‘Pasal 6
Setiap -orang yang dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman

kekerasan menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara
meluas atau menimbulkan korban yang bersifat massal, dengan cara
merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa dan harta benda orang lain,
atau mengakibatkan kerusakan atau kehancuran terhadap obyek-obyek vital
yang strategis atau lingkungan hidup atau fasilitas publik atau fasilitas
internasional, dipidana dengan pidana mati atau penjara seumur hidup atau
pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh)
tahun.

Pasal 7
Setiap orang vang dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman

kekerasan bermaksud untuk menimbulkan suasana teror atau rasa takut
terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat massal,
dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa dan harta benda
orang lain, atau untuk menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap
obyek-obyek vital yang sirategis atau lingkungan hidup atau fasilitas publik
atau fasilitas internasional, dipidana dengan pidana penjara paling lama
seumur hidup.

Perbedaan perumusan kedua pasal di atas terletak dari jenis
perumusannya. Pasal 6 merupakan delik materiil yaitu delik yang perumusannya

dititikberatkan pada akibat yang tidak dikehendaki. Sedang Pasal 7 menggunakan

perumusan delik formil yaitu delik yang perumusannya dititikberatkan ‘pada

101




perbuatan yang dilarang, .Delik materiil belum ciianggap selesai apabila akibat
yang dilarang tidak timbul, sedang delik formil sudah__ dianggap selesai bersamaan
dengan dilakukannya perbuatan sebagaimana tercantﬁm dalam rumusan delik.

Pérumusan delik sebagaimana terumus dalam Pasal 6 dan Pasal 7
Undang-undang Terorisme banyak mengundang berbagai interpretasi dan
penafsiran. Misalnya perumusan “....suaséna teror atau rasa takut terhadap orang
secara meluas....” tidak dijelaskan lebih lanjut. Undang-undang Terorisme tidak
memberikan kuantifikasi apa dan bagaimana ukurannya sesuatu dianggap sebagai
suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas itu.

Begitu juga dengan peristilahan “obyek-obyek vital yang strategis” tidak
dijelaskan secara rinci. Meskipun Ketentuan Umum Undang~undang Terorisme
telah menegaskan bahwa obyek vital yang strategis adalah tempat, lokasi atau
bangunan yang mempunyai nilai ekonomis, politis, sosial, budaya, dan pertahanan
serta keamanan yang sangat tinggi termasuk fasilitas internasional, tetapi
penafsiran seperti ini masih sangat sumir dan tiduk tegas. Apabila sebuah definisi
tidak mengaqdung kejelasan dan kerincian dalam menunjukkan unsurnya, maka
penentuan terpenuhinya unsur tindak pidana terorisme tersebut akan sangat
ditentukan oleh kehendak dan pandangan subyektif penyelidik afau penyidik, dan

lebih luas aparat penegak hukum lain. Pengertian yang sangat kabur dan tidak

jelas seperti ini, pada suatu saat akan dengan mudah dibelokkan pemaknaannya

oleh pihak-pihak tertentu
Perumusan delik formil terhadap tindak pidana terorisme merupakan

perumusan yang mengandung risiko terhadap sisi—sisi hak asasi manusia. Hal ini
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karena unsur “bermaksud” pada gilirannya dapat mendatangkan kekuasaan yang
berlebihan pada pihak-pihak tertentu untuk menjerat siapa saja sebagai teroris.
Rumusan seperti di atas sangat tergantung pada pemaknaan subyektif aparat
penyelidik atau penyidik karena tidak memerlukan l;ilkti materiil, -

Apabila dicermati, rumusan Pasal 6 di atas dapat diurai ke dalam dua
tindakan yaitu:

1. menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan menimbulkan suasana
teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan
korban yang bersifat massal, dengan cara merampas kemerdekaan atau
hilangnya nyawa dan harta benda orang lain; |

2. menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan mengakibatkan
kerusakan atau kehancuran terhadap obyek—obyel; vital yang strategis atau
lingkungan hidup atau fasilitas publik atau fasilitas internasional. |
Rumusan tersebut dapat ditafsirkan menjadi tindakan seﬁdiri-sendiri

karena sama-sama merupakan akibat yang ditimbulkan schingga kedudukannya
sejajar dalam struktur kalimat.

-~ -Begitu juga perumusan Pasal 7 dapat diurai menjadi dua tindakan yaitu :

L. mengguhakan kekerasan atau ancaman kekerasan bermaksud untulg
menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas
atau menimbulkan korban yang bersifat massal, dengan cara merampas
kemerdekaan atau hilangnya nyawa dan harta benda orang Iaiﬁ;

2. menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan bermaksud untuk

menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap obyek-obyek vital yang
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strategis atau lingkungan hidup atau fasilitas publik atau fasilitas
internasional.

Pasal ini juga dapal dipccah dalam dua tindakan karena rumusan

kalimatnya sejajar sama-sama mempunyai maksua': sebagaimana tertuang dalam

rumusan pasal.

Rumusan tindak pidana teror selanjutnya adalah rumusan yang

dituangkan dalam Pasal 8 sampai 12 Undang-undang Terorisme. Rumusan dalam

pasal-pasal ini bisa dikatakan sebagal “terorisasi” terhadap tindak pidana biasa.

Pasal-pasal terscbut sebenarnya merupakan tindak pidana-tindak pidana biasa

namun dikualifikasi sebagai tindak pidana terorisme.

Pasal 8
Dipidana karena melakukan tindak pidana terorisme dengan pidana yang sama
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, sctiap orang yang : '

a.

menghancurkan, membuat tidak dapat dipakai atau merusak bangunan
untuk pengamanan lalu lintas udara atau menggagalkan usaha untuk
pengamanan bangunan tersebut; _
menyebabkan hancurnya, tidak dapat dipakainya, atau rusaknya bangunan
untuk pengamanan lalu lintas udara, atau gagalnya usaha untuk
pengamanan bangunan tersebut;

dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusak,
mengambil atau memindahkan tanda atau alat untuk pengamanan
penerbangan atau menggagalkan bekerjanya tanda atau alat tersebut, atau
memasang tanda atau alat yang keliru;

karena kealpaannya menyebabkan tanda atau alat untuk pengamanan
penerbangan hancur, rusak, terambil atau pindah atau menyebabkan
terpasangnya tanda atau alat untuk pengamanan penerbangan yang keliru;
dengan sengaja dan melawan hukum, menghancurkan atau membuat tidak
dapat dipakainya pesawat udara yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan
orang lain;

dengan sengaja dan melawan hukum mencelakakan, menghancurkan,
membuat tidak dapat dipakai atau merusak pesawat udara;

karena kealpaannya menyebabkan pesawat udara celaka, hancur, tidak
dapat dipakai atau rusak;

dengan maksud uniuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan
melawan hukum, atas penanggung asuransi nmenimbulkan kebakaran atau
ledakan, kecelakaan, kehancuran, kerusakan atau membuat tidak dapat
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dipakainya pesawat udara yang dipertanggungjawabkan muatannya
maupun upah yang akan diterima untuk pengangkutan muatannya,
ataupun untuk kepentingan muatan tersebut telah diterima uang
tanggungan; '

dalam pesawat udara dengan perbuatan yang melawan hukum, merampas
atau mempertahankan perampasan atau menguasai pesawat udara dalam
penerbangan;

dalam pesawat udara dengan kekerasan atau ancaman kekerasan atau
ancaman dalam bentuk lainnya, merampas atau mempertahankan
perampasan atau menguasai pesawat udara dalam penerbangan;

. melakukan bersama-sama sebagai kelanjutan permufakatan jahat,
dilakukan dengan direncanakan terlebih dahulu, mengakibatkan luka berat
seseorang, mengakibatkan kerusakan pada pesaawat udara sehingga dapat
membahayakan penerbangannnya, dilakukan dengan maksud untuk
merampas kemerdekaan atau meneruskan merampas kemerdekaan
seseorang;

dengan sengaja dan melawan hukum melakukan perbuatan kekerasan
terhadap sescorang di dalam pesawal udara dalam penerbangan, jika
perbuatan itu dapat membahayakan keselamatan pesawat udara tersebut;

. dengan sengaja dan melawan hukum merusak pesawal udara dalam dinas
atau menyebabkan kerusakan atas pesawat udara fterschut yang
menyebabkan tidak dapat terbang atau membahayakan keamanan
penerbangan;

dengan sengaja dan melawan hukum menempatkan atau menyebabkan
ditempatkannya di dalam pesawat udara dalam dinas, dengan cara apapun,
alat atau bahan yang dapat menghancurkan pesawat udara yang
membuatnya tidak dapat terbang atau menyebabken kerusakan pesawat
udara tersebut yang dapat membahayakan keamanan dalam penerbangan;

. melakukan secara bersama-sama 2 (dua) orang atau lebih, secbagai
kelanjutan dari permufakatan jahat, melakukan dengan direncanakan lebih
dahulu, dan mengakibatkan luka berat bagi sesecorang dari perbuatan
sebagaimana dimaksud dalam huruf'l, huruf m, dan huruf n;

. memberikan keterangan yang diketahuinya adalah palsu dan karena
perbuatan itu membahayakan keamanan pesawat udara dalam
penerbangan; '

di dalam pesawat udara melakukan perbuatan yang dapat membahayakan
keamanan dalam pesawat udara dalam pencrbangan;

di dalam pesawat udara melakukan perbuatan-perbuatan yang dapat
mengganggu ketertiban dan tata tertib di dalam pesawat udara dalam
penerbangan.

Pasal 9
Setiap orang yang secara melawan hukum memasukkan ke Indonesia,

membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba
menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau
mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan,
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mempergunakan atau mengeluarkan ke dan/atau dari Indonesia sesuatu senjata
api, amunisi atau sesuatu bahan peledak dan bahan-bahan lainnya yang
berbahaya dengan maksud untuk melakukan tindak pidana terorisme, dipidana
dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara
paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 20 (dua pulub} tahun.

Pasal 10 L ,

Dipidana dengan pidana yang sama dengan pidana sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 6, seétiap orang yang dengan sengaja menggunakan senjata kimia,
senjata biologis, radiologi, mikroorganisme, radioaktif ‘atau komponennya
sehingga menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara
meluas, menimbulkan korban yang bersifat massal, membahayakan terhadap
keschatan, terjadi kekacauan terhadap kehidupan, keamanan, dan hak-hak
orang, atau terjadi kerusakan, kehancuran terhadap obyek-obyek vital yang
strategis, lingkungan hidup, fasilitas publik, atau fasilitas internasional.

Pasal 11

Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama
15 (lima belas) tahun, setigp orang yang dengan sengaja menyediakan atau
mengumpulkan dana dengan tujuan akan digunakan atau patut diketahuinya
akan digunakan sebagian atau seluruhnya untuk melakukan tindak pidana
terorisme sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, dan

Pasal 10.

Pasal 12 - ‘

Dipidana karena melakukan tindak pidana terorisme dengan pidana penjara

paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun, setiap

orang yang dengan sengaja menyediakan atau mengumpulkan harta kekayaan
dengan tujuan akan digunakan sebagian atau seluruhnya untuk melakukan :

a tindakan secara melawan hukum menerima, memiliki, menggunakan,
menyerahkan, mengubah, membuang bahan nuklir, senjata kimia, senjata
biologis, radiologi, mikroorganisme, radioaktif, atau komponennya yang
mengakibatkan atau dapat mengakibatkan kematian atau luka berat atau
menimbulkan kerusakan harta benda;

b. mencuri atau merampas bahan nuklir, senjata kimia, senjata biologis,
radiologi, mikroorganisme, radioaktif, atau komponennya;

c. penggelapan atau memperoleh secara tidak sah bahan nuklir, senjata
kimia, senjata biologis, radiologi, mikroorganisine, radioaktif, atau
komponennya;

d. meminta bahan nuklir, senjata kimia, senjata biologis, radiologi,
mikroorganisme, radioaktif, atau komponennya secara paksa atau
ancaman kekerasan atau dengan segala bentuk intimidasi;

€. mengancam :

(1) menggunakan bahan nuklir, senjata kimia, senjata biologis, radiologi,
mikroorganisme, radioaktif, atau komponennya atau menimbulkan
kematian atau luka berat atau kerusakan harta benda; atau
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(2) melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam huruf b
dengan tujuan memaksa orang lain, organisasi internasional, atau
negara lain untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu.

f. mencoba melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam huruf a,

huruf b, atau huruf ¢; dan
g. ikut serta melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam huruf a

sampai huruf .

Model pe.rumusan “ferorisasi” tindak pidana biasa seperti dirumuskan di
atas, dapat menimbulkan masalah tersendiri. Pembuat Undang-undang Terorisme
hanya berasumsi bahwa sctiap orang yang melakukan tindak pidana dianggap .
mesti dimgksudkan untuk menciptakan rasa takut atau untuk menimbulkan korban
massal. Padahal, tidak semua orang yang melakukan tindak pidana sebagaifnana
tertuang dalam pasal-pasal tersebut mempunyai maksud untﬁk rﬂenimbulkan teror
atau rasa takut yang meluas. Hal lain yang patut diperhatikan dalam perumusan
delik terorisme dalam Undang-undang Terorisme adalah bahwa, Undang-undang
ini juga memasukkan delik—delik kealpaan (Pasal 8 huruf d dan g), bahkan dengaﬁ
ancaman pidana yang sama dengan tindak pidana terorisme yang lertuang dalam
Pésal 6. Hal ini tidak sesuai dengan karakteristik “terorisme”™ dan unsur-unsur
tindak pidana teror yang menyiratkan adanya unsur kesengajaan.

Sebagai bahan pt;li'béxldingzln akan dikutip perumusan anti terorisme di-

India. Menurut Pasal 3 The Prevention Of Terrorism Act, 2002 (Act Nomor 15 of

2002) dirumuskan :

Punishment for terrorist acts : |
(1) Whoever, .

(a) with intent to threaten the unity, integrity, security or sovereignty of
India or to strike terror in the people or any section of the people does
any act or thing by using bombs, dynamite or other explosive
substances or inflammable substances or firearins or other lethal
weapons or poisons or noxious gases or other chemicals or hy any
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other subsiances (whether biological or otherwise) of a hazardous
nature or by any other means whatsoever, in such a manner as (0
cause, or likely to cause, death of, or injuries lo any person or persons
or loss of, or dumage lo, or destruction of, property or disruption of
any supplies or services essential to the life of the community or
causes damage or destruction of any properly or equipment used or
intended to be used for the defense of India or in connection with any
other purposes of the Government of India, any State Government or
any of their agencies, or detains any person and threatens to kill or
injure such person in order to compel the Government or any other
~ person to do or abstain from doing any act;

(b) is o1 continues to be a member of an association declared unlawful
under the Unlawful Activities (Prevention) Act, 1967 (37 of 1967), or
voluntarily does an act aiding or promoting in any manner the objects
of such association and in either case is in possession of any
unlicensed firearms, ammunition, explosive or other instrument or
substance’ capable of causing mass destruction and commits any act

“= - pesulting in loss of human life or grievous injury to any person or

causes significant damage to any property, commits a ferrorist acl.

(5) Any person who is a member of a terrorist gang or a terrorist
organisation, which is involved in terrorist acts, shall be punishable with
imprisonment for a term which may extend to imprisonment for life or with
fine which may extend to rupees ten lakh or with both. .

(6) Whoever fknowingly holds any property derived or obtuined from
commission of any terrorist act or has been acquired through the lerrorist -
funds shall be punishable with imprisonment for a term which may extend
to imprisonment for life or with fine which may extend lo rupees len lakh
or with both®.

India hanya merumuskan tindak pidana “dengan sengaja” (hy the ihiem),
tidak merumuskan karena kealpaan atau kesembronoannya mellakukan terorisme.
Di samping itu, India juga tidak merumuskan terorisasi terhadap tindak pidana’
biasa sebagaimana di Indonesié;' India hanya merumuskan barang siapa :

1. dengan sengaja mengancam kesatuan, integritas dan kedaulatan India atau

melakukan teror terhadap penduduk dengan meledakkan bom, dinamit dan

» http://www.satp.ora/satporgl'n/countries/india/docun1ent/actand0rdinances/ POTA.htm
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lain-lain bahan peledak yEmg dapat menyebabkan orang mati atau celaka,
atau menghilangkan, merusak suplai atau pela}:anan penting kehidupan;
2. menjadi atau tetap menjadi anggota suatu orgﬁnisasi terlarang (menurut
aturan perundang-undangan India).
Jadi, India tidak merumuskan berbagai' macam tindak pidana untuk
dikualifikasi sebagai tindak pidana terorisme. Perumusan terorisasi tindak pidana
biasa justru dapa‘tj' menimbulkan kesulitan tersendiri dalam penegakan hukum, di

samping juga terkesan melebar jauh dari sasaran utama.

Berbeda dengan KUHP, Undang-undang Terorisme mengatur secara
tersendiri ketentuan tentang pembantuan, “menyuruhlakukan / -penganjuran” dan
percobaan yang dirumuskan dalam Pasal 13 — Pasal 16 Undang-undang
‘Terorisme. )

Khusus terhadap Pasal 14 perlu adanya  penegasan makna
“meﬁggerakkan” oraﬁg lain. Pasal 14 Undang-undang Terorisme berbunyi :

“Setiap orang yang merencanakan dan/atau menggerakkan orang lamn untuk
melakukan tindak pidana terorisme sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6,
Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, dan Pasal 12 dipidana dengan
pidana mati atau penjara seumur hidup”. -

Apakah yang dimaksud pembuat undang-undang dengan menggerakkaﬁ
adalah “penganjuran”. Apabila yang dimaksud adalah “penganju;én” mengapa
tidak digunakan istilah tersebut yang secara teoritis telah dimafhumi. Istilah
“menggerakkan” dengan tanpa penafiran tegas, justru akan dapat dimaknai iain

misalnya “memotivasi” atau “menginspirasi” adanya tindak pidana teror.

Perumusan pasal demikian, dikhawatirkan bisa saja dibelokkan penerapannya
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t

kepada seseoraﬁg misalnya guru, ulama, pastor, atau pengamat yang karena
ucapannya menyebabkan orang lain terinspirasi melakukan terorisme.

Jika yang dimaksud Pasal 14 Undang-undang Terorisme tersebut adalah
penganjuran yaitu menggerakkan orang lain untuk melakukan suatu tindak pidana
dengan menggfipakan sarana-sarana yang telah ditentukan dengan undang-
undang, maka ati;r_an penganjuran yang terdapat dalam Pasal 55 KUHP berlaku
sejauh tidak ditentul;an secara khusus oleh Undang-undang Terorisme. Untuk
dapat dipidananya -seorang penganjur, harus dipenuhi syaral-syarat sebagal

. .berikutm:
1. Terdaput kesengaj_aar; untuk menggerakkan orang  lain melakukan
perbuatan terlarang (dalam hal ini lerorisme);
2. Menggcrakkaxﬁya dengan menggunakan sarana-sarana
" ‘g, memberi atau menjanjikan sesuatu,

b. menyalahgunakan _kekuaéaan atau martabat;

¢. dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan; atau

d. dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan.

3. Putusan kehendak timbul dari si pembuat materiil karena adanya hal-hal

tersebut dalam angka 1 dan 2,

4. Si pembuat materiil tersebut melakukan tindak pidana yang dianjurkan
atau percobaan melakukan tindak pidana (dalam hal ini terorisme); dan

5 Pembual materiil tersebul harus dapat dipertanggungjawabkan dalam

hukum pidana.

30 Barda Nawawi Aricf, Sari Kuliah Hukum Pidana 11, Badan Penyediaan Bahan Kuliah Fakultas Hukum
Undip, Semarang, 1999, hal. 36-37.
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Berdasarkan syarat-syarat‘ tersebut di atas, maka untuk dapat dipidananya
seorang yang menggerakkan / menganjurkan terorisme .hl_arus memenuhi kelima
syarat di atas. Tidak memenuhi salah satu syarat yang ada dengan demikian
penéz;ljﬁr tidak dapat dijatuhi pidana.

Dalam hal bertanggungjawaban penganjur (penggerak), Undang-undang
Terorisme menegaskan bai1wa orang yang merencanakan dan/atau menggerakkan
orang lain untuk melakukan tindak pidana terorisme sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11 dan Pasal 12 diancam
dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup. Ini berarti bahwa si
perencana dan/atau  si pgnggerak (penganjur) dihukum seberat pembuat '
materiilnya. Bahkan dalam hal-hal tertentu ia d.ipertanggung‘iawabkzm lebih berat
dari pada si pembuat matq_siil?'.

Perihal pcrmufakat‘an jéihat, percobaan dan pembantuan, Undang-undang
Terorisme menegaskan bahwa si pembantu dipertanggungjawabkan sama seberat
dengan pelaku utamanya. Hal ini sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 15
Undang-undang Terorisme yaituo :

“Setiap orang yang melakukan permufakatan jahat, - percobaan, atau
pembantuan untuk melakukan tindak pidana teorisme sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11 dan Pasal 12
dipidana dengan pidana yang sama sebagai pelaku tindak pidananya”.

Ini merupakan penyimpangan khusus dari ketentuan umum yang terdapat

dalam Pasal 57 ayat (1) KUHP yang memidana pembantu lebih ‘ringan

(maksimum pidana pokok dikurangi 1/3). Penyimpangan juga diadakan oleh

31 [ihat Pasal i1 dan Pasal 12 Undang-undang Terorisme yang hanya mengancam pidana penjara paling
lama 15 tahun dan paling singkat 3 tahun, sedangkan berdasar Pasal 14 si perencana dan/atau si penggerak

(penganjur) diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup.
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Undang-undang Terorisme berkaitan dengan perluasan arti pembantuan. KUHP
hanya mengenal dua jenis pembantuan yaitu (1) pembantuan pada saat kejahatan
dilakukan, dan (2) pembantuan sebelum kejahatan dilakukan. Namun menurut
Pasal 13 Undafg-undang Terorisme, mengisyaratkan adanya pembantuan setelah
terjadinya kejahatan. Hal ini tercermin dalam rumusan Pasal 13 Undang-undang
terorisme sebagai berikut:
Pasal 13
Setiap orang yang dengan sengaja memberikan bantuan atau kemudahan
terhadap pelaku tindak pidana terorisme, dengan :
a. memberikan atau meminjamkan uang atau barang atau harta kekayaan
Jainnya kepada pelaku terorisme;
b. menyembunyikan pelaku tindak pidana terorisme; atau
c. menyembunyikan informasi tentang tindak pidana terorisme, dipidana
dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15
(lima belas) tahun,
Berdasarkan rumusan di atas, maka terlihat adanya kemungkinan
pembantuan setelah terjadinya tindak pidana terorisme, karena :
a. Pemberian atau peminjaman uang atau barang atau harta kekayaan kepada
pelaku terorisme tidak mesti dilakukan sebelum atau pada saat tindak
“"pidana terorisme, tetapi bisa saja setelah terjadinya . tindak pidana
terorisme.
b. Menyembunyikan pelaku tindak pidana terorisme, jelas perbuatan yang
dilakukan setelah terjadinya tindak pidana terorisme.
¢. Begitu juga menyembunyikan informasi tentang tindak pidana terorisme
juga dimungkinkan dilakukan setelah tindak pidana terorisme dilakukan.

Kesimpulan serupa juga dapat ditarik dari Pasal 16 yang berbunyi “Setiap

orang di Ivar wilayah negara Republik Indonesia yang memberikan bantuan,
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kerﬁudahan, sarana, atau keterangan untuk terjadinya tindak pidana terorisme,
dipidana dengan pidana yang sama sebagai pelaku tin@ak pidana sebagaimana
dimaksudkan dalam Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11 dan Pasal
127

Seperti halnya pernbantuan, percobaan juga diatur secara khusus (berbeda

Y

dengan aturan K'L‘JH'I')) yaitu dengan memidana sama scbagai pelaku tindak pidana
terorisme. Hal ini menimbulkan ketidakpuasan keadilan. Pantaskah seorang yang
baru dalam taraf percobaan dihukum sama seperti orang yang telah melakukan
delik selesainya ?

Mengenai perdebatan ini tidak dapat dilepaskan kaitannyé dengan teori-
teori tentang patut dipidananya percobaan. Setidaknya ada 3 (tiga) teori tentang
dasar patut dipidananya percobaan yaitu teori subyekiif, teori obyektif dan teori
campuran. Menurut teori subyektif, dasar patut dipidananya pc1'<;65a3111 terletak
pada sikap batin atau watak berbahayanya dari si pembual. Sedang menurut teori
obyektif, bahwi aasar patut dipidananya percobaan bukan terletak pada
berbahayanya sikap batin si pembuat, tetapi terletak pada sifat berbahayanya
perbuatan yang dilakukan oleh si pembuat. Adapun teori yang ketiga melihat
dasar patut dipidananya percobaan dari dua segi yaitu sikap batin pembuat yang
berbahaya (segi subyektif) dan juga sifat berbahayanya'perbuatan (segi obyektif).

Berdasar pada ketegori teori dasar patut dipidananya percobaan di atas,
témpak bahwa pem.buat Undang-undang Terorisme lebih dipéngaruhi oleh teori
subyektif. Pembuat kebijakan memandang sifat berbahayanya sikap batin dari

orang yang mencoba melakukan kejahatan, oleh karena itu ia pantas dihukum
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sama dan sebanding dengan pelaku kejahatan yang selesai. Mengenai pelaksanaan
menjadi tidak selesai, itu hanya karena adanya fakior lain saja. Sedangkan niat*

orang melakukan kejahatan terorisme jelas sama, baik itu dilakukan selesai atau

tidak selesai (t{gm dalam taraf percobaan).

Hal ini‘fl_ berbeda dengan India yang tetap mmﬁﬁédakan pidana antara
pelaku teror dengan persekongkolan, percobaan, dan pembantuan. Dalam Pasal 3
ayat (3) dan (4) The Prevention of Terrorism Act 2002 dirumuskan:

(3) Whoever conspires or attempis to commit, or advocates, abels, advises or
incites or knowingly facilitates the commission of, a ferrorist uct or any
act preparatory to a terrorist act, shall be punishable with imprisonment
for a term which shall not be less than five years but which may extend (o
imprisonment for life and shall also be liable to fine.

(4) Whoever voluntarily harbors or conceals, or attempls lo harbour or
conceal any person knowing that such person is a terrorist shall be

_ punishable with imprisonment for a term which shall not be less than three
years but which may extend to imprisonment for life and shall also be
liable to fine: Provided that this sub-section shall not apply 1o any case in
which the harbour or concealment is by the husband or wife of the

offender™.

Menurut The Prevention of Terrorism Act India di atas, pelakLi
persekongkolan, percobaan dan pembantuan akan dihukum lebih ringan
dibandingkan dengan pelaku tindak pidana terorisme-nya. Tindak pidana
terorisme terancam pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, sedangkan

persel:ongkolan, percobaan dan pembantuan hanya "diancam dengan pidana

penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama seumur hidup.

32 Unsur-unsur percobaan sebagaimana dirumuskan datam Pasal 53 (1) KUHP adalah : (1) ada niat; (2) ada

?ermulaan pelaksanaan; dan (3) Pelaksanaan tidak selesai bukan semata-mata karena kehendaknya sendiri.

3 htl‘p://ww.smp.orm’sarporgtp/cmmtries/india/'documcntfac[andnrdinzmces/POT_ Ahim
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Salah satu kelemahan yuridis yang terdapat dalam Undang-undang
Terorisme adalah bahwa tidak ada aturan meﬁgenai kapan terjadinya suatu
permufakatanr jahat. Menurut Pasal 15 Undang-undang Terorisme bahwa
permufakatanu j'ahat dipidana sama seperti delik selesainya, padahal undang-
undang tersebut ‘tidak. memberikan definist apa“\ yang dimaksud dengan
“nermufakatan jahat”. Mungkin pembuat undang-undang berfikir bahwa definisi
permufakatan jahat :yang terdapat dalam KUHP dapat diberlakukan terhadap
Undang-undang ini, padahal definisi tersebut (yang terdéipat dalam Bab IX Pasal
88 KUHP) tidak dapat ditransfer begitu saja apabila Undang-undang Terorisme

tidak secara tegas menyebutnya.

ketentuan dalam Bab I sampai dengan Bab VIII buku ini juga berlaku bagi
perbuatan-perbuatan yang oleh ketentuén perundang-undangan lainnyé diancam
dengan pidana, kecuali jika oleh undang-undang ditentukan lain”. Jadi, yang
hanya berlaku bagi " perundang-undangan pidana di luvar KUHP (termasuk
Undang-undang Terorisme) hanya aturan umum yang berada dalam Bab I sampai

dengan Bab VIII KUHP. Dengan demikian aturan permufakatan jahat yang

berada dalam Bab IX Buku I KUHP tidak dapat diberlakukan begitu saja dalan;

Undang-undang Terorisme.

Analog dengan sistematika bertikir di atas, maka banyak terdapat istilah-
istilah dalam Undang-undang terorisme yang tidak diberikan definisi yuridis
seperti fasilitas internasional, pesawat udara, penerbangan, pengamanan

penerbangan, dalam penerbangan, membahayakan keamanan pesawat udara,
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senjata biologis, radiologi, mikroorganisme, radioaktif dan komponennya, serta

beberapa istilahilain yang tidak diberikan definisi yuridis. Meskipun KUHP telah

memberikan deﬁ.nisi yuridis misalnya “pesawat udara” (Pasal 95 a KUHP), dan

“dalam penerbaﬁgan” (Pasal 95 b KUHP), namun istilah tersebut juga tidak dapat

begitu saja dialﬁbil oper oleh Undang-undang Teroris1n§.. _

A2.12. Tindak Pidana Lain Yang Berkaitan [;e;lgan Tindak Pidana
Terorisme’

Undang-undang merumuskan 4 jenis perbuatan yang dikalcgorikan
seb.agai tindak pidana lain yang berhubungan dengan tindak pidana terorisme
yaitu -

1. Menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan atau dengan
mengintimidasi penyelidik, penyidik, penuntut umum, penasihat hukum,
dan/atau hakim yang menangani tindak pidana terorisme sehingga proses

peradilan menjadi terganggu (Pasal 20);

b

Memberikan kesaksian palsu, menyampaikan alat bukti palsu atau barang
bukti palsu, dan mempengaruhi saksi secara melawan hukum di sidang

pengadilan, atau melakukan penyerangan terhadap saksi termasuk

petugas pengadilan dalam perkara tindak pidana terorisme (Pasal 21 Y4 .

3* India juga merumuskan hal ini dalam Pasal 3 ayat 7 *Whoever threatens any persor who is a witness or
any other person in whom such witness may be interested, with violence, or wrongfully restrains or
confines the witness, or any other person in whom the wilness may be interested, or does any other
unlawful act with the said intent, shall be pinishable with imprisonment which may extend to three years

and fine”,
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3. Mencegah, merintangi alau menggagalkan secara langsung atau tidak
langsung penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan
dalam perkara tindak pidana terorisme (Pasal 22);

4. Saksi atau orang lain yang bersangkutafi dengan tinda.k pidana terorisme
yang menyebutkan nama atau alamat pelapor atau hal-hal lain yang

| memberikan kemungkinan dapat diketahuinya identitas pelapor (Pasal 23
jo. Pasal 32).
Patut untuk diperhatikan adalah tindak pidana yéng terumus dalam

Pasal 20 dan Pasal 22 Undang-undang Terorisme ini.

Pasal 20
Setiap orang yang dengan menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan
atau dengan mengintimidasi penyelidik, penyidik, penuntut umum, penasihat
hukum, dan/atau hakim yang menangani tindak pidana terorisme schingga
proses peradilan menjadi terganggu, dipidana dengan pidana penjara paling
singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama [5 (lima belas) tahun.

--- - Perumusan “mengintimidasi” merupakan perumusan yang elastis dan
tidak tegas. Hal ini dimungkinkan adanya penafsiran subyektif para penegak
hukum. Undang-undang tidak memberikan batasan dan penjelasan mengenai
apa yang dimaksud dengan istilah “mengintimidasi”. Apakah pendapat, ulasan
atau komentar dalam rubrik media massa tentang suatu proses peradilan
tindak pidana terorisme dapat dikategorikan “mengintimidasi"’ sebagaimana
dimaksud Pasal 20 Undang-undang Terorisme ? Jawabnya akan. sangat
bervariasi. |
Pasal 22

Setiap orang yang dengan sengaja mencegah, merintangi atau menggagalkan
secara langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan
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di sidang pengadilan dalam perkara tindak pidana terorisme, dipidana dengan
pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun.

Undang-undang tidak memberikan rincian apa yang diketegorikan
tindakan “tidak langsung” yang ditujukan untu}c mencegah, merintangi atau
menggaéalkan proses peradilan perkara tindak pidana terorisme. Sebagaimana
rumusan dalam Pasal 20, rumusan seperti ini pun akén mengundang
multitafsir, yang sangat tergantung pada sﬁbyektiﬁtas para pihak.

A.2.2. Dasar Pertimbangan suatu Perbuatan dikategorikan Terorisme

Setiap kejahatan identik dengan kekerasan, karena memang memperkosa
hak-hak orang lain. Tindak pidana terorisme pun dilakukan tidak luput dari
kekerasan. Namun demikian tidak semua kekerasan dapul dikategorikan sebagai
tindak pidana terorisme. Terorisme merupakan lindak  kekerasan - dengan
karakteristik tersendiri.

Ada pendapat yang mengatakan bahwa terorisme memiliki ciri-f.:'iri dan
karakteristik sebagat berikut® :

a. aksi yang digunakan menggunakan cara-cata kekerasan dan ancaman untuk

menciptakan ketakutan publik;

b. ditujukan kepada negara, masyarakat atau individe atau kelompok ..

masyarakat tertentu;
¢. memerintahkan setiap anggotanya dengan cara teror juga;

d. melakukan kekerasan dengan maksud untuk mendapat dukungan dengan cara

yang sistematis dan terorganisir.

35 Drs. Abdul Wahid, SH.NA dkk, Kejahatan Terorisme : Perspektif Agama, HAM dan Hukum, Refika
Aditama, Bandung, 2004, hal. 32
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Meskipun tanpa mengurai *lebih jauh, Loudewijk F. Paulus®
mengemukakan pendapat bahwa karakteristik terorisme dapat ditinjau dari empat
macam :

a. karakteri‘s;ik organiéasi yang meliputi : pengorganisasian, rekruitmen,
pendanaan dan hubungan internasional;
b. kerakteristik operasi yang meliputi : perencanaan, waktu, taktik dan kolusi;
c. karakteristik perilaku yang meliputi : motivasi, dedikasi, aisiplin, keinginan
membunuh;
d. kafaktéristik sumberdaya yang meliputi : latihan/kemampuan, pengalaman
perorangan di bidang teknologi, persenjataan, perlengkapan dan transportasi.
| Melihat ciri dan karakter terorisme di atas, penentuan perbuatan (tindak
pidana) apa saja yan.g perlu dianggap berkail dengan terorisme merupakan
permasalah_an tersendiri yang tiap ncgara memiliki fokus penanggulangan sendiri-
sendiri.

Dewan Keamanan PBB melalui Resolusinya Nomor 1373 Tahun 2001

memberikan rambu-rambu perihal penentuan kejahatan (terorisme) yang perlu

ditanggulangi oleh tiap-tiap negara. Resolusi tersebut terutama menekankan pada

perlunya memutus mata rantai financial yang seolah menjadi darah bagi

mengalirnya tindakan teror, sebagaimana dirumuskan sebagai berikut :

Decides that all States shall:

(a) Prevent and suppress the financing of terrorist acls,

(b) Criminalize the wilful provision or collection, by any means, directly or
indirectly, of funds by their nationals or in their lerritories with the intention
that the funds should be used, or in the knowledge that they are 10 be used, in
order to carry oul terrorist acts; '

3 Drs. Abdul Wahid, SH.MA dkk, 1bid, hal 33.




(c) Freeze without delay funds and other financial assets or economic resources
of persons who commii, or atfempi lo commil, lerrorist acls or participate in
or facilitate the commission of terrorist acts; of entities owned or controlled
directly or indirectly by such persons; and of persons and entilies acting on
behalf of or at the direction of such persons and entities, including funds
derived or generated from property owned or conirolled direcily or
indirectly by such persons and associated persons and entities;

(d} Prohibit their nationals or any persons and entities withir their territories
from making any funds, financial assets or economic rescurces or financial
or other related services available, directly or indirectly, for the benefit of
persons who commil or attempt o commit or facilitate or participate in the
commission of terrorist acts, of entities owned or controlled, directly or
indirectly, by such persons and of persons and entities acting on behalf of or
at the direction of such persons”;

Jadi, Dewan Keamanan PBB melihat pentingnya :

a. mencegah dan menekan keuangan yang akan digunakan / atau patut
diduga akan digunakan untuk membiayai terorisme, dan sckaligus
mengkriminalisasikannya;

b. membekukan keuangan dan segala asset terorist;

¢. melarang warga negara dan orang lain di negaranya sebagai penyokong
dana ferorisme.

Sedang menurut International Convention for the Suppression of

Terrorist Bombing (12 Januari 1998) merumuskan dalam Article 2 sebagai

I

berikut:

Article 2 : .
1. Any person commits an offence within the meaning of this convention if
that person unlawfully an intentionally delivers, places, discharges or
detonates an explosive or other lethal device in, into or against a place of
public use, a state or government Jacility, a public transportation system
or an infrastructure facility .
a. with the intent to cause death or serious bodily injury; or

37 hitp:/iwww.state.gov/p/oi/rls/othi/200 1/5108.htm
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b. with the intent {0 cause exiensive destruction of such a place, facility
or system, where such destruction resulls in or is likely to result in
major economic loss. :

2. Any person also commits an offence if that person attempts to commit an
offence as set forth in paragraph 1of the present article.
3. Any person also commits an offence if that person :

a. participates as an accomplice in an offence as set forth in paragraph )
or 2 of the present article; or

b. organizes or directs others fo commit an offence as set forth in
paragraph 1 or 2 of the present article; or

c. in any other way contributes lo the commission of one or more
offences as sel forth in paragraph 1 or 2 of the present article article
by agroup of persons acting with a common purpose; such
contribution shall be intentional and either be made with the aim of
Sfurthering the general criminal activity or puspose of the group or be
made in the knowledge of the intention of the group to commii the
offence or offences concerned™

International Convention for the Suppression of Terrorist Bombing (12
Januari 1998) menentukan bahwa dianggap melakukan tindak pidana terorisme :
1. Bargng siapa dengan sengaja dan melawan hukum mengirim, meletakkan,

meledakkan bahan peledak pada tempat umum, fasilitas negara atau
pemerintah, atau terhadap sistem pengangkutan umum atau suatu fasilitas
' iﬁfrastruktur:
"a. Dengan tujuan untuk adanya kematian atau luka-luka serius; atau
b. Dengan tujuan untuk adanya kerusakan tempat, fasilitas atau sistem
tersebut yang dapat mengakibatkan kerugian ekonomi.
2. Dianggap melakukan tindak pidana ini (terorisme) orang yang mencoba
melakukan hal sebagaimana ayat (1) di atas;

3. Di samping itu, juga dianggap mclakukan tindak pidana terorisme orang

yang:

8 hugp wwunode.org anodeterrorisin, sonvention. Aerrorist bombing bl
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a. Turut serta; atau
b. Mengorganisir atau mengarahkan; atau
¢. Berperan serta dalam suatu kelompok untuk melakukan tindak pidana.

Adapun perbuatan yang dianggap sebagai tindakan teror di Indonesia

sebagimana dirumuskan dalam rumusan Pasal 6 — 16 Undang-undang Terorisme.

L ~
)

Ciri-ciri  kejahatan yang dikategorikan sebagai terorisme menurut Undang-

undang Terorisme adalah kejahatan yang :

a.

b.

menggunakan kekerasan alau ancaman kekerasan;

menimbulkan / dengan maksud menimbulkan suasana ieror atau rasa takul
terhadap orang secara meluas alaln menimbulkan korban yang bersifat massal;
dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa dan harta benda
orang lain;

mengakibatkan / untuk menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap
obyek-obyek vital yang strategis atau lingkungan hidup atau fasilitas publik
atau fasilitas internasional.

Selain itu, dipandang melakukan tindak pidana terorisme, perbuatan

sebagai berikut :

a.

Tindak pidana penerbangan dan kejahatan terhadap sarana/prasarana

penerbangan;

Kejahatan berkaitan dengan senjata api, amunisi atau bahan peledak dan
bahan berbahaya lain untuk melakukan tindakan terorisme;

Kejahatan  berkaitan dengan  senjata kimia, biologis, 1'adiologi,

mikroorganisme, radioatif atau komponennya;
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d. Penyediaan dana yang menunjang terorisme;

e. Merencanakan, mencoba, membantu, bermufakat untuk melakukan terorisme.

v

Sebagai bahan perbandingan, perlu dikutip karakteristik aksi terorisme
menurut Terrorism Act 2000 UK, bahwasannya terorismie mengandung arti
sebagai penggunaan atau ancaman tindakan dengan ciri-eirt:

1. (1) In this Act "terrorism" means the use or threat of action where :

(a) the action falls within subsection (2), .

(b) the use or threat is designed fo influence the government or to intimidale
the public or a section of the public, and .

(c) the use or threat is made for the purpose of advancing a political,
religious or ideological cause.

(2) Action falls within this subsection if it .

(a) involves serious violence against a person,

(b) involves serious damage (o property,

(c) endangers a person's life, other than that of the person commilting the
action,

(d) creates a serious risk to the health or safety of the public or a section of

the public, or
(e) is designed seriously fo interfere with or seriously (0 disrupt an
electronic system.
(3) The use or threat of action falling within subsection (2) -which involves the
use of . ﬁrearms or explosives is terrorism whether or not subsection (1) (b)

is satisfied”.

Ciri-ciri yang dapat dikategorikan sebagai teorisme menurut Terrorism

Act Inggris adalah :

1. Perbuatan yang menimbulkan kecclakaan serius terhadap  sescorang,

mengandung kerusakan serius terhadap barang, meinbahayakan kehidupan

manusia, membahayakan keselamatan badan atau jiwa, yang dirancang secara .

serius dengan menggunakan sistem electronik.

3 hitp:/Avww, hinso.gov.uk/acts/acts2000/0001 1 -b. htm#1
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2. Dirancang dengan menggunakan atau ancaman kekerasan  untuk
~nrempengaruhi kebijakan pemerintah atau untuk menciptakan rasa takut pada
masyarakat luas.
3. Digunakan untuk tujuan politis, religius atau ideologis.
Di samping itu Inggris juga menegas:kan bahwa setiap ancaman atau

penggunaan senjata api atau bahan peledak dianggap-melakukan teroris meskipun

dengan / tanpa motif mempengaruhi kebijakan pemerintah atau untuk
menciptakan rasa takut pada masyarakat.

Selain karakteristik terorisme di atas, patut untuk diwaspadai adalah apa
yang disebut dengan terorisme gayu baru”  yang mengandung karakteristik
sebagai berikut :

adanya maksimalisasi korban secara sangat mengerikan;

keinginan untuk mendapatkan liputan media massa secara internasional

secepat mungkin;

c. tidak pernah ada yang membuat klaim terhadap terorisme yang sudah

dilakukan;
d. serangan terorisme itu tidak pernah terduga sebelumnya;

Terorisme gaya baru ini sering ditujukan pada penyerangan terhadap

masjid dan gereja, menghantam pasar atau supermarket, kantor pemerintahan atau
lembaga pendidikan, night club, bar, hotel, dan bisa juga menyerang
perkampungan desa maupun kota. Serangan bisa dilakukan di jalan raya, dalam

kereta api, bus, pesawat terbang, kapal laut dan segala macam sarana prasarana

umum.

% Drs. Abdul Wahid, SH.MA dkk, Opcit, hal 34.




A.3. Kebijakan Pertanggungjawaban Pidana dalam Undang-undang Terorisme

A.3.1. Sistem Pertanggungjawaban Pidana

Membicarakan masalah pertanggungjawaban pidana terkail cral dengan
unsur kesalahan. Membicarakan kesalahan dalam hukum bidana berarli
membicarakan . jantungnya hukum pidana®’. Pidana tidak serta merla dapat
dijatuhkan kepada seseoréng hanya mendasarkan pada orané itﬁ telah melakukan
suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau bersifat melawan hukum.
Untuk dapat dipidananya seseorang yang telah melakukan perbuatan melawan
hukuth tersebut harus dapat dibuktikan bahwa orang tersebut mempunyai
kesalahan (bersalah). Hal ini berarti bahwa orang lersebut harus dapat
dipertanggungjawabkan atas perbuatannya atau jika dilihat  dari sudut
perbuatannya, perbuatan tersebut harus dapal dipertanggungjawabkan kepada
orang tersebut’?.

Simons sebagaimana dikutip Roeslan Saleh™  mengatakan  bahwa
kesalahan adalah keadaan psykhis orang yang melakukan perbuatan dan
hubungannya dengan perbuatan yang dilakukan sedemikian rupa sehingga orang
tersebut dapat dicela karena perbuatan tadi.

Dari rumusan Simons tergambar bahwa yang harus diperhatikan dalam
kesalahan adalah:

(1) keadaan jiwa dari orang yang melakukan perbuatan;

1 Sebagaimana dikatakén Idema dalam Sudarto, Hukum Pidana I, Opcit, hal. 86

42 .
* Sudarto, fbid, hal. 85
¥ Roeslan Saleh, Perbuatan Pidana dan Pertanggungan Jawab Pidana : Dua Pengertian Dasar Dalam

Hukum Pidana, Aksara Baru, Jakarta, [981, hal. §2
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(2) hubungan antara keadaan jiwa dengan perbuatan yang dilakukan harus
sedemikian rupa sehingga orang tersebut dapat dicela karenanya.

Mengenai hal yang pertama yaitu keadaan jiwa ‘seseorang yang
melakukan perbuatan, ilmu hukum pidam; lazifn menyebutnya masalah
kemampuan bertanggungjawab. Sedang hal yang kedua yaitu hubungan antara
jiwa itu dengan perbuatan yang dilakukan, merupakan masalah kesengajaan,
kealpaan serta alasan pemaaf.

Dengan demikian pertanggungjawaban pidana meliputi ada / tidaknya
kemampuan bertanggungjawab, kesengajaan / kealpaan dari si pembuat dan tidak
adanya alasan pemaaf.

KUHP menyatakan bahwa seseorang hanya dapat dipertanggungjawabkan
apabila ia melakukan tindak pidana dengan kesengajaan alau kealpaan. Pada
prinsipnya, perbuatan yang dapat dipidana adalah perbualan yang dilakukan
dengan sengaja, kecuali peraturan perundang-undangan menentukan sceara legas
bahwa suatu tindak pidana yang dilakukan dengan kealpaan dapat dipidana.

Undang—ulndang Terorisme merumuskan kesalahan (dalam arti sempit
yaitu adanya kesengajaan dan kealpaan) secara lengkap. Dengan kata lain
Undang-undang Terorisme mengatur tindak pidana terorisme yang dilakukan
dengan cara sengaja maupun kealpaan. |

Pasal-pasal yang secara tegas merumuskan kata “dengan sengaja”
ditegaskan dalam Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8 hurufc, e, f, I, m, dan n, Pasal 10, Pasal

11, Pasal 12, Pasal 13 dan Pasal 22. Sedang kata “karena kealpaan” dirumuskan

secara tegas dalam Pasal 8 butir d, dan g. Ada sebagian pendapat yang menolak
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dimasukkarinya delik kealpaan dalam tindak pidana terorisme dengan alasan
bahwa hal ini tidak sesuai dengan karakterisrik fénome'na terorisme dan unsur-
unsur tindak pidana teror yang mengharuskan adényﬁ kesengajaan®”.

Kesengajaan, dalam Undang-undang Terorisme dirumuskan dengan
berbagai bentuk perumusan khusus misalnya “dengah maksud”, “merencanakan”,
dan “mengintimidasi”.

Pelaku yang dapat dipertanggungjawabkan dalam tindak pidana terorisme
dan tindak pidéma yang berkaitan dengan terorisme ini meliputi orang perorangan
(natural person) fnaupun badan hukum / korporasi (legal person), baik sebagai
pelaku (dader), menyuruhlakukan (doenpleger), turut serta (medepleger),
pembujukan (uitlokker) maupun pembantuan. Khusus mengenai pembantuan,
Undang-undang Terorisme tidak hanya membatasi pembantuan  scbelum
dilakukannya terorisme dan pada saat dilakukannya terorisme, tetapi juga
mengenal pembantuan setelah dilakukannya terorisme.

Pertanggungjawaban terhadap badan hukum / korporasi sudah diatur
dalam Undang-undang Terorisme. Dalam Bab I mengenai Ketentuan Umum

butir 2 dan 3 ditegaskan :

2. Setiap orang adalah orang perorangan, kelompok orang baik sipil, militer
maupun polisi yang bertanggungjawab secara individual atau korporasi.

3. Korpcrasi adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi
baik merupakan badan hukum maupun bukan merupakan badan hukum.

Dari rumusan di atas, berarti bahwa apabila ada perumusan “setiap orang”

dengan demikian melipui pula korporasi. Korporasi dalam pengertian  ini

dimaksudkan dalam kategori pengertian pidana. Korporasi dalam pengertian

“ lihat Rusdi Marpaung & Al-Araf (ed), Opcit, hal. 70
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pidana lebih luas dari pengertian dalam hukum perdata. Korporasi  dalam
pengerlian hukum perdata hanya terbatas pada sekumpulan orang dan/atau harta
kekayaan yang berbadan hukum.

Tindak pidana terorisme® yang dilakukan korporasi diatur dalam 2 pasal
yaitu Pasal 17 dan Pasal 18 Undang-undang Terorisme. Untuk lebih jelasnya akan
dikutip rumusan kedua pasal tersebut :

Pasal 17 :

(1) __ Dalam hal tindak pidana terorisme dilakukan oleh atau atas nama suatu
korporasi, maka tuntutan dan penjatuhan pidana dilakukan terhadap
korporasi dan/atau pengurusnya;

(2) Tindak pidana terorisme dilakukan oleh korporasi apabila tindak pidana
tersebut dilakukan oleh orang-orang baik berdasarkan hubungan kerja
maupun hubungan lain, bertindak dalam lingkungan korporasi tersebut
baik sendiri maupun bersama-sama;

(3) Dalam hal tuntutan pidana dilakukan terhadap suatu korporasi, maka
korporasi tersebut diwakili oleh pengurus.

Pasal 18 :

(1) Dalam bal tuntutan pidana dilakukan terhadap korporasi, maka panggilan
untuk menghadap dan penyerahan surat panggilan tersebut disampaikan
kepada pengurus di tempat tinggal pengurus atau di tempat pengurus
berkantor;

(2) Pidana pokok yang.dapat dijatuhkan .terhadap korporasi hanya dipidana
dengan pidana denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,- (satu trilyun
rupiah); : : 3

(3) Korporasi yang terlibat tindak pidana terorisme dapat dibekukan atau
dicabut izinnya dan dinyatakan sebagai korporasi terlarang.

Dari perumusan Pasal 17 dan Pasal 18 tersebut diketahui bahwa Undang-

undang Terorisme :

45 Gecara limitatif tindak pidana terorisme dirumuskan dalam Pasal 6 — 16 Undang-undang Terorisme.

128




1. Méngakui subyek hukum korporasi (fegal per.s'on); di samping pribadi alamiah
(natural person).

2. 'ferorisme yang dilakukan oleh korporasi, maka penuntutan dan penjatuhan
pidana dapat dijatuhkan kepada : k

a. Korporasi saja;
b. Korporasi dan pengurusnya; atau
¢. Pengurusnya saja.

3. Korporasi dapat dipeﬁanggungjawabkan atas tindak pidana terorisme yang
dilakukan oleh orang / atau orang-orang baik sendiri-sendiri maupun bersama-
sama tidak hanya berdasarkan hubungan kerja, tetapi juga atas dasar
hubungan lain. Korporasi sudah dapat dipertanggungjawabkan atas tindak
pidana {erorisme yang dilakukan oleh orang / atau orang-orang baik sendiri-
sendiri maupun bersama-sama apabila dapat dibuktikan adanya hubungan
kerja atau hubungan lain.

4. Jenis pidana yang dapat dijatuhkan hanya pidana denda yaitu paling banyak
satu trilyun rupiah. Namun demikian korporasi juga dapat dibekukan atau
dicabut izinnya dan dinyatakan sebagai korporasi terlarang.

Dari sini terlihat, seolah-olah bahwa korporasi hanya dapat dikenakanb

“civil ligbility”. Padahal pidana-pidana “custodial” seharusnya dapat juga

diterapkan misalnya :

a. Skorsing (penghentian operasional korporasi) untuk jangka waktu tertentu

pada hakekatnya juga merupakan “penjara”.

129

- SRR S e T T



b. Pembekuan / pencabutan izin operasi untuk selama-lamanya bisa diartikan
sebagai pidina mati.

¢. Pembatasan bergerak, pengurangan hak-hak tertentu, pengumuman putusan
hakim dan lain-lain.

Jadi penjatuhan pidana denda sebenarnya bukanlah satu-satunya jenis
pidana untuk korporasi. Perihal pidana denda, ‘Uhdang~undang; Terortsme tidak
mengatur lebih lanjﬁt ‘apebila denda yang dijatuhkan kepada korporasi ternyata
tidak dibayar. Hal terakhir ini akan menjadi permas%tlahan yuridis, karena jalan
keluar yang tercantun dalam Pasal 30 KUHP (yaitu dikenakan kurungan
pengganti) tidak dapat diterapkan. Hal ini karcna Pasal 30 KULIP tersebut hanya
dapat diterapkan terhadap subyek hukum “natural persons” saja. KUHP tidak
mengenal subyek hukum berupa korporasi. Dengan demikian, KUHP masih
berada_pada tahap pertama dalam perkembangan pertanggungjawaban pidana
korporasi.

Perkembangan  korporasi  sebagai  subyek hukﬁm dan  dapat
dipertanggungjawabkan secara pidana, dapat ditelusuri melalui tahap-tahap46 :
1. tahap pertama
Pada tahap ini hukum pidana tidak mengenal korporasi sebagai pelaku
tindak pidana. Hal ini karena penolakan terhadap “collective responsibility”
yang sewenang-wenang sebelum revolusi Perancis tahun 1789, selﬁngga

muncullah maxim “societas  delinquere non potest” (badan hukum/

perkumpulan tidak dapat melakukan tindak pidana).

4 Muladi dan Dwija Priyatno, Pertanggungjawaban Korporasi dalam Hukumn Pidana, Bagian penerbitan
Sekolah Tinggi Hukum Bandung, 1991, hal. 35-37. '
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2.

tahap kedua

pada tahap ini korporasi sudah dikenal sebagai pelaku tinciak pidana. Hal ini
karena pengaruh konsep pelaku fungsional (functioneel daderschap).
Namun pada tahap ini, meskipun korporasi dapat melakukan tindak pidana,
tetapi yang dapat dipertanggungjawabkan hanyalah anggota pengurus, asal
dengari tegas dinyatakan demikian dalam i)ératuran itu’’ (AD/ART
korporasi- pen).

tahap ketiga

tahap ini merupakan perkembangan dari tahap ketiga. Permintaan
pertanggungjawaban di samping dapat dikenakan kepada pengurus, juga
dapat secara langsung kepada korporasi yang bersangkutan,

Pertanggungjawaban korporasi secara langsung (bukan hanya pengurusnya)

akhir-akhir ini banyak berkembang bahkan hampir setiap undang-undang

khusus (diluar KUHP) memasukkan korporasi sebagai pelaku tindak pidéna

sehingga dapat dimintai pertanggungjawaban secara langsung. Namun

perkembangan ini belum menimbulkan kepuasan, lantaran pertangungjawaban

korporasi tersebut hanya dikenal dalam undang-undang khusus (di luar KUHP),

tidak dimasukkan dalam aturan umum KUHP. Ketidakpuasan inilah yang

melahirkan tahap keempat dalam perkembangan korporasi, sebagai tahap

berikutnya.

a7 Mardjono Reksodipuro sebagaiamana dikutip oleh Muladi dan Dwija Priyatno, Pertanggungiawaban
Korporasi dalam Hukum Pidana, Bagian Penerbitan Sekolah Tinggi Hukum Bandung, 1991, hal. 36.

131




Di Belanda telah berada pada tahap perkembangan yang| keempat ini

semenjak adanya amandemen Pasal 51 KUHP Belanda pada tahun 1976 melalui

Undang-Undang tanggal 23 Juni 1976, Stb. 377 yang berbunyi :

1.
2.

\
Tindak pidana dapat dilakukan oleh manusia alamiah dan badan hukum;
Apabila suatu tindak pidana dilakukan oleh badan hukum, dapat dilakukan
tuntutan pidana dan jika dianggap perlu dapat dijatuhkan pidana dan
tindakan-tindakan yang tercantum dalam undang-undang ter}ﬂ‘adap : badan
hukum atau terhadap yang “memerintahkan™ melakukan perbuatan itu,
terhadap mereka yang bertindak sebagai “pemimpin™ melakukan tindakan
yang dilarang itu, atau terhadap “badan hukum” dan “yang memerintahkan
melakukan perbuatan” di atas bersama-sama;
Bagi pemakai ayat selebihnya disamakan den%;zm badan hukum : perseroan
tanpa badan hukum, perserikatan dan yayasan®.

Dengan dirumuskanaya ketentuan tersebut dalam ketentuan umum KUHP

Belanda, maka ketentuan (Pasal 51 KUHP Belanda) tersebut berlaku untuk

tindak pidana korporasi baik yang diatur oleh KUHP Belanda maupun di tuar

KUHP Belanda. Tahap ini lah yang belum terjadi di Indonesia. Namun terdapat

keadaan yang menggembirakan karena Konsep KUHP (elah mengakomodir

perkembangan ini.

A.3.2. Sistem Pidana dan Pemidanaan

Pidana merupakan salah satu dari masalah pokok dalam hukum pidana, di

samping perbuatan pidana dan perlanggungjawaban pidana. Apabila diartikan

secara luas, sistem pemidanaan meliputi suatu proses pemberian ata
pidana oleh hakim, maka pidana hanya merupakan bagian kecil saj

pemidanaan.

u penjatuhan

a4 dari sistem

8 Muladi, (Talazani : ed), Demokratisasi, Hak Asasi Manusia dan Reformasi Hulum di Indonesia, Opcit,

hal. 158-159.
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Secara luas dapatlah dikatakan bahwa sistem pemidanaan mencakup
keseluruhan ketentuan perundang-undangan yang mengatur bagaimana hukum

pidana itu ditegakkan atau dioperasionalkan secara konkret sehingga sescorang

49

dijatuhi pidana™. Dengan demikian keseluruhan aturan perundang-undangan

mengenai hukum pidana substantif, hukum pidana formal maupun hukum
pelaksanaan pidana harus dipandang sebagai satu kesatuan sistem pemidanaan.
Dalam penulisan ini hanya akan dibatasi mengenai sistem pémidanaan dalam

aluran hukum pidana materiil saja.

Hukum pidana, dibandingkan dengan cabang hukum lain, merupakan

hukum yang dilengkapi dengan sanksi pidana yang tegas —untuk tidak dikatakan

keras. Pidana merupakan suatu penderitaan yang sengaja dibebankan kepada‘
orang yang melakukan perbuatan-perbuatan yang memenuhi syaral-syarat
tertentu®® (melakukan tindak pidana). Karena merupakan suatu penderitaan atau
nestapa, maka diperlukan kehati-hatian dalam' penjatuhan pidana termasuk
penetapan / perumusannya. Penetapan pidana bukan berarli tanpa dasar tujuan.
Penetapan pidana harus didasarkan atas pertimbangan yang cukup beralasan atau

rasional dengan berorientasi pada tujuan yang akan dicapai.

[

Dalam hal penjatuhan pidana, ilmu hukum pidana mengenal paling tidak
dua kelompok teori pemidanaan yaitu teori absolut atau teori pembalasan
(retributive/vergeldingstheorieen)  dan ‘teori relatif atau  teori ‘ tujuan
(utilitarian/doeltheorieen). Teori yang pertama berpendab;at bahwa pidana

dijatuhkan semata-mata karena orang telah melakukan kejahatan atau tindak

49 Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai Hukum Pidana, Citra Aditya Bakti, , Bandung, 2002, hal. 117
5% Sudarto, Hukum Pidana I, Opcit, hal. 9.
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pidana (quia peccatum est). Pembalasan adalah tujuan utama dari teori ini, dan di
dalamnya tidak mengandung sarana-sarana untuk tujuan lain. Sedangkan pada
teori yang kedua berpendapat bahwa memidana bukanlah untuk memuaskan
tuntutan absolut dari keadilan. Pembalasan itLBi sendiri tidak memiliki nilai, tetapi
hanya scbagai sarana untuk melindungi kepentingan masyarakat. Pidana
dijatuhkan bukan karena orang telah melakukan kejahatan (quia peccatum est)
melainkan supaya orang jangan melakukan kejahatan (e pec&etur)ﬂ. Apabila
dilihat tujuan lebih jauh, maka pencegahan sebenarnya bukan tujuan akhir dari
teori ini, tetapi hanya sebagai sarana untuk mencapai tujuan yang lebih tingg
yaitu perlindungan masyarakat demi mencapai kesejahteraan masyarakat. Tujuan
ini sering disebut dengan istilah social defence. Marc Ancel yang menawarkan
social defence (perlindungan sosial / masyarakat) dalam dua konsepsi /
interpretasi yaitu52 :

1. Interpretasi kuno (tradisibnal) yang membatasi perlindungan masyarakat itu
dalam arti “penindasan kejabatan” (repression of crime). Jadi social defence
diartikan sebagai perlindungan masyarakat terhadap kejahatan.

2. Interpretasi modern yang mengartikan social defence sebagai pencegahan

kejahatan dan pembinaan para pelanggar (the prevention of crime and the

treatment of offenders).

51 Muladi dan Barda Nawawi Arief, Teori-Teori dan Kebijakan Hukum Pidana, Alumni, Bandung, 1984,

hal.16
52 Barda Nawawi Arief, Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara,

Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 2000, hal. 83.




Barda Nawawi Arief, mengurai lebih jauh tentang identifikasi dari

beberapa aspek social defence tersebut yaitu® :

1. Perlindungan masyérakat terhadap perbuatan anti-sosial yang merugikan dan

membahayakannya. Tujuan pidana diarahkan sebagai “penindasan kejahatan”
(repression of crime), “pengurangan kejahgtap” (reduction of crime) .atau
“pengendalian kejahatan” (control of crime).

Perlindungan masyarakat terhadap sifat berbahayanya orang / si pelaku tindak
pidana. Tujuan pidana diarahkan untuk memperbaiki‘si pelaku. Istilah yang
sering digunakan antara lain : rehabilitasi, reformasi, freatment of offenders,
reedukasi, readaptast sosial, resosialisasi, pemasyarakatan dan pembebasan.
Perlunya perlindungan masyarakat terhadap penyalahgunaan kekuasaan
dalam menggunakan sanksi pidana atau reaksi terhadap pelanggar pidana.
Tujuan pidana diarahkan untuk mengatur / membatasi kesewenangan
penguasa maupun warga masyarakat pada umumnya. 'I.‘uju‘an pidana adalah
policing the police, di samping juga untuk menghindari balas dendam. Jadi
tujuan pidana adalah untuk melindungi si pelanggar terhadap pembalasan
sewenang-wenang di luar hukum atau pembalasan secara tidak reémi
{unofficial retaliation).

Perlindungan masyarakat terhadap keseimbangan atau kesel_arasan berbagai
kepentingan dan nilai yang terganggu oleh adanya kejahatan. Dari aspek ini
akan dilahirkan tujuan pidana untuk memelihara atau memulihkan

keseimbangan masyarakat.

53 Barda Nawawi Arief, Kebijakan Legisiatif dalam Penanggulangan Kejohatan dengan Pidana Penjara,
Opcit, hal. 85 — 88.
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Undang-undang Terorisme di dalamnya tidak secara ﬁyata merumuskan
tyjuan pemidanaan. Begitu juga KUHP pun tidak ditemui adanya tujuan
pemidanaan. Hal ini berbeda dengan Konsep KUHP yang telah merumuskan
adanya tujuan pemidanaan. Tujuan pemidanaan sebagimana dirumuskan dalam
Pasal 50 Konsep KUHP adalah :

(1) Pemidanaan bertujuan :

a. mencegah dilakukannya tindak pidana dengﬁn menegakkan norma
hukum demi pengayoman masyarakat;

b; memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga
menjadi orang yang baik dan berguna;

c. menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana,
memulibkan keseimbangan, dan mendatangkan rasa damai dalam_
masyarakat; dan

d. membebaskan rasa bersalah pada terpidana.

(2) Pemidanaan tidak dimaksudkan untuk menderitakan . dan merendahkan
martabat manusia.

KUHP juga tidak memuat pedoman pemberian  pidana
(straﬁéemelingfngsleiddmad) yang umum, yaitu suatu pedoman yang dibuat olel;.
pembentuk undang-undang yang memuat asas-asas yang perlu diperhatikan E)-leh
hakim dalam menjatulikan pidana. KUHP hanya mengatur tentang pemberian
pidana (s!raﬂoemetingsregel;v), misalnya ketentuan mengenai pengurangan pidana

terhadap anak (Pasal 47 ayat (1)), ketentuan pemberian pidana terhadap pejabat
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(Pasal 52), pemotongan selama masa tahanan (Pasal 33), dan aturan pemberian
pidana terhadap tindak pidana perbarengan (Pasal 63 — Pasal 71).

Pemberian pidana dapat dilihat dari jenis pidananya (straf seort), ukuran
atau lama pidananya (straf maat) maupun pelaksanaan pidananya (straf modus).
Penuiisan ini hanya menekankan pada hukum ﬂpidana materiil, sehingga hanya
membahas masalah jenis pidana dan ukuran / lamanya pidana yang termuat dalam
rumusan Undang-undang Terorisme.

A.d. Kebijakan Pengaturan Sanksi Pidana dalam Undang-undang Terorisme
A.4.1. Pengaturan Jenis-Jenis Pidana

Dalam membahas jenis pidana (sfraf soortf) yang terumus dalam Undang-
undang Terorisme, terlebih dahulu dibahas mengenai jenis pidana yang diatur
dalam KUHP sebagai induk hukum pidana. Pasal 10 KUHP mengatur jenis
pidana yang terdiri dari lima pidana pokok dan tiga pidana tambahan. Secara
lengkap akan dikutip bunyi lengkap pasal tersebut sebagai berikut :
Pidana terdiri atas :

a. Pidana pokok.
1. pidana mati,
2. pidana penjara,
3. pidana kurungan,
4, pidana denda,
5. pidana tutupan™
b. Pidana tambahan.
1. pencabutan hak-hak tertentu,
2. perampasan barang-barang tertentu,
3. pengumuman putusan hakim.

Salah satu pidana pokok yang paling utama dalam KUHP Indonesia

adalah pidana mati. Pidana mati seolah menjadi sanksi idola yang sampai

%% Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1946 Tentang Pidana Tutupan
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sekarang masih tetap dipertahankan. Dewasa ini terjadi diskursus mengenai masth
perlu tidaknya pencantuman pidana mati dalam hukum pidana. Ada beberapa
negara. yang telah mencabut pidana mati dalam sistem hukum pidananya antara
llain Venezuela, Columbia, Rumania, Brazilia, Costarica, Uruguay, Chile,
Denmark, dan bahkan Belanda juga telah mencabut pidana mati dalam WvS nya.

Hal ini merupakan konsekwensi dari pemikiran bahwa tujuan pidana
adaléh untuk meresosialisasikan si terpidana i(ep;da masyarakat. Terpidana pada
saatnya nanti akan dikembalikan ke tengah-tengah kehidupan masyarakal untuk
menjadi individu yang baik. Dalam konteks yang lebih jauh, bahwa tujuan pidana
dan hukum pidana adalah sebagai perlindungan masyarakat untuk mencapai
kesejahteraan sosial. Pencantuman pidana mati dianggap seolah memiliki standar
gan;i;; lkarena lebih ditekankan pada sisi pembalasan, si terpidana tidak diberi
kesempatan untuk memperbaiki diri dan kembali ke masyarakat.

Kalangan ahli hukum pidana terdapat pendapat pro dan kontra perlunya
pidana mati bahkan lebih lanjut mempertanyakan pula perlu/tidaknya sanksi
pidana. Bahkan menurut Filippo Gramatica® bahwa hukum pidana sekarang
harus diganti dengan hukum perlindungan sosial. Tujuan utama dari hukum
perlindungan sosial (social defence) adalah mengintegrasikan individu ke dalam
tertib sosial dan bukan pemidanaan terhadap perbuatannya. Gramatica dengan’
tegas menyatakan ide penghapusan pidana. Kelompok inilah yang kemudian
memunculkan paham abolition of punishmenf. Menurut mereka, pidana
merupakan “peninggalan dari kebiadaban kita masa lalu” (a vestige of our

savage)’® yang seharusnya dihindari. Pidana merupakan tindakan perlakuan atau

pengenaan penderitaan yang kejam.

55 Barda Nawawi Arief, Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara,

Opcit, hal. 19.
56 Barda Nawawi Arief, Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara,

Ibid, hal. 18
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Pendapat yang dapat dikategorikan masih menganggap perlunya sanksi
pidana digunakan dalam penanggulangan kejahatan dikemukakan banyak ahli,
antara lain Roeslan Saleh. Roeslan Saleh mengemukaan 3 alasan perihal masih
| pt?rlunya pidana dan hukum pidana’’ yaitu : i l.

1. Perlu tidaknya hukum pidana tidak terletak pada persoalan tujuan-tujuan yang
hendak dicapai, tetapi terletak pada persoalan sébcrapa jauh untuk mencapai
tujuan itu boleh menggunakan paksaan;

2. Ada usaha-usaha perbaikan atau perawatan yang tidak mempunyai arti sama
sekali bagi si terhukum; dan di samping itu harus tetap ada suatu reaksi atas
pelanggaran-pelanggaran norma yang telah df]akukannya itu dan tidaklah
dapat dibiarkan begitu saja;

3. Pengaruh pidana atau hukum pidana bukan semata-mata ditujukan pada si
pembuat, t;:tapi juga untuk mempengaruhi orang yang (idak jahat yaitu warga
masyarakat yang mentaati norma-norma masyarakat,

Bagaimana pandangan Konsep IKUHP ? Berdasar prinsip monodualistis,
Konsep KUHP lebih menitikberatkan pada keseimbangan antara kepentingan

umum dan kepentingan individu. Dari sisi kepentingan umum, Konsep KUHP

masih memandang perlunya dicantumkan pidana mati. Namun demikian pidana

mati di dalam Konsep KUHP tidak dimasukkan dalam deretan pidana pokok —
sebagaimana dalam KUHP, tetapi ditempatkan tersendiri sebagai jenis pidana

yang bersifat khusus, eksepsional dan selalu diancamkan secara alternatif.

57 sebagaimena dikutip Barda Nawawi Arief, dalam Barda Nawawi Arief, Kebijakan Legislatif dalam
Penanggulangan Kejehatan dengan Pidana Penjara, Ibid, hal. 20.
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Konsep KUHP merumuskan kelentuan jenis pidana sebagai berikut :
Pasal 60

(1) Pidana pokok terdiri atas :
a. pidana penjara;
b. pidana tutupan; v
¢. pidana pengawasan; '
d. pidana denda;
e. pidana kerja sosial. .
(2) Urutan sebagaimana Jimaksud dalam ayat (1) menentukan berat ringannya
pidana. '

Pasal 61
Pidana mati merupakan pidana yang bersifat khusus dan selalu diancamkan

secara alternatif.

Pasal 62

(1) Pidana tambahan terdiri atas :

. pencabutan hak tertentu;

b. perampasan bdrang tertentu dan atau tagihan;

¢. pengumuman putusan hakim;

. pembayaran ganti kerugian; dan

. pemenuhan kewajiban adat.

(2) Pidana tambahan sevagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat
dijatuhkan jika tercantum secara tegas dalam perumusan tindak pidana.

(3) Pidana tambahan berupa pemenuhan kewajiban adat atau pencabutan hak
yang diperoleh korporasi dapat dijatuhkan walaupun tidak tercantum dalam
perumusan tindak pidana. _

(4) Pidana tambahan untuk percobaan dan pembantuan adalah sama dengan

pidana tambahan untuk tindak pidananya.

&

(¢ =

Di samping dari sisi kepentingan umum (masyarakat), Konsep KUHP,
juga memperhatikan kepentingan individu dalam hal pidana mati. Konsep KUHP
memberi rambu-rambu bahwa penerapan pidana mati haruslah bersifat selektif,
hati-hati dan berorientasi juga pada perlindungan / kepentingan individu. Oleh
karena itu, Konsep KUHP memberikan ketentuan adanya “penundaan

pelaksanaan pidana mati” atau “pidana mati bersyarat” dengan masa percobaan

140




selama 10 tahun®. Ketentuan ‘ini'{dfrumuskaﬂda[am Pacal 82 Konsep KUHP yang
berbuny! :

(1) Pelaksanaan pidana mati dapat ditunda dengan masa percobaan selama 10

{sepuluh) tahun, jika :

a. reaksi masyarakat terhadap terpidana tidak terlalu besar;

b. terpidana menunjukkan rasa menyesal dan ada harapan untuk diperbaiki;

c. kedudukan terpidana dalam penyertaan tindak pidana tidak terlalu penting;
dan -

d. ada alasan yang meringankan. :

(2) Jika terpidana selama masa percobaan sebagaimana dlmaksud dalam ayat (1)
menunjukkan sikap dan perbuatan terpuji, maka pidana mati dapat diubah
menjadi pidana seumur hidup atau pidana penjara paling lama 20 (dua puluh)
tahun dengan Keputusan Menteri Hukum dan Perundang-undangan.

(3) Jika terpidana selama masa percobaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)
tidak menunjukkan sikap dan perbuatan yang terpuji serta tidak ada harapan
untuk d1perba1k1 maka pidana mati dapat dilaksanakan atas perintah Jaksa
Agung.

Sebagaimana pidana mati, pidana penjara juga menuai kelompok pro dan
kontra, terutama berkaitan dengan pidana penjara seumur hidup. Pidana penjara
merupakan salah satu bentuk nestapa berupa penghilangan kemerdekaan. Apabila
dihubungkan dengan tujuan pemidanaan yaitu untuk memperbaiki terpidana
supaya menjadi anggota masyarakat yang berguna, maka pidana penjara seumur
hidup tidak lagi sesuai dan tidak dapat diterima®.

Pidana lain yang serupa dengan pidana penjara adalah pidana kurungan.

[

Dibandingkan dengan pidana penjara, pidana kurungan memiliki keringanan-

keringanan sebagai berikut® :

58 parda Nawawi Arief, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, Opcit, hal. §5-89.
59 Andi Hamzal, Sistem Pidena dan Pemidanaan Indonesia : dari Retribusi ke Reformasi, Pradnya

Paramita, Jakarta, 1986, hal. 28.
60 GR. Siantwi, Asas-Asas Hukwmn Pidana di Indonesia dan Penerapannya, Alumni AHAEM-PETEHAEM,

Jakarta, 1986, hal. 471-472.
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Terhadap terpidana kurungan memiliki hak pistole®’.

?J

b. Para terpidana kurungan mengerjakan pekerjaan-pekerjaan wajib yang lebih
ringan dibandingkan dengan terpidana penjara. |

¢. Maksimum ancaman pidana kurungan adalah 1 (satu) tahun, dan maksimum
boleh sampai 1 tahun 4 bulan apabila terjadi pemberatan karena perbarengan,
pengulangan atau karena ketentuan Pasal 52 dqh 52 a.

d. Apabila terpidana pehjara dan kurungan menjalani masing-masing pidana
dalam satu lembaga pemasyarakatan, para terpidana. kurungan harus terpisah
tempatnya.

e. Pidana kurungan dilaksanakan daiam daerah terpidana sendiri.

Pidana Kurungan, menurut Vos®?, mempunyai dua tujuan. Pertama, ialah
sebagai custodia honesta untuk delik yang tidak menyangkut kejahatan kesusilaan
yaitu delik-delik_ culpa dan beberapa delik dolus. Fedua, scbagai custodia
sim}.ﬂex, suatu peli‘ampasan kémerdekaan untuk delik pelanggaran. Dengan
demikian, untuk delik pelanggaran, pidana kurungan merupakan pidana pokok
(kecuali dalam Pasal 483 dan 484 KUHP).

Pidana denda merupakan pidana berupa kewajiban  untuk
“mengembalikan kescimbangan hukum” atau “menebus dosanya” dengatn
pembayaran sejumlah uang tertentu®’. Pidana denda dapat dikatakan sebagai'
pidana umum yang hidup dalam berbagai masyarakat baik primitif maupun

modern, dengan berbagai tipologinya. Pidana denda umumnya dijatuhkan

6! Suatu hak untuk menfasilitasi diri dengan biaya sendiri.
2 Andi Hamzah,Opcit, hal 38,
6 SR. Sianturi, Opeii, hal. 479.
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terhadap delik-delik ringan, berupa. pelanggaran atau kejahatan ringan. Denda
merupakan satu-satunya pidana yang dapat dipikul oleh orang lain selain
terpidana. Meskipun denda pada= prinsipnyq dijatuhkan terhadap si terpidana
pribadi, namun tidak ada larangan jika denda tersebut secara sukarela dibayar
crang lain atas nama terpidana“. Apabila denda tidak dapat dibayar, pidana denda
ini dapat diganti dengan pidana kurungan. Pidana ini kemudian lebih sering
disebut dengan istilah kurungan pengganti. |

Jenis p1dana pokok terakhir yang merupakan penambahan melalui
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1946 adalah pidana tutupan. Pldana tutupan
dijatuhkan bagi tindak pidana-tindak pidana yang umumnya dilakukan oleh para
politisi. Tindak pidana demikian patut dihormati karena merupakan bentuk
perjuangan ideologi yang dianutnya.

Setelah membahas jenis-jenis pidana yang dirumuskan dalam KUHP dan
Konsep KUHP, selanjutnya dibahas mengenai jenis pidana yang terurﬁus dalam
Undang-undang Terorisme.

U]]dang;undang Teorisme pada prinsipnya mengikuti jenis pidana poi(ok
yang terdapat dalam KUHP, namun pidana tutupan tidak dirumuskan sebagai
ancaman dalam Undang-undang Terorisme. Barangkali alasan tidak dipanggilnyé.
enis pidana tersebut dimaksudkan oleh pembentuk Undang-undang Terorisme
sebagai penegas bahwa tindak pidana terorisme dilepaskan kaitannya dengan
tindak pidana politik, tindak pidana yang berkaitan dengan politik, tindak pidana
dengan motif politik, dan tindak pidana dengan tujuan politik sebagaimana

ditegaskan dalam Pasal 5 Undang-undang Terorisme. Di samping itu, tindak

8 Andi Hamzah, Opcit, hal. 43
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pidana terorisme dianggap sebaéai tindak pidana yang berat bahkan tidak bisa

disepadankan dengan tindak pidana biasa. Bahkan banyak dari pasal-pasalnya

yang mengancam dengan pidana mati. Ancaman pidana mati tersebut terrumus

dalam pasal-pasal sebﬁgai berikut :

|. Pasal 6 (menggunakan kekerasan atau anéa&;an kekerasan menimbulkan
suasana teror dan korban bersifat massal);

2. Pasal 8 (kejahatan terhadap sarana dan prasarana penerbangan);

3. Pasal 9 (bérkaitan dengan senjata api untuk melakukan Tindal; Pidana
terorisme); |

4, Pasal 10 (menggunakan senjata kimia dan komponennya untuk menimbulkan
terorisme);

5. Pasal 14 (merencanakan / menggerakkan orang lain untuk melakukan
terorisme); dan

6. Pasal 15 (permufakatan jahat, percobaan atau pemﬁamtuan terhadap tindak
pidana terorisme);

Di samping pidana mati, pidana penjara seolah menjadi ancaman pidana
yang mendominasi perumusan ancaman dalam Undang-undang Terorisme.
Ancaman pidana penjara ada yang dirumuskan secara alternatif dengan pidana
mali dan  sebagian dirumuskan sebagai pid.ana mandiri artinya tidak
diaiternatifkan dengan pidana lain. Khusus mengenai lamanya pidana penjara,
bervariasi antara pidana penjara dalam waktu tertentu sampai dengan seumur

hidup.
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Dalam Undang-undang;f Terorisme, hanya ada beberapa pasal yang
mencantumkan ancaman pidana kurusgan dan pidana denda. Pidana kurungan
hanya dirumuskan dalam satu pasal yaitu Pasal 23 yang diancamkan terhadap
saksi dan orang lain yang menyebutkan nama atau alamat pelapor atau hal-hal lain
yang memungkinkan dapat diketahuinya identites peiap‘or.

Pidana denda hanya diancamkan atas tindak pidana terorisme yang

_dilakukan oleh korporasi. Melalui perumusan ini, seolah-olah korporasi hanya

dapat dikenakan “civil liability”, schingga bagi korporasi tidak dapat dijatubkan
pidana custodial. Padahal pidana-pidana “custodial” seharusnya dapat juga
diterapkan misalnya : Skorsing (penghentian operasional kor_pbrasi) untuk jangka
waktu tertentu pada hakekatnya juga merupakan “penjara”, Pembekuan /
pencabutan izin operasi untuk se]ama.-lamanya bisa diartikan scbagai pidana m.ati
atau pembatasan bergerak, pengurangan hak-hak tertentu, pengumuman putusan
hakim dan lain-lain. Jadi penjatuhan pidana denda sebenarnya bukanlah satu-
satunya jenis pidana untuk korporasi.

Perumusan ancaman pidana denda terhadap korporasi juga masih
mengandung kelemahan. Undang-undang Terorisme tidak mengatur lebih lanjut
apabila denda yang dijatuhkan kepada korporasi ternyata tidak dibayar. 1lal ini
akan menjadi permasalahan yuridis, karena Undang-undang Terorisme t_idgk
memberikan jalan keluar. Sementara jalan keluar yang ditawarkan oleh KUHP
-sebagai induk hukum pidana- yang tercahtun dalam Pasal 30 KUHP (yaitu

dikenakan kurungan pengganti) tidak dapat diterapkan. Hal ini karena Pasal 30

KUHP tersebut hanya dapat diterapkan terhadap subyek hukum orang perorangan




(natural persons) saja. Sedanéi&an aturan ini lidak dapat diterapkan kepada
subyek hukum berupa badan hukum (legal persons).

Pidana tambahan pada prinsipnya bersifat fakultatif, namun untuk dapat
dijatuhkan ia harus dicantumkan dalam rumusan delik. Per‘ihal‘ perumusan pidana
tambahan, Undang-undang Terorisme dapat dikatakan tidak mencantumkan
ancaman piciana tambahan. Hanya beberapa pasal yang memuat
dimungkinkannya penjatuhan pidana tambahan berupa :

a. pembekuan atau pencabutan ijin korporasi, dan korporasinya dinyatakan
sebagai korporasi teriarang (Pasal 18 ayat (3));
b. perampasan harta kekayaan yang telah disita (Pasal 35 ayat (5)).

Mengenai pola rumusan pidana, Undang-undang Terorisme merumuskan
dalam enam bentuk perumusan yaitu :

a. pidana mati atau penjara seumur hidup atau pidana penjara terlentu (dengan
batasan minimal dan maksimal);

b. pidana penjara seumur hidup;

c. pidana penjara (dengan batasan minimal dan maksimal);

d. pidana mati atau pidana penjara seumur hidup;

e. pidana denda (dengan batas maksimal);

)

pidana kurungan;

Berdasarkan identifikasi tersebut di atas, berarti Undang-undang

Terorisme menganut 2 (dua) sistem perumusan yaitu :

a. perumusan tunggal (hanya diancam dengan satu pidana pokok); dan

b. perumusan alternatif.
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Pidana pokok yang diancamkan secara tunggal hanyalah ancaman pidana
penjara (baik seumur hidup maupun penjara waktu te.rtentu), kurungan dan denda.
Sefiip_gkan pidana mati tidak ada yang diancamkan secara tunggal, selalu
dirumuskan alternatif dengan pidana penjara seumur hidup dan pidana penjara
dalam waktu tertentu.

Bentuk perumusan demikian hampir mirip dengan yang dirumuskan
dalam KUHP. KUHP menggunakan 9 (sembilan) bentuk perumusan ancaman
pidana yaitu : |
a. pidana mati atau penjara seumur hidup atau penjara tertentu;

b. pidana penjafa seumur hidup atau pidana penjara tertentu;
¢. - pidana penjara tertentu;

d. pidana penjara atau kurungan;

e. pidana penjara atau kurungan atau denda;

f. pidana penjara atau denda;

g. pidana kurungan;

h. pidana kuru'ngan atau denda;

i. pidana denda®.

Sistem perumusan sebagaimana dianut oleh Undeng-undang Terorisme
(khususnya sistem perumusan tunggal) ini mengandung sifat yang kaku, absolut
dan imperatif. Sistem ini tidak memberi kesempatan kepada hakim untuk
menentukan jenis pidana apa yang dianggap paling cocok_ untuk terdakwa.

Dengan perumusan sistem tersebut tidak memberikan ruang kepada hakim untuk

55 Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai kebijakan Hukum Pidana, Opcit, hal. 165-1 66,
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melakukan individualisasi p;ﬂidénaan yang berorientasi kepada orang,
khususnya dalam menentukan jenis pidana. Untuk "adanya individualisasi
pemidanaan diperiukan adanya ﬂeksibililtas atau clastisitas pemidanaan meskipun
tetap dalam batas-batas kebebasan yang ditentukan qudang-undang.
Di samping sifat kaku, absolut dan imperatif tefsebut, masih juga ada juga
beberapa keiemahan lain terutama apabila rumusan tunggal tersebut berupa
pidana penjara. Di antara kelemahan dimaksud adalah® : |
a. sistem perumusan tunggal merupakan warisan peninggalanl aliran klasik yang
ingin mengobyektifkan hukum pidana dan sangat membatasi kebebasan hakim
dalam memilih dan menetapkan jenis pidana;

b. tidak seiring dengan konsep sistem pemasyarakatan di Indonesia;

c. kurang menunjang kecenderungan dewasa ini  yang mengemban-gkan
kebijakan yang selektif dan {imitatif dalam penggunaan pidana (penjara). -

Berdasar kelemahan-kelemahan tersebut diatas, seharusnya Undang-
undang Terorisme lebih banyak mengembangkan sistem perumusan ancamail
pidana dengan sistem alternatif yang lebih memberikan kebebasan hakim untuk
menerapkan individualisasi pemidanaan.

Perumusan alternatif pada intinya mengandung pengertian bahwa hakirﬁ
diberi kesempatan uituk memilih jenis pidana yang ditawérkan / dicantumkan

dalam pasal yang bersa.ngkutal167. Meskipun demikian, kebebasan yang diberikan

harus dalam rambu-rambu ;

66 3arda Nawawi Arief, Bunga Rampai kebijakan Hukum Pidana, 1bid, hal. 142-143
67 Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai kebijakan Hukum Pidana, 1bid, hal. 147
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a. berorientasi pada tujuan pe:ﬁidanaan;
b. ‘lebih mengutamakan jenis pidana yang lebih ringan apabila pidana yang lebih

ringan tersebut sekiranya telah memenuhi tujuan pemidanaan.

A42 Pengaturan Jumlah / Lamanya Pidana
| Dalam hal jumlah / lamanya pidana, iimu l{uklll’l’l pidana mengenal dua
siste:in atau pendekatan yaitu : |
a. - ’S}‘Istem / pendekatan absolut
éetiap tindak pidana ditetapkan bobot / kualitasnya sendiri-sendiri dengan
r;r;cnetapkan ancama: pidana minimum / maksimum untuk setiap tindak
;;idana. Sistem ini dikenal juga dengan sebutan sistem indefinite atau éistem
Ipal<sim11n1.
b. Sisteln / pendekatan relatif
éetiap tindak pidana tidak ditetapkan bobot / kualitas (maksimum pidana) nya
séendiri—sendiri, tetapi bobotnya direlatifkan dengan melakukan penggolongan
tgindak pidana dalam beberapa tingkatan dan sekaligus menetapkan
Iénaksimum pidana untuk tiap kelompok tindak pidana itu.
. Berdasarkan sistem / pendekatan di atas, Undang-undang Terorisme
dalafén merumuskan ancaman pidananya dapat dikategorikan mengikuti sistem\/
pend:ekatan absolut, sebaéaimana dianut oleh KUHP. Hal ini karena Undang-

undang Terorisme menggunakan sistem minimum khusus dan maksimum khusus

dalafn pengancaman pidana (penjara) nya.
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Ada beberapa segi positif dari sisiem indefinite ini, antara lain®® :
a. dapat menunjukkan tingkat keseriusan masing-masing tindak pidana;
b. memberikan fleksibilitas dan diskresi kepada kekuasaan pemidanaan;
c. melindungi kepentingan si pelanggar .dengan  menetapkan batas-batas
kebebasan dari kekuasaan pemidanaan. |

* melihat ada

Di samping keuntungan tersebut, Barda Nawawi Arie
kesulitan yang dikandungnya, yaitu kesulitan menetapkan maksimum khusus
untuk tiap tindak pidana. Menetapkan maksimum pidana untuk menunjukkan
tingkat keseriusan atau kualitas suatu tindak pidana bukanlah pekerjaan yang
mudah dan sederhana. Hal ini memerlukan pengetahuan yang cukup mengenai
urut-urutan tingkat (gradasi) nilai dari norma-norma sentral masyarakat dan
kepentingan-kepentingan hukum yang akan dilindungi.

Pada sistem relatif pun terdapat beberapa kesulitan atau segi negatif yang
dikandungnya. Segi negatif tersebut antara lain, bahwa dengan merelatifkan
ancaman maksimurﬁ untuk suatu kelompok tindak pidana berarti : (1)
memberikan kewenaﬁgan dan diskresi yang sangat luas kepada para hakim; dan
(2) akan memberi peluang adanya disparitas pidana yang semai{in -mencolok.

Pengaturan sistem minimum khusus sebagaimana dianut dalam Undang-

undang Terorisme merupakan pengaturan yang bersifat khusus, karena model

perumusan ini tidak dikenal dalam rumusan KUHP sebagai induk hukum pidana.

% Sebagaimana dikemukakan oleh Collin Howard dalam Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai kebijakan

Hulkum Pidana, Ibid, hal. 119,
% Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai kebijakan Hukum Pidana, ibid, hal. 120
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" Perumusan sistem miniﬁ;ai khusus sebagaimana yang berkembang akhir-
akhir ini didasarkan pada pokok pemikiran :

a. fnenghindari adanya di'sparitas pidana yang sangat mencolok untuk delik-delik
yang secara hakiki berbeda kualitasnya; '

b. lebih mengefektifkan pengarch prevensi geheral, khususnnya bagi delik-delik
yang dipandang membahayakan dan meresahkan masyarakat;

c. analog dengan ﬁemikiran, bahwa dalam hal-hal tertentu maksimum pidana
(umum maupun khusus) dapat diperberat, lnéka minimum pidana pun
hendaknya dapat diperberat dalam hal-hal tertentu’.

Semua rumusan pidana penjara (dalam waktu tertentu) yang dirumuskan
Undang-undang Terorisme mencantumkan batas minimum dan maksimum.
Khusus mengenai batas minimum, dalam keadaan tertentu bisa jadi justru
mengabaikan sisi-sisi keadilan. Sebagai misal : seseorang yang karena kealpaanya
menyebabkan tanda atau alat untuk pengamanan penerbangan hancur, rusak,
terambil atau pindah (melanggar Pasal 8 huruf d), terancam dengan pidana
penjara minimal 4 tahun (maksimal 20 tahun bahkan bisa jadi seumur hidup atau
pidana mati). Jika hal ini benar-benar diprakickkan tentu tidak adil bagi t‘erpidana.

Undang-undang Terorisme meskipun merumuskan ancaman pidana;.
minimum khusus, tetapi operasionalisasinya masih mengalami kendala. Rumusan
ancaman pidana minimum khusus ini merupakan penyimpangan dari KUHP
namun tidak disertai dengan pedoman / aturan khusus mengenai penerapan pidana

minimal khusus ini. Pidana minima! khusus merupakan aturan baru yang belum

™ Barda Nawawi Aricf, Bunga Rampai kebijakan Hukum Pidana , 1bid, hal. 125-126
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dikenal dalam KUHP, Pedoma.n.}- pemidanaan yang sclama ini ada adalah sistem
maksimum khusus sebagaimana diatur menurut KUHP.

" Kendala dimaksud adalah apabila terjadi tindak pidana terorisme, namun
terdapat hal-hal tertentu yang meringankan atau memberatkan terdakwa (misalnya
karena adanya concursus). Permasalahan nuncul apakah minimum khusus
tersebut turut diperingan atau diperberat. Pedoman ini tidak dratur dalam Undang-
undang Terorisme. Tidak adanya pengaturan hal ini kemungkinan karena pembuat
perundang-undangan tidak membedakan antara tindak pidana permufakatan jahat,
percobaan, atau pembantuan dengan tindak pidana sesungguhnyal (sebagaimana

ditegaslkan dalam Pasal 15).

Satu-satunya pedoman yang mengatur tentang ancaman minimum khusus

- adalah rumusan Pasal 19 yang menyatakan :

“Ketentuan mengenai penjatuhan pidana minimum khusus sebaéaimana dimaksud
dalam Pasal 6, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 15,
Pasal 16 dan ketentuan mengenai penjatuban pidana mati atau pidana penjara
seumur hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, tidak berlaku untuk pelaku
tindak pidana terorisrne yang berusia di bawah 18 (delapan belas) taimun”

Apekah hanya hal-hal ini yang dianggap sebagai hal yang meringankénj
Kalau memang demikian mengapa orang yang alpa (lalai) sebagaimana

dirumuskan dalam Pasal 8 huruf d dan g justru dipidana sama dengan orang yang

jelas-jelas sengaja.




B. STRATEGI KEBITAKAN YANG AKAN DATANG DALAM MENGHADAPI
TERORISME |
B.1. Kebijakan Penal
B.1.1. Pengaturan dalam Perundang-Undangan Terorisme Yang akan
Datang
Berdasarkan kelemahan dan kekurangan yang terdapat dalam Undang-
undang Terorisme, maka perlu ada pembenahan dan penyempu1‘11éan. dalam
penanggulangan tindak pidana terorisme di masa yang akan datang. Di antara
pembenahan dan penyempurnaan adalah terkait dengan peninjauan ulang rumusan
retroaktif (dapat berlaku surutnya Undang-undang Terorisme) yang justru
menylmpang dari asas legalitas yang sudah diterima sccara umum. Adanya
rumusan refroaktif akan mengancam jaminan kepastian hukum yang dijunjung
oleh negara hukum seperti Indonesia. Tidak perlunya perumusan refroaktif dalam

aturan perundang-undangan terorisme yang akan datang bukan berarti melepaskan

begitu saja para pelaku teror yang jelas-jelas terkutuk, tetapi pelaku tetap akan
dijerat dengan peraturan perundang-undangan lain yang telah ada (misalnya
KUHP). Dengan demikian tidak menyalahi asas non retroaktif / asaé legalitas
dalam hukum pidana. Andaipun retroaktif memang diperlukan demi keadilan,
- maka perlu ada pengkajian yang mendalam terhadap tindak pidana yang akan
dijerat / diberlakukan Undang-undang terorisme.

Scjauh mengenai pidana polilik, perlu dicarikan jalan tengah, apabila

Peraturan perundang-undangan terorisme yang akan datang masih letap

menganggap bahwa tindak pidana terorisme dikecualikan dari tindak pidana
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politik, tindak pidana yang berk;';l}:ixtén .d.eﬁ'gan tindak pidéna politik, tindak pidana
dengan motif politik dan tindak pidana dengan tujuan politik yang dapat
menghambat proses ekstradisi. Jalan tengah yang dimaksud adalah dengan
pemberian per]akuali—perlakuan tertentu yang\_berbcda dengan pelaku kriminal
biasa, misalnya penahanan di tempat terpislah, kemudahan untuk dijenguk
keluarga, menghubungi pengacara dan sebagainya. Hal ini sebagai bentuk
penghormatan atas sikap politik yang dianut oleh pelaku terorisme tersebut.

Pembenahan yang tidak kalah penting dalam perundang-undangan

terorisme yang akan datang adalah pendefinisian terorisme yang tegas. Undang-
undang Terorisme belum mendefinisikan secara tegas mengenai apakah terorisme
itu. Definisi yuridis ini pentiﬁg sebagal rujukan apakah suatu perbuatan dapat
dikategorikan sebagal tindak pidana terorisme atau bukan. Ilal ini akan
menghindari polemik berkepanjangan mengenai (erorisme itu sendiri. Terorisme
merupakan istilah yang sangat rentan untuk disalahtafsirkan atau dikontaminasi
secara interpretatif sesuai kepentingan pihak-pihak yang memandangnya. Scbuah
kejadian mungkin dapat disebut sebuab tindakan terorisme oleh pihak lain,
padahal sebenarnya di pihzlk riain dianggap scbagai mempertahankan  diri,
memperjuangkan  hak, menghilangkan ketidakadilan nasional atau global, atau
bahkan bisa sebagai perang.sruci (jthad) sebagaimana dimaksud oleh Mark
Juergensmeyer’ .

Berbagai diskursus mengenai definisi terorisme di lapangan (masyarakat)

akan dengan mudah dapat dikembalikan kepada definisi yuridis yang telah

! Mark Juergensmeyer, Opcit, hal. 8.
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ditetapkan perundang-undangan. Definisi demikian akan iebih efektif apabila
dirumuskan dalam ketentuan nmum. Sebagai bahan perbandingan, Koalisi Untuk
Keselamatan Masyarakat Sipil telah merumuskan “aturan alternatif” mengenai
tata letak definisi terorisme sebagai berikut :
Bab1 ]
Ketentuan Umum
Pasal 1
Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan :
1. Suatu perbuatan dikategorikan sebagai tindak pidana terorisme jika :

(a) menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan;

(b) secara terencana, terorganisasi dan sistematis;

(¢)  bermotif politik dan/ atau ekonomi, ideologi;

(d)  ditujukan pada orang, harta kekayaan dan fasilitas umum;
{e) dengan maksud menimbulkan ketakutan secara massal.

Terlepas dengan setujﬁ atau tidaknya dengan subst}a.ljsi‘deﬂ nisi tersebut di
atas, tata fetak yang demikian nampaknya lebih memiliki banyak kecuntiungan
eﬁsiené;i dan kepastian inlerpretasi.

Hal lain yang patut diperhatikan dalam pengaturan  tindak  pidana
terorisme di masa yang akan datang adalah bahwa terorisasi tindak pidana biasa
perly dibatasi agar tidak menimbulkan kekhawatiran masyarakat terhadap tindak
pidana-tindak pidana biasa yang dilakukannya (tanpa maksud menimbulkan
adanya teror), jangan-jangan dapat dimasukkan dalam kategori tindak pidana
terorisme. Kekhawatiran ini bisa jadi muncul karena sanksi tindak pidana
terorisme jauh lebih berat daripada tindak pidana biasa.

.eo Perumusan dan penggunaan kata-kata dan  kalimat  yang  dapat
menimbulkan multitafsir harus dihindari sejauh mungkin. Kata “mengintimidasi”.

“tidak langsung” dan lain-lain kata sejenis yang terdapat dalam Undang-undang




Terorisme seharusnya ditinggal'léan‘.. Apabila tetap diguaakan. kalimat atau kata-
kata sebagaimana tersebut diatas, perlu didefinisikan secara rinci mengenai apa
yang dimaksud oleh pembuat perundang-undangan. Multitafsir sebenarnya dapat
dihindari gpabila kata-kata yang mempunyai potensi multitafsir dijelaskan dalam
penj'elasari, atau diberikan pembatasan dalam bab ketentuan umum,

Pengaturan korporasi scbagai subyek hukum terorisme memerlukan
pengaturan lebih jaﬁh. Sekilas, pencantuman korporasi sebagai subyek hukum
merupakan langkah maju-dalam peraturan perundang-undangan. Tetapi apabila
tidak diadakan pengaturan lebih lanjut, justru dapat menimbulkan kendala aplikasi
di lapangan. Kendala di lapangan misalnya terkait dengan sanksi denda yang
dijatuhkan terhadap korporasi. Apabila korporasi tersebut tidak mentaatinya
(tidz't-l: llnembayar denda yang telah dijatuhkan kepadanya) akan sulit diadakan
pengambilan langkah tindakan selanjutnya. Pengenaan kurungan pengganti denda
sebagaimana diatur dalam Pasal 30 KUHP jelas tidak dapat diterapkan, karena
KUHP tidak mengenal subyek hukum berupa korporasi.

Begitu juga dengan perumusan ancaman pidana minimum khusus yang
diadopsi dalam Undang-undang Terorisme, _iugz_i dapat menimbuli;én kendala di
lapangan. Perumusan ancaman pidana minim_um khusus harus disertat dengan
pedoman / aturan khusus mengenai penerapan pidana. Hal ini karena KUHP
sebagai induk hukum pidana juga tidak mengatur masalah ini. Ancaman pidana
minimum khusus yang tidak disertai dengan pedoman / aturan secara khusus
justru akan menjadi batu sandungan ketika diaplikasikan di lapangan. Sebagai

contoh, apabila terdapat hal-hal yang meringankan atau memberatkan terdakwa,
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apakah ancaman minimum khééus yang terdapat dalam Pasal yang bersangkutan
turut diperingan atau tidak. Oleh karena itu pada peng'a‘turanAyang akan datang
perlu adanya pengaturan-pengaturan lebih rinci terutama terhadap hal-hal yang
secara umum dalanmi KUHP juga belum diatur. _

Pe;soalan lain yang perlu diperhatikan dalam pengatufan pemberantasan
terorismé d1 masa yang akan datang adalah persoalan konsistensi tujuan
pemidanaan. Apabila pembuat perundang-undangan memilih konsisten terhadap
tujuan pemidanaan yang lebih berorientasi pada teori relatif atau teori tujuan
(utilitarian/doeltheorieen) yaitu bahwa memidana bukanlah untuk memuaskan
tuntutan absolut dari keadilan. Pidana dijatuhkan bukan karena orang telah
melakukan kejahatan (quia peccatum est) melainkan supaya orang jangan
melakukan kejahatan (ne pecce!ur)n. Maka ancaman pidana mati mcmerlukmi
pémbahasan lebih mendalam. Pencantuman ancaman pid?ma mati  secara
sembarangan justru kontraproduktif terhadap tujuan pemidanaan yang hendak
dicapai. Dengan dijatuhi pidana mati, jelas memutus harapan untuk dapat kembali ,
ke ten‘gah—iengah masyarakat menfadi manusia yang baik. Sclidak—tidul‘:'nya' 1a
maslih diberi kesempatan untuk menebus kesalahan dan dosa yang selama ini Leluh
ia kerjakan. Andaipun ancaman pidana mati masih tetap dipandang perlu, masih
memerlukan pengaturan lebih lanjut mengenai cara eksekusinya.‘ Eksekusi pidana

mati tidak seharusnya dilakukan serta merta begitu vonis diputuskan dan/atau

- grasinya ditolai. Pidana mati lebih manusiawi apabila ditempatkan sebagai pidana

bersyarat. Perlu adanya pengaturan misalnya : Pidana mati hanya dapat dilakukan

7 Muladi dan Barda Nawawi Arief, Teori-Teori dan Kebijakan Hukum Pidana, Opcit, hal.[6
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cksekusinya setelah melalui sepuluh (10) tahun masa percobaan. Apabila dalam
masa percobaan tersebut si terpidana menunjukkan sifat-sifat baik yang
dimungkinkan dapat kembali ke masyarakat, maka pidana mati tersebut dapat
ditinjau ulang. "

Seiring dengan tujuan pemidanaan tefsebut, maka perumusan ancaman
pidana pada peraturan yang akan datang seharusnya lebih diarahkan pada sistem
alternatif. Hal ini karena lebih memberi kebebasan hakim untuk menerapkan
individualisasi pidana.
B.1.2. Pengaturan dalam Konsep KUHP

Bentuk kebijakan penal yang paling efektif guna menanggulangi tindak
pidana terorisme adalah merumuskan tindak pidana dalam KUHP. KUHP (WvS)
memaﬁg tidak mengatur secara khusus perihal lerorisme, tetapi apabila berpijak
pada tindakan-tindakan vang kemudian disebut sebagai tindakan teror yang
substansinya membahayakan badan, nyawa, moral, harta bgnda, kemerdekaan
ofang, kerusakan umum, lin.gkungan hidup, rahasia negara, perindustrian, fasilitas
umum dan/atau fasilitas internasional, maka tindakan-tindakan tersebﬁt sudah
secarajelas dan tegas diatur dalam KUHP”. Sebagai contoh, makar sudah dengan
tegas diatur dalam Bab I Buku II tentang Kejahatan Terhadap Keamanan Negara.

Perihal peledakan sudah diatur dalam Pasal 187 — Pasal 188. Perusakan fasilitas

umum juga telah diatur dalam Pasal 191-201 KUHP, serta masih banyak pasal

‘yang dapat digunakan untuk menjerat perbuatan yang secara substantif

dikategorikan terorisme. Namun kebijakan dalam KUHP seperti ini dirasa belum

" Rudy Satriyo Mukantardjo, Hukum Pidana, Hukum Cap Jempol, Opcit, hal 5
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memuaskan berbagai pihak terutama terlalﬁ ringannya pidana, tidak dapat
menghukum lebih beral auctor intelectualisnya, serta terlalu lama apabila
diserahkan pada hukum formil (hukum acara pidana) biasa.

Di banding dengan KUHP yang berlaku sekarang ini, Konsep KUHP™
telah merumuskan .dengan tegas perihal te;(:)risme. Pasal 302 dan Pasal 303
dengan tegas menamakan tindak pidana yang dilakukan dengan sebutan
terorisme. Bunyi selengkapnya dari kedua pasal tersebut sebagai berikut :

Pasail 302

(1) Setiap orang yang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap
fasilitas umum dengan maksud menimbulkan suasana teror atau ketakutan
yang besar dan mengadakan intimidasi pada masyarakat, dengan tujuan akhir
melakukan perubahan dalam sistem politik yang berlaku, dipidana karena
melakukan terorisme, dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas)
tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun,

(2) Jika perbuatan terorisme sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) menimbulkan -
bahaya bagi nyawa orang lain, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup
atau pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan paling singkat 5
(ilima) tahun.

(3) Jika perbuatan terorisme sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) menimbulkan
bahaya bagi nyawa orang lain dan mengakibatkan matinya orang, dipidana
dengan pidana mati atau pidana penjara scumur hidup atau pidana penjara
paling lama 20 (dua puluh) tahun dan paling singkat 5 (lima) tahun.

Pasal 303
Dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan paling singkat 2
(dua) tahun, setiap orang yang :
a. menjadi angeota organisasi yang bertujuan melakukan terorisme;
b. di tempal umum mengenakan pakaian atau perlengkapan organisasi yang
bertujuan melakukan terorisme;
c. meminta atau meminjam uang atau barang kepada organisasi yang
bertujuan melakukan terorisme;
d. memberikan atau meminjamkan uang atau barang kepada organisasi yang
pertujuan melakukan terorisme; atau _
e. menyembunyikan informasi tentang perbuatan terorisme.

™ Departemen Hukum dan Pci‘undang-Undangan, Rancangan Undang-Undang RI Tentang KUHP ahun
1999-2000.
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Rumusan sebaga.imana dﬁ]am Pﬂsé] 303 Butir b tersebut tidak seharusnya
ada. Perumusan larangan memakai “pakaian atau perlengkapan organisasi yang
bertujuan melakukan terorisme” bisa menjadi momok tersendiri bagi masyarakat.
Padahal seseorang yang memakai pakaian atau atribut sebagaimana di atas, belum
tentu merr:liiiki keterkaitan dengan organisasi teroris. Pakaian atau atribut tertentu
tidak selarﬁanya identik dengan sikap sesungguhnya si pemakai.

Kaitannya dengan perbuatan “teror”, Konsep KUHP juga mengatur
tentang sabotase seperti diatur dalam Pasal 198 yang dirumuskan sebagai berikut :

Pasal 198
Dipidana karena sabotase dengan pidana penjara seumur hidup atau paling lama
20 (dua puiuh) tahun :

a. Setiap orang yang secara melawan hukum merusak, membuat tidak dapat
dipakai, menghancurkan atau memusnahkan instalasi negara atau militer;
atau - ' o
b. Setiap orang yang secara melawan hukum menghalangi. atau

menggagalkan pengadaan atau distribusi bahan pokok yang menguasai
hajat hidup orang banyak sesuai dengan kebijakan peraerintah.

Mengenai perbuatan makar, Konsep KUHP telah merumuskan secara

lengkap dalam Pasal 199 —201 yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 199

Setiap orang yang melakukan makar dengan maksud meinbunuh atau merampas
kemerdekaan Presiden atau Wakil Presiden, atau menjadikan Presiden atau Wakil ~
Presiden tidak mampu menjalankan pemerintahan, dipidana dengan pidana mati
atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling lama 20 (dua puluh)
tahun dan paling singkat 5 (lima) tahun.

Pasal 200
Setiap orang yang melakukan makar dengan maksud supaya sebagian atau seluruh

wilayah negara jatub kepada kekuasaan asing atau dengan maksud untuk
memisahkan sebagian wilayah negara, dipidana dengan pidana penjara seumur
hidup atau pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan paling singkat 5
(lima) tahun. <
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Pasal 201
a. Setiap orang yang
pemerintahan yang

‘(lima belas) tahun.

melakukan makar dengan maksud menggulingkan
sah, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15

b. Pemimpin atau pengatur makar sebagaimana dimaksud dalam ayat (1),
dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling

lama 20 (dua puluh!)

tahun dan paling singkat 5 (lima) tahun.

Konsep KUHP mengatur pula tindak pidana terhadap martabat Presiden

dan Wakil Presiden. Hal inil antara lain diatur dalam Pasal 224 dan Pasal 225.

Pasal 224

Seliap orang yang menyerang diri Presiden atau Wakil Presiden, yang tidak

termasuk dalam ketentuanr

pidana yang lebih berat, dipidana dengan pidana

penjara paling lama 8 (delapan) tahun.

Pasal 225

Setiap orang yang di muka umum menghina Presiden atau Wakil Presiden,
dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling

banyak kategori I'V.

Tindak pidana yang
diatur dalam Pasal 298 — 299

Pasal 208

dapat menimbulkan kebakaran, ledakan, atau banjir

Konsep KUHP,

Setiap orang yang menimbulkan kebakaran, ledakan atau banjir ,dipidana :

a. dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun, jika perbuatan tersebut

mengakibatkan timbulnyz:l

bahaya umum bagi barang;

b. dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun, jika perbuatan ‘
tersebut mengakibatkan liimbu]nyu bahaya bagi nyawa orang lain; atau
¢. dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun, jika perbuatan

tersebut mengakibatkani

timbulnya bahaya bagi nyawa orang lain dan

mengakibatkan matinya orang.

Pasal 299

(1) Setiap. orang yang secara melawan hukum membuat, menerima, berusaha

memperoleh, mempunyai
memasukkan ke wilayah

persediaan, menyembunyikan, mengangkut atan
Negara Republik Indonesia, bahan, benda atau

perkakas yang diketahui atau patut diduga bahwa bahar, benda ataw perkakas

tersebut digunakan untuk

atau jika ada kesempatan akan digunakan untuk

menimbulkan ledakan yang membahayakan nyawa orang atau menimbulkan
|

161




bahaya umum bogi barang, dipidana dengan pidana penjara paling lama 7
(twjuh) tahun atau denda paling banyak kategori V.

(2) Ketidakmampuan bahan, benda atau perkakas untuk menimbulkan ledakan
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), tidak menghapuskan sifat dapat
dipidana.

Di samping itu, Konsep KUHP juggi' mengatur hal-hal yang berkait
dengan ketertiban umum sebagai berikut :

Pasal 313

Setiap orang yang menghancurkan, membuat tidak dapat dipakai atau merusak

bangunan untuk lalu lintas umum atau merintangi jalan umum darat atau air atau

menggagalkan usaha untuk menjaga keselamatan bangunan atau jalan tersebut,

dipidana :

a. dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun, jika perbuatan
tersebut dapat mengakibatkan bahaya bagi keamanan lalu lintas; atau

b. dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun, jika perbuatan
tersebut dapat mengakibatkan bahaya bagi keamanan lalu lintas dan
mengakibatkan matinya orang,.

Pasal 314

Setiap orang yang karena kealpaannya mengakibatkan bangunan untuk lalu lintas

umum hancur, tidak dapat dipakai, atau rusak atau mengakibatkan jalan umum

darat alau air terhalang atau mengakibatkan usaha untuk mengamankan banguhan
atau jalan tersebut gagal, dipidana :

a. dengan pidana penjara paling lama 3 (liga) tahun atau denda paling banyak
kategori IV, jika perbuatan tersebut mengakibatkan bahaya bagi keamanan lalu
lintas; atau

b. dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak
kategori IV, jika perbuatan tersebut mengakibatkan matinya orang.

Pasal 315 .
(1) Setiap orang yang melakukan perbuatan yang mengakibatkan bahaya bagi
laly lintas umum kereta api, dipidana dengan pidana penjara paling lama
12 (dua belas) tahun.
(2) Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mengakibatkan
matinya orang, maka pembuat tindak pidana dipidana dengan pidana
penjara paling lama 15 (lima belas) tahun. .

Pasal 317
Setiap orang yang menghancurkan, merusak, mengambil atau memindahkan

rambu yang dipasang untuk keselamatan pelayaran atau merintangi bekerjanya
rambu tersebut atau memasang rambu keliru, dipidana :
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a. dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun, jika perbuatan
tersebut dapat mengakiibatkan bahaya bagi keselamatan pelayaran;

b. dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun, jika perbuatan
tersebut dapat mengakibatkan bahaya bagi keselamatan pelayaran dan
mengakibatkan kapal t:enggelam atau terdampar; atau -

¢.. dengan pidana penjarg paling lama 15 (lima belas) tahun, jika perbuatan
tersebut dapat mengakibatkan bahaya bagi kesclamatan pelayaran dan

mengakibatkan matinyla orang. i

Pasal 319

Setiap .orang yang secara melawan hukum menenggelamkan, mendamparkan,

menghancurkan, membuat tidak dapat dipakai, atau merusak kendaraan air,

dipidana :

a. dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun, jika perbuatan
tersebut dapat n1engakibatﬂm bahaya bagi nyawa orang lain; atau

b. dengan pidana penjara pa:ling lama 15 (lima belas) tahun, jika perbuatan
tersebut dapat mengakibatkan bahaya bagi nyawa. orang lain dan

mengakibatkan matinya oréng.

Pasal 321

Setiap orang yang menghanclrkan, merusak atau membuat tidak dapat dipakai

suatu gedung atau bangunan [a:in, dipidana :

a. dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun, jika perbuatan tersebut
dapat mengakibatkan bahaya umum bagi barang;

b. dengan pidana penjara palling lama 12 (dua belas) tahun, jika perbuatan

tersebut dapat mengakibatl#an bahaya bagi nyawa orang lain; atau

dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun, jika perbuatan

tersebut  dapat mengakil?atkan bahaya bagi nyawa orang lain dan

mengakibatkan matinya orang.

0

Pasal 546

Setiap orang yang secara n|1c:lawan hukum menghancurkan, mecrusak, atau
membuat tidak dapat 'dipaklai lagi bangunan untuk sarana dan prasarana
pelayanan umum, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun .

atau denda paling banyak kateéori Iv.

Pasal 547
Setiap orang yang karena kealpaannya menyebabkan bangunan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 546 hancur, rusak, atau tidak dapat dipakai lagi, dipidana
dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak
kategori [1I.

Pasal 548 |
Setiap orang yang secara melatvan hukwn menghancurkan alau merusak gedung,

kapal, atau kendaraan darat vang sebagian atau seluruhnya milik orang lain,
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dipidana dengan p1dan". penjaid p'llmg lama 6 (enam) tahun atau denda paling
banyak kategori IV. -

Sejauh mengc:enai tindak pidana penerbangan dan tindak pidana terhadap
sarana dan prasaranai pénerbangan, Konsep KUHP telah meﬁgatur dalam Bab
tersemdiﬁ yaitu Bab XXXI Buku II mulai Pasal 620 — Pasal 637. Adapun bunyi
selengkapnya sebagal ;berikut :

‘Pasal 620

(1) Setiap orang yang menghancurkan, merusak atau membuat tidak dapat
dipakai bangunan untuk pengamanan lalu lintas udara atau menggagatkan
usaha untuk pengamanan bangunan tersebut, dipidana dengan pidana
penjara paling lama 7 (tujuh) tahun.

(2) Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (i) mengakibatkan
timbulnya bahaya bagi keamanan lalu lintas udara, maka pembuat tindak
pidana dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun.

(3) Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mengakibatkan
matinya orang, maka pembuat tindak pidana dipidana dengan pidana
penjara paling lama 12 (dua belas) tahun.

Pasal 621 .

(1) Setiap orang yang karena kealpaannya mengakibatkan bangunan untuk
pengamanan-lalu lintas udara hancur, rusak, atau tidak dapat dipakai atau
gagalnya usaha untuk pengamanan bangunan tersebut, dipidana dengan
pidana penjara palm;, lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak kategori
II.

(2) Jika tindak pida.m sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mengakibatkan
timbulnya bahaya bagi kecamanan lalu lintas udara, maka pembuat tindak
pidana dipidana; dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau
denda paling banyak kategori IV. :

(3) Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam aya( (1) mengakibatkan
matinya orang, .maka pembuat tindak pidana dipidana dengan pidana
penjara paling lama 5 (lima) atau denda paling banyak kategori IV.

Pasal 622 _
(1) Setiap orang yang menghancurkan, merusak, mengambil atau memindahkan

tanda atau alat untuk pengamanan penerbangan, atau menggagalkan
bekerjanya tanda atau alat terscbut, atau memasang tanda atau alat yang
keliru, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun atau
denda paling banyak kategori IV.
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(2) Jika tindak pidana sebagannfma dimaksud dalam ayat (1) mengakibatkan
timbulnya bahaya bagi keamanan penerbangan, maka pembuat tindak pidana
dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun.

(3) Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mengakibatkan
timbulnya bahaya bagi keamanan penerbangan dan mengakibatkan celaka
bagl pesawat udara, maka pembuat tindak pidana dipidana dengan pidana
penjara paling lama 9 (sembilan) tahun,

(4) Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mengakibatkan
matinya orang, maka pembuat tindak pidana dxpldana dengan pidana penjara
paling lama 11 (sebelas) tahun.

Pasal 624 _

Setiap orang yang secara melawan hukum menghancurkan, merusak ataun
membuat tidak dapat dipakai pesawat udara yang sebagian atau seluruhnya milik
orang lain, dipidaha dengan pidana penjara paling lama 9 (semnbilan) tahun.

Pasal 625 :

Setiap orang yang mencelakakan, menghancurkan, merusak atau membuat tidak

dapat dipakai pesawat udara, dipidana :

a. dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun, jika perbuatan
‘tersebut mengakibatkan timbulnya bahaya bagi nyawa orang lain.

b. dengan pidana penjara paling lama 14 (empat belas) tahun, jika perbuatan
tersebut mengakibatkan matinya orang.

Pasal 626

Setiap orang yang karena kealpaannya mengakibatkan pesawat udara celaka,

hancur, rusak, atau tidak dapat dipakai, dipidana :

a. dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak
kategori IV, jika perbuatan tersebut mengakibatkan timbulnya bahaya bagi
nyawa orang lain; atau '

b. dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau deada paling banyak
Kategori IV, jika perbuatan tersebut mengakibatkan matinya orang.

Pasal 628
Setiap orang yang dalam pesawat udara secara melawan hukum merampas atau

mempertahankan perampasan atau menguasai pesawat udara dalam
penerbangan, dipidana karena pembajakan udara dengan pidana penjara paling
lama 12 (dua belas) tahur.

Pasal 629 _
Setiap orang yang dengan kekerasan, ancaman kekerasan, atau ancaman dalam

bentuk lainnya, merampas atau mempertahankan perampasan atau menguasai
pengendalian pesawat dalam penerbangan, dipidana karena pembajakan udara
dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun.
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Pasal 630
(1) Dipidana dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan paling
singkat 5 (lima) tahun, jika tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 628 atau Pasal 629 :
a. dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih;
b. sebagai kelanjutan permufakatan jahat;
¢. mengakibatkan luka berat;
d. mengakibatkan kerusakan pada pesawat udara tersebut, sehingga dapat
membahayakan penerbangannya; atau
e. dilakukan dengan maksud untuk merampas kemerdekaan atau meneruskan
merampas kemerdekaan seseorang o
(2) Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mengakibatkan
matinya orang atau hancurnya pesawat udara tersebut, mal.a pembuat tindak
pidana dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara
paling lama 20 (dua puluh) tahun dan paling singkat 5 (lima) tahun.

Pasal 631

Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan kekerasan
terhadap orang di dalam pesawat udara dalam penerbangan yang dapat
membahayakan keselamutan penerbangan tersebut, dipidana dengan pidana
penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 4 (empat) tahun.

Pasal 632
Setiap orang yang secara melawan hukum merusak pesawat udara dalam dinas

atau mengakibatkan kerusakan pesawat udara sehingga tidak dapat terbang atau

membahayakan keselamatan penerbangan, dipidana dengan pidana penjara
paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 4 (empat) tahun.

Pasal 633

Setiap orang yang secara melawan hukum menempatkan atau mengakibatkan
ditempatkannya di dalam pesawat udara dalam dinas, dengan cara apapun, alat
atau bahan yang dapat menghancurkan pesawat udara atau mengakibatkan
kerusakan pesawat udara tersebut sehingga tidak dapat terbang atau

mengakibatkan kerusakan pesawat udara yang dapal membahayakan -

keselamatan penerbangan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima
belas) tahun dan paling singkat 4 (empat) tahun. ‘

Pasal 634

(1) Dipidana dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan paling
singkat 5 (lima) tahun, jika tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 631, Pasal 632 atau Pasal 633 :
a. dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih bersama-sama;
b. sebagai kelanjutan permufakatan jahat; atau

¢. mengakibatkan luka berat.
(2) Jika tindak pidana’sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mengakibatkan
matinya orang atau hancurnya pesawat udara tersebut, maka pembuat tindak
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pidana dipidana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau
pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan paling singkat 5 (lima)
tahun. :

Pasal 635

Setiap orang yang memberikan keterangan yang diketahui palsu dan keterangan
tersebut dapat membahayakan keselamatan pesawat udara dalam penerbangan,
dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun.

Pasal 636 .
Setiap orahg yang di dalam pesawat udara melakukan perbuatan yang dapat
membahayakan keselamatan pesawat udara dalam penerbangan, dipidana
dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak
kategori IV.

Pasal 637
Setiap orang yang di dalam pesawat udara melakulan perbuatan yang dapat
mengganggu ketertiban dan tata tertib di dalam pesawat udara dalam
penerbangan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau
denda paling banyak kategori Iil. '

Sedangkan mengenai pertanggungjawaban pidana korporasi, Konsep KUHP

dapat dikatakan mengikuti perkembangan yang keempat yaitu Korporasi dapat

dipertanggungjawabkan secara langsung (tidak hanya pengurusnya) dan telah

diatur dalam induk hukum pidana. Pertanggungjawaban pidana korporasi oleh

Konsep KUHP dirumuskan dalam Bab II Bagian Kedua Paragraf 7 (Pasal 44 —
49 Konsep KUHP). Di bawah ini dikutip beberapa pasal sebagai berikut :

Pasal 44 :
Korporasi dapat dipertanggungjawabkan dalam melakukan tindak pidana.

4

Pasal 45
Jika tindak pidana dilakukan oleh atau untuk korporasi, penjatuhan pidananya

dapat dilakukan terhadap korporasi dan/atau pengurusnya.

Pasal 46
Korporasi tidak dapat dipertanggungjawabkan secara pidana terhadap suatu

perbuatan yang dilakukan untuk dan/atau atas nama korporasi, apabila
perbuatan tersebut tidak termasuk dalam lingkup usahanya sebagaimana
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ditentukan dalam anggaran dasar atau ketentuan lainnya yang berlaku bagi
korporasi yang bersangkutan. '

Pasal 47

Pertanggungjawaban ~korporasi dibatasi sepanjang pengurus mempunyai

kedudukan fungsional dalam struktur organisasi korporasi.

Pasal-pasal di atas menunjukkan‘: blahwa Konsep KUHP telah
mengakomodasi  secara ]ébih baik atas respons perkembangan zaman,
dibandingkan dengan KUHP sekarang ini.

B.2. Alfernatif kebijakan lain (Non-penal)

Upaya penanggulangan kejahatan bukan hanya dilakukan dengén jalur penal.
Menurut G.P. Hoefnagelé upaya penanggulangan kejahatan dapat ditempuh
dengan’™:

1. meripengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahalaﬁ dan pemidanaan
lewat media massa (influencing view of society on crime and punishment | mass
media),

2. penerapan hukum pidana (criminal law uplication);

3. pencegahan tanpa pidana (prevention without punishment),

Jadi, selain criminal law aplication (kebijakan penal) masih ada dan

" dimungkinkan prevention without punishment (non-penal). Untuk itu, perlu

memperhatikan alternatif-alternatif kebijakan lain yaitu pendekatan non-penal.
Pendekatan non-penal dimaksudkan sebagai upaya untuk menanggulangi kejahatan
dengan menggunakan sarana lamn selain hukum pidana (non-penal). Upaya

penanggulangan  kejahatan  dengan = menggunakan  pendekatan  non-penal

™ G.P. Hoefnagels, The Other Side Of Criminology, Opeit, p. 56 — 57.
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diorientasikan pada upaya-upaya untuk menangani faktor-fakior kondusif yang
menimbulkan kejahatan. Dapat dikategorikan dalam upayé" non-penal ini adalah
pendidikan, pengajian dan kegiatan-kegiatan lain yang bertujuan untuk mencegah
terjadinya kejahatan,

Pendekatan kebijakan non-penal merupakan pendekatan kebijakan yang
mendasar, karena diorientasikan pada upaya penanggulangan faktor-faktor kondusif
penyebab kejahatan. Faktor-faktor kondusif itu antara lain berpusat- pada masalah-
masalah atau kondisi-kondisi sosial yang secara langsung atau iidak langsung dapat
menimbulkan atau menumbuhsuburkan kejahatan’®,

Kongres PBB ke-8 dalam dokumen A/CONF.144/L.3 mengidentifikasikan
faktor-faktor kondusif yang dapat menimbulkan kejahatar, sebagai berikut’’ :

a. kemiskinan, pengangguran, kebutahurufan (kebodohan), ketiadaan /
kekurangan perumahan yang layak dan sistem pendidikan serta latihan
yang tidak cocok / serasi;

b. meningkatnya jumlah penduduk yang tidak mempunyai prospek (harapan)
karena proses integrasi sosial, juga karena memburuknya ketimpangan-
ketimpangan sosial;

c. mengendornya ikatan sosial dan keluarga;

d. keadaan-keadaan / kondisi yang menyulitkan bagi orang-orang yang

~ beremigrasi ke kota-kota atau ke negara-negara lain;

e. rusaknya atau hancurnya identitas budaya asli, yang bersamaan dengan
adanya rasisme dan diskriminasi menyebabkan kerugian / kelemahan di
bidang sosial, kesejahteraan dan lingkungan pekerjuan; :

f.© menurun atau mundurnya (kualitas) lingkungan perkotaan yang
mendorong peningkatan kejahatan dan berkurangnya (tidak cukupnya)
pelayanan bagi tempat-tempat fasilitas lingkungan / bertelangga;

g. kesulitan-kesulitan bagi orang-orang dalam masyarakat modern untuk
berintegiasi sebagaimana mestinya di dalam lingkungan masyarakatnya,
di lingkungan keluvarga / familinya, tempat pekerjaannya atau di
lingkungan sekolahnya; _

h. penyalahgunaan alkohol, obat bius dan lain-lain yang pcmakaiannya juga
diperluas karena faktor-faktor yang disebut diatas;

" Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai Kebjjakan Hukum Pidana, Opcit, hal. 42
""Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai kebijakan Hukum Pidana, 1bid, hal 45 — 46,
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i. meluasnya aktivitas kejahatan yang tcroi'ganisasi, khususnya perdagangan

obat bius dan penadahan barang-barang curian;

J. dorongan-dorongan (khususnya oleh media massa) mengenai ide-ide dan
sikap-sikap yang mengarah pada tindakan kekerasan, ketidaksamaan (hak)
atau sikap-sikap tidak toleran (intoleransi).

Selain hal di atasé, kondisi dilemﬁtis \yang patut diwaspadai adalah
pembangunan. Kongres PB:B mengenai The Pr.‘evem‘ion of Crime and The Treatment
of Offenders dalam l'apor%mnya Sixth UN Congrf:ss78 1.981, mensinyalir bahwa
pembangunan itu sendiri dapat bersifat kriminogen apabila pembangunan itu :

a. tidak direncanakéan secara rasional (it was not rationally planned), atau

direncanakan sfecara timpang, tidak memadai/ tidak seimbang
(unbalanced/ ina;dequa[ely planned);
b. mengabaikan nil;ai-nilai kultural dan moral (disregarded cultural and
moral values); d;z%n

c. tidak mencakup% strategi perlindungan masyarakat yang menyeluruh /
integral (did not z?nclude integrated social defence strategies).

Faktor-faktor kondusi;f yang menimbulkan kejahatan sebagaimana tersebut di
atas, jelas tidak dapat sezmata-mata diatasi dengan kebijakan penal (kebijakan
kriminal dengan jalur penal), oleh karena itu harus ditunjang dengan kebijakan non;
penal. I
Upaya non-penal yanﬁg paling strategis adalah segala upaya untuk menjadikan
masyarakat sebagai lingku;ngan sosial dan lingkungan hidup yang sehal (secara
material dan in.unaterial)? dari faktor-faktor kriminogen (faktor-faktof yang

mendorong timbulnya tind:%tk pidana- pen). Ini berarti, masyarakat dengan seluruh

8 Rarda Nawawi Arief, Bunga Rampai kebijakan Hukum Pidana, Tbid, hal. 47
|
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potensinya harus dijadikan sebagai faktor pelimn gkal kejahatan atau faktor “anti-
kriminogen” yang merupakan bagian integral dz—flri keseluruhan politik kriminal ™.
Tindak pidana terorisme merupakan tindak pidana yang unik, karena motif dan
; |

faktor penyebab dilakukannya tiﬁdak pidana 1;11 sangat berbeda dengan motif-motif

dari tindak pidana lain. Tidak j Jarang, tindak pldana terousme dilakukan berdasarkan

motif-motif tertentu yang patut dihormati. :

Mark Juergensmeyer®’ dal'lm bukunya ° ITermr In The Mind Of God : The
Global Rise of Religious Violehce” menandaskan bahwa terorisme lebih sering
discbabkan karena adanya culnf:res of violence yang terdaﬁat dalam diri suatu

masyarakat. Cultures of viole)rce‘ini dimiliki oleh kelompok pendukungnya sehingga

memunculkan spirit dilakukannya tindakan teror. Walaupun aksi-aksi tersebut
‘ !
tampak dilakukan oleh pelaku tunggal, namun aksi-aksi beringas tersebut selalu

memiliki jaringan-jaringan pend@kung dan ideo:logi yang dapat mengesahkan atau

membenarkan aksi-aksi mereka. Salahuddin W:ahids] menyatakan bahwa terorisme
: i

bisa dilakukan dengan berbagai motivasi yaitu karena alasan agama, alasan ideologi,
i

alasan untuk memperjuangkan kemerdekaan, alasan untuk membebaskan diri dari

ketidakadilan, dan karena adanya kepentingan. |

Hampir sama dengan apa yang diken:mkakan Salahuddin Wahid, A.C.
: |
l\/!‘f.lnul]angg2 menyatakan bahwa pemicu terorisme antara lain adalah pertentangan

agama, ideologi, dan etnis serta makin melebar jurang pemisah antara kaya-miskin.
: i

Di samping itu, tersumbatnya komunikasi antara rakyat dengan pemerintah, jumlab

" Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai kebijakan Hukum Pidamf: , Ibid, hal 49.
* Mark Juergensmeyer, Opeit, hal. 15-16." @

$1 Abduh Zulfidar Akaha (ed), Opcit, hal. 46,
82 AC. Manullang, Menguak Tabu Intelijen : Teroz Motif dan Rezzm Panta Rhei, Jakarta, 2001, hal. 151,
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penduduk yang melonjak tajam, makin panjangnya barisan pengangguran, jumlah
. ; '
generasi frustrasi yang makin meningkat, munculnya orang-orang kesepian (lang
| _
weilich) (sic), munculnya ideologi fanatisme baru, dan paham  separatisme

merupakan ladang subur beraksinya terorisme.

Salah satu pemicu dilakukannya terorisme adalah kemiskinjan dan kelfaparan.

Rasa takut akan ke]aparan dan kemiskinan yang ekstrim akan mudah menyulut

terjadinya aksi-aksi kekerasan dan konflik, yang juga merupakan: lahar subﬁr bagi
i

gerakan terorisme. |
|

Aksi-aksi terorisme, baik yang berskala lokal maupun il‘lternasionaL juga
: 1

merupakan penolakan, resistensi atau reaksi tandingan yang dipérlihatkan sebuah

| _
kelompok dalam lingkungan terbatas maupun luas disebabkan adanya persamaan

gagasan dan persepsi terhadap sistem ekonomi dunia yang diangg?p timpang, tidak

adil, dan merugikan mayoritas thasyarakat dunia, ataupun masyziirakat lain. yang
minoritas, yang aspirasinya disalurkan dengan perjuangan gerakan lersebut.
I

!
Persamaan gagasan dan persepsi tidak selalu harus lergabung dalam satu

kelompok dengan satu komando, sehingga walaupun munculnya gerakan dan aksi-

!
aksi terorisme yang dilancarkan tidak selalu tepat dalam walztu yang bersamaan atau
serentak, namun tingkat keprihatinan yang sama atas realitas kemiskinan dan
| .

!
kesenjangan sosial di sekitarnya, ataupun atas sistem dunia yang terus berlangsung
1 :

dalam ketidakadilan, telah men'yebabkan mudah dan berkcmbangflya gerakan dan

aksi-aksi terorisme di suatu negara, kawasan dan dunia secara lebih luas.

Keprihatinan yang besar atas realitas kemiskinan yang sem?kin meluas dan

|
tingkat kesenjangan yang tinggi di dalam sebuah negara, maupun antara sedikit
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negara meju dan banyak negara -berkembang dan terbelakang di Asia, Amerika
Latin, Timur Tengah, Afrika, dan bahkan Eropa adalah kéndisi yang menyuburkan
pertumbuhan gerakan terorisme dan aksi-aksi mereka di berbagai belahan dunia,
Meski demikian, aksi terorisme bukan hanya n;onoploli milik negara-negara miskin.
Terorisme dan gerakan-gerakan radikal juga terjadi'pada nagara-negara maju dan
kaya. Ketidakpuasan atau sikap berbeda akibat‘kecemburuan sosial yang terus had_ir
dan berkembang antara kelompok yang dominan dan kelompok yang minoritas dan
terpinggirkan (di negara maju), serla mengalami marginalisasi secara kontinyu
dalam jangka panjang akibat kebijakan pemerintah pusat, terlebih lagi karena
kebijakan multilateral yang membuat kelompok marginal tersebut tidak dapat lagi
mentoleransi keadaan tersebut melalui jalur-jalur formal dan legal, memotivasi
mereka secara lebih kuat lagi untuk mengambil jalur alternatil’ melalui aksi
kekerasan.

‘Keprihatinan yang mendalam terhadap marginalisasi yang t.erus dialami oleh
kelompok-kelompok dan negara-negara miskin (berkembang) dan terbelakang akibat
tekanan kebijakan multilateral dan implikasi besar dari globalisasi, telah melahirkan
menjamurnya kelompok-kelompok resistensi yang radikal.

Terorisme merupakan fenomena yang sangat kompleks. Sebagai fenomenah
politik kekerasan, pengaturan terorisme tidak dapat dengan mudah dirumuskan.
Tindak kekerasan itu dapat dilakukan oleh individu, kelompok ataupun negara.
Motivasi pelaku dapat bersumber pada alasan-alasan yang sangat kompleks seperti

idiosinkratik, kriminal maupun politik. Sasaran atau korban bukan merupakan
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sasaran sesungguhnya, tetapi hanya. sebagai bagian dari taktik iritiinidasi, koersif,
atau propaganda untuk mencapai tujuan-tujuan mereka.

Bagaimanapun juga terorisme dan aksi-aksi kriminal lainnya patut diberantas,

namun demikian upaya pemberantasannya tidaklah semudah memberantas tindak

pidana konvensional lain. Harus mampu menjaga geé‘eimbangan antara menjaga
keamanan di satu pihak, di pihak lain juga harus menjunjung tinggi hak asasi
manusia. Hal ini karena negara-negara dewasa ini sedang mendorong diri menuju
tatanan demokratis.

Tatanan demokrasi nﬁengutamakan keunggulan cara-cara persuasif, negosiasi
dan toleransi ketimbang cara-cara koersif, pemaksaan dan penggunaan kekerasan.
Konsolidasi demokrasi hanya dapat tercapai ketika semua pelaku politik menempuh
cara-cara demokratik sebagai satu-satunya cara aturan main (the only game in town)
dalam memperjuangkan kepentingan mereka. Negara demokratik juga scnantiasa
dituntut untuk menjamin kebebasan (liberfy), di samping keamanan (securify)
warganya®. |

Secara ideal, penanggulangan kejahatan termasuk tindak pidana ferorismc
harus melalui kebijakan integrdi antara jalur penal dan nonpenal. Di samping itu,
juga pcriLlI diintegrasikan antara kebijakan kriminal dan kebijakan sosial. Patut untuk
diperhatikan dalam kebijékan integral adalah perhatian terhadap korban kejahatan.
[nilah makna sesungguhnyé dari kebijakan integral. Pemberantasan tindak pidana
terorisime di Indonesia tidak semata-mata merupakan masalah hukum dan penegakan

hukum, melainkan juga merupakan masalah sosial, budaya, ekonomi yang berkaitan

8 Tim Imparsial, UU Antiterorisme : Antara Kebebasan dan Keamanan Rakyat, Imparsial, Jakarta, 2003,
hal. 1-3.
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erat dengan ketthanan suatu bangsa. Kebijakan, langkah pencegahan dan
pemberantasannya pun harus bertujuan untuk memelihara keseimbangan dalam
kewajiban melindungi kedaulatan negara, hak asasi korban dan saksi, serta hak asasi
tersangka / terdakwa.

Sehubungan dengan faktor-faktor / penyebab kejahatan diatas, PBB pernah
mengeluarkan resolusi yang r*wnyatakan84 : |

“menghimbau semua anggota PBB untuk mengambil tindakan dalam kekuasaan
mereka untuk menghapus kondisi-kondisi kehidupan yang menurunkan martabat
kemanusiaan dan menyebabkan kejahatan, yang meliputi masalah pengangguran,
kemiskinan, kebutahurufan (kebodohan), diskriminassi rasial dan nasional dan
bermacam-macam bentuk dari ketimpangan sosial”

Berdasar fakto;-faktor penyebab kejahatan decara umum dan motif-motif
‘dilakukannya terorisme, dapat diambil kebijakan non-penal guna menanggulangi
tindak pidana terorisme. Kebijakan non-penal tersebut terutama diarahkan pada ;-

a. Pengentasan kemiskinan dan pengangguran terutama dilujukan pada
pengangguran terpelajar;

b. Meningkatkan kemakmiuran dalam keadilan;

¢. Menekan laju peledakan penduduk;

d. Mengurangi tingkat urbanisasi ke kota-kota atau negara-negara lain;

‘e. Memulihkan rusaknya atau hancurnya identitas budaya asli;

f. Pemotongan scl-sel dalam organisast terorisme;

g. Pendeteksian dini atas adanya ide-ide dan sikap-sikap yang mengarah pada
teror dan faham-faham fanatisme baru;

h. Peningkatan kewaspadaan masyarakat atas tindakan teror.

® Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, Opeit, lal. 10
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i. Pengakomodasian dan pengembangan sikap toleran atas prinsip (politik)
yang berbeda;
j. Penghormatan dan ﬁlenjamin kebebasan menjalankan  keyakinan
(agama)nya; : 3
Hal-hal tersebut perlu dintegrasikan secara géx‘sama—sama dengan kebijakan
penal. Bahkan karena sifatnya yang lebih diarahkan sebagai upaya preventif, maka
kebijakan :non-pe_nal dimungkinkan untuk diupayakan terlebih dahulu, mendahului

kebijakan penal.
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BAB IV

PENUTUP

A, KESIMPULAN

1. Kebijakan Penal yang diambil saat ini dalam menanggulangi Tindak Pidana

Terorisme.

a. Kebijakan Kriminalisasi

1) Kriminalisasi tindak pidana terorisme di Indonesia dirumuskan dalam

2)

42
Nt

4)

3)

dua kelompok tindak pidana yaitu kelompok Tindak Pidana Terorisme
dan kelompok Tindak Pidana Lain yang Berkaitan dengan Tindak

Pidana Terorisme.

Tidak terdapat kualifikasi kejahatan ataul pelanggaran dalam tindak

pidana terorisme.

Tindak Pidana Lain yang Berkaitan dengan Tindak Pidana Terorisme
diarahkan kepada tindak pidana yang berhubungan dengan gangguan
atas proses peradilan tindak pidana terorisme.

Selain mengkriminalisasikan delik terorisme (delik baru yang disebut
ferorisme), pembuat kebijakan juga mengadakan terorisasi terhadaﬁ
delik-delik biasa (menjadikan delik biasa sebagai terorisme).
Permufakatan jahat, percobaan dan pembantuan dipidana sama berat
dengan pelaku utama terorisme. Namun tidak ada pengaturan lebih

jauh kapan dikatakan ada permufakatan jahat.
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6) Karakteristik terorisme yang diatur di Indonesia adalah kejahatan
yang : (1) menggunakan kekerasan atau .ancaman kekerasan; (2)
menimbulkan / dengan maksud menimbt‘llkan suasana teror atau rasa
takut terhadap orang secara mc:luas atau.rménimbulkan korban yang
bersifat massal; (3) dengan cara merampas kemerdekaan atau
hilangnya nyawa dan harta benda orang lain; dan (4) mengakibatkan /
untuk menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap obyek-obyek
vital yang strategis atau lingkungan hidup atau fasilitas publik atau

fasilitas internasional.

b. Kebijakan Pertanggungjawaban Pidana

Subyek Hukum yang dapat dipertanggungjawabkan dalam tindak pidana
terrorisme adalah individu (orang perorangan / natural person) dan
korporasi (badan hukum / legal person). Namun tidak ada pengaturan rinci
atas pertanggungjawaban korporasi ini.

Kebijakan Pengaturan Sanksi

1) Sanksi diatur dalam dua sistem perumusan jenis sanksi (strafsoort)

yaitu : (1) pérumusan tunggal (hanya diancam dengan satu pidana

.

pokok), dan (Z) perumusan alternatif (ancaman pidana dirumuskan
Iebih dari satu sehingga hakim dapat mengadakan pilihan).

2) Dalam merumuskan ancaman jumlah pidana (strafimaat), pengaturan
penanggulangan tindak pidana terorisme di Indonesia dapat
dikategorikan mengikuti sistem / pendekatan indefinite karena

menggunakan sistem minimum khusus dan maksimum khusus.
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2. Strategi Kebijakan yang akan datang dalam mexlanggulangi Tindak Pidana

Terorisme

a. Kebijakan Penal

1) Perundang-undangan Terrorisme y;mg akan datang seharusnya ;-

a)

b)

d)

perlu kehati-hatian dalam merumuskan adanya permberlakuan surut
(relroak@?;

adanya definisi yuridis tentang terorismq sehingga mampu menjadi
rujukan pasti. Di samping itu untuk mellljamin kepastian hukum,
maka semaksimal mungkin dihindari kata (kalimat) yang dapat
menimll)ulkan multi tafsiv (multi interpretatif).

adanya pengaturan lebih rinci mengenai hal-hal baru yang
merupakan penyimpangan dari induk hukum pidana (KUHP).

perlu merumuskan aturan yang memberikan perlakuan khusus
terhadap pelaku tindak pidana terorisme, sebagai kompensasi /
jalan tengah dirumuskannya pengecualian tindak pidana terorisme
dari tindak pidana politik, tindak pidana dengan motif politik dan

tindak pidana dengan tujuan politik.

2) Konsep KUHP seharusnya :

a) mengatur juga terorisme yang dilakukan- oleh aparat-aparat negara

b)

(state terrorism / state sponsored terrorism).
menghapus  rumusan  yang dalam  penerapannya  dapat

membelenggu kebebasan masyarakat.
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b. Kebijakan Nonpenal
Upaya lain selain upajm hukum pidana / upaya non penal yang dapat
diupayakan antara lain : (1) Peﬁgentasan kemiskinan dan pengangguran
terutama ditujukan pada penge{ngguran ternelajar; (2) Meningkatkan
kemakmuran dalam keadilan; (3) Men;kan laju peledakan penduduk; (4)
Mengurangi tingkat urbanisasi kc; kota-kota atau negara-negara lain; (5)
Menwlihkan rusaknya atau h%dncurnya identitas budaya asli; (6)
Pemotongan sel-sel dalam organisiasi terorisme; (7) Pendeteksian dini atas
adanya ide-ide dan sikap-sikap yang mengarah pada teror dan faham-
faham fanatisme baru; (8) Penihgkatan kewaspadaan masyarakat atas
tindakan teror; (9) Péngakomodasian dan pengembangan sikap toleran atas
prinsip (politik) yaﬁg berbeda; dan (10) Penghormatan dan menjamin
kebebasan menjalankan keyakinan j(agama)nya;

B, SARAN
Ada beberapa butir saran yang dapati dipakai sebagai rekomendasi dalam
penangguniangan tindak‘ pidana terorisme di Indonesia :

1. Upaya penanggulangan tindak pidana terorisme yang ideal adalah upaya
integral. Artinya penanggulangan %tindak pidana terorisme harus melalui
kebijakan integral antara jalur penal dan non penal. Bahkan upaya non
penal -karena lebih bersifat preventif- dapat ditempuh lebih dulu sebelum
upaya lain. Di samping' itu, juga§ perlu diintegrasikan antara kebijakan

kriminal dan kebijakan sosial.
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P

Perlu segera mungkin diadakan penggantian atau paling tidak amandemen
Undang-undang Terorisme. Hal-hal yang perlu diamandemen terutama
diprioritaskan terhadap perumusan pemberlakuan surut (retroaklij); perlu

adanya kualifikasi delik terorisme sebagai kejahatan atau pelanggaran,

pengecualian tindak pidana terorisme dari tindak pidana politik, tindak

pidana dengan motif politik dan tindak pidana dengan tujuan politik (periu
ada jalan tengah); perlu adanya pendefinisian yuridis tindak pidana
terorisme; perlu adanya penegasan kapan ada permufakatan jahat; perlu
ada pendefinisian yuridis atas dimasukkannya kata-kata umum (public
term); penghindaran kata (kalimat) yang dapat menimbulkan multi tafsir
(multi interpretatif); dan adanya pengaturan lebih rinci mengenai kal-hal

baru yang meruiaakan penyimpangan dari induk hukum pidana (KUHP).
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The Prevention Of Terrorism Act, 2002 (Act Nomor 15 of 2002) India
(hitp://www.satp.org/satporgtp/countries/india/document/actandord
inances/POTA htm).

International  Covenant  on  Economic, Social and  Cultural  Right

http://www.unher.ch/html/menu3/b/a_cesr.him
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international Covenant on Civil and Political

bttp://wwwl.umn.edu/humanrts/instree/b3cepr.him

Media Massa
Kompas Cyber Media, 5 Maret 2002.

Right

Sahrasad, Herdi, Teror Bom, Ketidakadilan dcm Kekerasan, Republika, 15 Oktober

2002.
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